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Artinya: “Jabir radhiyallau ‘anhuma bercerita bahwa
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik
manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”

To be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way
that respects and enhances the freedom of others.
“Untuk bebas tidak hanya membuang satu rantai. Tetapi untuk hidup
dalam rasa saling menghargai dan memperbesar kebebasan orang

lain.”

(Nelson Mandela)
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ABSTRAK

Fahmi, Nurkafidz Nizam, 2018. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAM
TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PENETAPAN
FATWA PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI TERHADAP
FATWA MUI TAHUN 1980 dan 2005). Tesis, Program Studi Hukum
Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing
I: Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag Pembimbing Il: Dr. Muhammad
Faisol,M.Ag.

Kata Kunci:Nilai-Nilai HAM,Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI.

Penelitian ini menemukan bahwa fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia
tentang perkawinan beda agama didasarkan pada dua argumen yang tidak dapat
dipisahkan satu dengan yang lainnya. Argumen pertama adalah argumen hukum
Islam berupa al-Qur’an, hadis, dan ijma’dengan berdasarkan pada penafsiran dan
pendapat para ulama klasik yangotoritatif. Argumen kedua adalahargumen hak
asasi manusia berupa kebebasan beragama. Setiap individu yang melaksanakan
perkawinan yang tidak sesuai dengan al-Qur’an, Hadis, dan ijma’, maka otomatis
dianggap membatasi dalam hal kebebasan beragama.

penulis menemukan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:Sumber
dan metodologi HAM apa saja yang menjadi dasar pertimbangan umum dalam
fatwa MUI tahun 1980 dan 2005 tentang Perwawinan Beda Agama serta
Bagaimana corak argumen filosofis dalam fatwa MUI tahun 1980 dan 2005
tentang Perwawinan Beda Agama.

Penelitian ini hendak meneliti konstruk metodologi fatwa MUI seputar
isu perkawinan beda agama. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian
kualitatif yang menekankan pada kepustakaan murni (library research), dalam
arti bahwa data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari sumber
kepustakaan sebagai bahan primer maupun sekunder, seperti buku, dokumen
resmi, naskah, surat kabar, dan literatur-literatur lain. Sifat penelitian ini adalah
normatif, empiris, dan yuridis karena fokus penelitian adalah fatwa yang secara
langsung berkutat pada teks-teks syariat yang diterbitkan oleh Majelis Ulama
Indonesia di Indonesia. Setelah itu, fatwa-fatwa MUI tersebut akan diuji dalam
perspektif hak asasi manusia tentang kebebasan beragama. Oleh karena itu
penelitian ini juga bersifat yuridis dengan memasukkan juga pembahasan tentang
asas-asas, nilai-nilai dan sistematika hukum fatwa MUI dan hubungannya dengan
hukum undang-undang negara Indonesia.

Penelitian ini menemukan bahwa metodologi dalam fatwa MUI tentang
perkawinan beda agama cenderung normatif berupa ayat-ayat al-Qur’an, hadis,
ijma’ (konsensus cendikia). Penelitian ini juga menemukan bahwa dua fatwa
yang telah diuji tersebut berargumen dengan argumen hak asasi manusia, meski
tidak secara eksplisit ditegaskan dalam setiap fatwanya tersebut. Dari dua fatwa
yang diuji pasca diterbitkan keputusannya, masih menyisakan perdebatan.
Tentunya hal ini menjadi pertanyaan serius tidak hanya bagi MUI, tetapi juga
bagi pemerintah dalam menangani kasus hukum yang terjadi antar agama di
Indonesia.
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ABSTRACT

Fahmi, Nurkafidz Nizam, 2018. IMPLEMENTATION OF HUMAN VALUES
ABOUT FREEDOM OF RELIGION IN DETERMINING THE
MARRIAGE DIFFERENCE IN RELIGION (STUDY ON THE FATWA
MUI IN 1980 and 2005). Thesis, Postgraduate Family Law Study
Program, Jember State Islamic Institute. Advisor I: Dr. H. Ahmad
Junaidi, M.Ag Advisor II: Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.

Keywords: Human Rights Values, Different Religion Marriage, MUI Fatwa.

This study found that the fatwas of the Indonesian Ulema Council on
interfaith marriages were based on two arguments that cannot be separated from
one another. The first argument is an Islamic legal argument in the form of the
Qur'an, hadith, and ijma 'based on the interpretation and opinion of the classical
scholars who are authoritative. The second argument is the argument for human
rights in the form of religious freedom. Every individual who carries out a
marriage that is not in accordance with the Qur'an, Hadith, and ijma ', is
automatically considered to be limiting in terms of religious freedom.

The author found several problems in this study, namely: What human
resources and methodologies were the basis of common considerations in the
1980 and 2005 MUI fatwas concerning Differential Religion and how the
philosophical arguments in the 1980 and 2005 MUI fatwas regarding Differential
Religion.

This study intends to examine the construct of the MUI fatwa
methodology around the issue of interfaith marriage. Thus, this study is a
qualitative research that emphasizes on library research, in the sense that the
data needed in this study come from sources of literature as primary and
secondary material, such as books, official documents, manuscripts, newspapers,
and other literature. The nature of this research is normative, empirical, and
juridical because the focus of the research is fatwa which is directly concerned
with the Shari'a texts published by the Indonesian Ulema Council in Indonesia.
After that, the MUI fatwas will be tested in a human rights perspective on
religious freedom. Therefore this study is also juridical by including a discussion
of the principles, values and systematics of the MUI fatwa law and its
relationship with Indonesian state law.

This study found that the methodology in the MUI fatwa on interfaith
marriages tended to be normative in the form of verses from the Qur'an, hadith,
ijma (consensus scholarship). The study also found that the two fatwas tested
had argued with human rights arguments, even though they were not explicitly
stated in each of the fatwas. Of the two fatwas that were tested after the issuance
of their decisions, there is still debate. Of course this is a serious question not
only for the MUI, but also for the government in handling legal cases that occur
between religions in Indonesia.
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1.

2.

PEDOMAN TRASLITERASI

Konsonan Tunggal
No Arab Nama Huruf latin Keterangan
1 ) Alif - tidak dilambangkan
2 < Ba’ B -
3 O ta’ T -
4 & §a’ $ s terhadap satu titik diatas
5 z Jim J -
6 z ha’ h h terhadap satu titik dibawah
7 ¢ kha’ Kh -
8 3 Dal D -
9 3 Zal Z z terhadap satu titik diatas
10 B ra’ R -
11 J Zai Z -
12 o Sin S -
13 o Syin Sy -
14 ua sad S s terhadap satu titik dibawah
15 u=a dad d d terhadap satu titik dibawah
16 L ta’ t t terhadap satu titik dibawah
17 L za’ z z terhadap satu titik dibawah
18 ¢ ‘ain N koma terbalik
19 ¢ Gain G -
20 - fa’ F -
21 3 Qaf Q -
22 < Kaf K -
23 J Lam L -
24 2 Mim M -
25 U Nun N -
26 s Wawu W -
27 ° Ha’ H -
28 3 Hamzah ' tidak dilambangkan
29 2 Y&’ Y -

Konsonan Rangkap

Konsonen rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh :&; ditulis rabbana

Ta’ marbutah diakhir kata

Transliterasinya menggunakan:
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a. Ta’ marbutah yang amti atau mendapat harokat sukun, transliterasinya h,
kecualia untuk Kkata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa

Indonesia, seperti: shalat, zakat dan lainnya.

Contoh :4=J% ditulis talhah

b. Pada kata yang terakhir terhadap ta’ marbutahikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al serta bacaan kata itu terpisah, maka ra

marbitahitu ditransliterasikan terhadap h.

Contoh: JubVi iz ditulisraudah al-atfal
c. Bila dihidupkan ditulis t.

Contoh :JubV dsyditulis raudatul atfal

Huruf ta” marbutah diakhir kata dapat dialih aksarakan sebagai tatau dialih
bunyikan sebagai h (pada pembacaan waqaf/berhenti).Bahasa Indonesia

dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

Transliterasi Transkripsi waqaf Kata serapan

Hagigat Haqgigah Hakikat
Mu’amalat Mu’amalah Muamalat, muamalah
Mu’jizat Mu’jizah Mukjizat
Musyawarat Musyawarah Musyarat,musyawarah
Ru’yat Ru’yah Rukyat, rukyah
Shalat Shalah Salat
Surat Surah Surat, surah
Syaria’at Syari’ah Syari’at, syariah

Catatan :

1. Penulisan kata yang disarankan oleh KBBI

2. Kata “surat” bermakna umum

3. Kata “surah” bermakna khusus. Kata ini yang disarankan oleh KBBI jika

yang dimaksud adalah surah Al Qur’an

Vokal Pendek

Harakat fathah ditulis a, kasrahi, dan dhammah ditulis u.

Contoh : =5 ditulis kasara
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Vokal Panjang
Maddahatau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf/tranliterasinya berupa huruf dan tanda.VVokal panjang ditulis, masing-

masing terhadap tanda hubung (-) diatasnya atau bisa ditulis terhadap tanda

A A A~

caron seperti (4 1).Contoh : Jéditulis gala

Vokal Rangkap
a. Fathah + ya’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (')
Contoh : 25" ditulis kaifa
b. Fathah + wawu mati ditulis au¢s!y Contoh: Js» ditulis haula
Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan terhadap
aprostop (’) apabila ia terletak ditengah atau akhir kata. Apabila terletak

diawal kata, transliterasi seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh : 3342 Editulis ta’khuzina

Kata Sandang Alif+Lam (J)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
terhadap bunyinya, yaitu huruf yang sama terhadap huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti terhadap huruf yang
mengikutinya.

Contoh :2=%iditulis ar-rahimu

b. Kata sandang diikuti huruf gamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariahditulis al-
Contoh :2U<Jiditulis al-Maliku
Huruf Besar
Huruf besar yang disebut juga huruf capital merupakan unsure kebebasan

yang mempunyai permasalahan yang cukup rumit.Penggunaan huruf capital
disesuaikan terhadap EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal.
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Kata yang didahului oleh kata sandang alif lam, huruf yang ditulis capital
adalah huruf awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali diawal

kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis capital.

Contoh :,=iditulis al-Bukhori

10. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

a. Ditulis kata perkata, atau

b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Pada
dasarnya setiap kata, baik fiil maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-
kata tertentu yang penulisannya, terhadap huruf arab sudah lazimnya
dirangkaikan denga kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisannya kata tersebut
dirangkaikan juga terhadap kata lainyang mengikutinya.

Contoh : i< 4l gzt 5 ditulis Man istato’a ilaihi sabiila.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. KonteksKajian

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu konsep etika modern
dengan gagasan pokok penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan.
Gagasan ini membawa kita kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana
seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia.Menurut Jack Donnelly,
hak asasi merupakan hak fitrah yang dimiliki seseorang karena aspek
kemanusiaanya." Dengan demikian, hak asasi manusia tersebut tidak dapat
dicabut dan berdiri secara independen.” Oleh karena itu, hak asasi manusia
merupakan unsur normatif yang melekat pada setiap diri manusia sebagai
sebuah martabat (dignity) yang dalam penerapannya berada pada ruang
lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antar
individu atau instansi sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, dan
kekerasan terhadap manusia dan pengekangan apapun terhadap kebebasan
dasar manusia.’ Dengan demikian konsep hak asasi manusia merupakan

prinsip dasar manusia yang paling universal karena didasarkan kepada

'Tack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice (London: Cornell University,
2003), 7.

? Katerina Dalacoura, Islam, Liberalism, and Human Rights (London: 1.B. Tauris Publishers,
1998), 6.

? Jack Donnelly, “Human Rights and Human Dignity: An Analytic Critique of Non-Western
Conceptions of Human Rights,” The American Political Science Review 76 (1982): 303. Lihat
juga Dohrman W. Byers, “The Morality of Human Rights: A Secular Ground,” Journal of Law
and Religion 26 (2010-2011): 3-5.



konsepsi substantif karakteristik martabat manusia. Menurut Michael
Ignatif, hal ini disebut dengan “moral progress” yakni perkembangan hak
asasi manusia merupakan dasar perkembangan moral manusia.’

Sebenarnya, diskursus tentang hak asasi (righf) telah berkembang
pada awal abad ke 19.° Para filsuf telah berupaya mendefiniskan hak asasi
beserta konsep umumnya, misalnya Wesley Hohfeld menjelaskan bahwa hak
dapat dipahami sebagai salah satu dari empat kategori: tuntutan,
kemerdekaan, kodrat, dan kebebasan. Penjelasan Wesley Hohfeld ini telah
banyak diadopsi oleh para filsuf untuk kemudian dikembangkan.” Satu abad
sebelumnya, John Locke telah berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah
hak-hak moralitas yang tidak dapat dilanggar oleh otoritas publik manapun.

Pada prinsipnya, hak asasi manusia menyandang sifat
universal,artinya setiap orang berhak memiliki hak-hak tersebut sebagai
penegasan atas kemanusiannya. Hal ini berdasarkan pada konsep
universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan nilai-nilai moral
universal yang melekat pada seluruh umat manusia sejak ia lahir. Gagasan ini

meletakkan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas waktu

*Rhoda E. Howard and Jack Donnelly, “Human Dignity, Human Rigths, and Political Regimes,”
The American Political Science Review 80 (1986): 801-802.Bandingkan dengan Jack Donnelly,
Universal Human Rights in Theory and Practice, 13-14.

> Michael Ignatieff, Human Rights as Politics and Idolatry (New Jersey: Princeton University
Press, 2001): 4.

% Menurut Jack Donnelly, untuk mengetahui dan memahami sumber utama hak asasi manusia,
kita perlu merujuk kepada perspektif filosofisnya. Baca Jack Donnelly, Universal Human
Rights in Theory and Practice, 14.

7 Alison Dundes Renteln, “The Concept of Human Rights,”. Antrhopos Institute 83 (1988):344.



yang dapat diidentifiksi secara rasional.® Hal ini senada dengan pendapat Jack
Donnelly, bahwa hak asasi manusia sebagai proyek politik internasional
sangat erat kaitannya dengan klaim universalitas.” Selain itu, konsep
universalisme moral sebagai landasan hak asasi manusia, didasarkan kepada
identifikasi terhadap kepentingan kemanusiaan tertentu yang bersifat
fundamental. Pendukung pendapat ini adalah John Locke, seperti yang telah
penulis jelaskan di atas. Pandangan Locke seperti yang dikutip oleh Sanford
Kessler adalah bahwa seseorang individu memiliki hak-hak alamiah yang
terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara kepada dirinya.'® Hal
ini membuktikan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia telah lama
menjadi kesadaran sebagian tokoh dan ilmuwan. Secara historis, setidaknya
ide atau gagasan HAM ini dimulai pada tahun 1215 di Inggris yang disebut
dengan piagam Magna Carta, yakni piagam yang dikeluarkan oleh Gereja di
Inggris untuk membatasi sistem monarki Kerajaan Inggris dari kekuasaan
absolut dan mutlak. Salah satu hasilnya adalah menempatkan seorang Raja
setara dengan rakyatnya di depan hukum."" Meski demikian, banyak para

tokoh Islam berpendapat bahwa ide dan gagasan tentang HAM telah dimulai

¥ Asal-muasal universalisme moral ini terkait dengan tulisan-tulisan Aristoteles. Dalam karyanya,
Nicomachean Ethics, Aristotle menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan
ketertiban moral yang bersifat alamiah. Ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi seluruh
sistem keadilan rasional. Kebutuhan akan sesuatu ketertiban alam kemudian diturunkan dalam
serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum
yang sebenarnya “buatan manusia’. Lihat Cecilia Wainryb, “The Application of Moral
Judgments to Other Cultures: Relativism and Universality,” Sociology of Religion 69 (1999):
352.

? Jack Donnelly, “The Relative Universality of Human Rights,” Human Rights Quarterly 29
(2007): 281.

' Sanford Kessler, “John Locke’s Legacy of Religious Freedom,” Palgrave Macmillan Journals
17 (1985): 484.

'1'J.C. Holt, Magna Carta(Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 124-126.



sejak zaman Rasulullah dengan dibuatnya Piagam Madinah sebagai dasar
legalitas hak warga pada saat itu.'?

Menurut Musdah Mulia, kesadaran akan pentingnya HAM dalam
wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya
menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (Human Centred
Development).” Bila kita lihat dalam fakta sejarah, hak asasi manusia yang
saat ini menjadi perhatian serius merupakan akibat dari perkembangan dan
kesadaran pasca perang dunia II.'* Gerakan perlindungan dan pemajuan hak-
hak asasi manusia ini secara internasional dimulai dengan Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang
kemudian disingkat UDHR oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada 10 Januari 1948."° Sebenarnya, sebelum Perang Dunia ke-2 yang
disebabkan oleh NAZI, hak asasi telah diakui namun hanya terbatas pada
bangsa-bangsa yang memiliki hak dalam konteks hukum Internasional.
Namun, pasca Perang Dunia dan dideklarasikannya UDHR, menjadi awal

lahirnya hak asasi individu (the rights of individuals) dalam dunia

12 Abd al-Husayn Sha’ban, Figh al-Tasamuh f7 al-Fikr al-‘Arabi al-Islami- al-Thagafah wa al-
Daulah (Irbil: Dar Aras, 1998), 97-100.

“Musdah Mulia, /s/am dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi (Yogyakarta: Naufan
Pustaka, 2010), 35.

' Louise L. Shelley, “Human Rights as an International Issue,” Annals of the American Academy
og Political and Social Science 506 (1989), 42-50.

15 pada tahun 1966, deklarasi ini kemudian dikodifikasi dalam the Intenational Covenant on Civil
and Political Rights pada tahun 1966 dan the International Covenant on Economic, Social, and
Culture Rights. Lihat Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, 23.
Lihat juga Ellen Messer, “Pluralist Approaches to Human rights,” Journal Anthropological
Research 53 (1997), 293.



internasional.'® Salah satu bagian dari hak individu manusia yang dianggap
paling dasar dan terpenting adalah hak kebebasan beragama.'’

Sejak tahun 1948 tersebut, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah
banyak menetapkan standar, pembangunan institusi, dan mengampanyekan
hak-hak asasi manusia. Hal ini menjadi angin segar bagi bagi golongan-
golongan tertindas untuk mendapatkan keadilan sebagai manusia

seutuhnya.'®

Dengan demikian pasca Perang Dunia ke-2, telah terjadi
perubahan paradigma dalam menilai, memandang, dan memperlakukan
manusia oleh manusia lainnya. Perubahan paradigma ini juga mengakibatkan
perubahan sosial-politik dan sosial-budaya dunia internasional. Meski
demikian, gagasan HAM yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1948
tersebut belum menjadi instrumen legal dalam dunia internasional. Deklarasi
tersebut hanya sebatas gagasan yang tidak mengikat kepada negara-negara
anggota PBB. Baru sejak tahun 1966, PBB melalui Komisi HAM-nya
membuat perjanjian internasional yang dikenal dengan [International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Intenational Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Sejak saat itu PBB

secara resmi mengadopsi kedua perjanjian tersebut ditambah dengan

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sebagai dasar hukum bagi

' Michael Ignatieff, Human Rights as Politics, 5.Bandingkan dengan Jack Donnelly, Universal
Human Rights in Theory and Practice, 23.

"7 Peter R. Bachr, Human Rights: Universality in Practice (New York: PALGRAVE Houndmills,
2001), 3.

'8 Michael Freeman, Human Rights (Cambridge: Polity Press, 2002), 51-52.



negara-negara anggota PBB. Hal ini kemudian dikenal dengan sebutan
International Bill of Human Rights."”

Sejatinya, deklarasi PBB tentang hak asasi manusia ini sejalan dengan
prinsip agama. Hal ini karena tuntutan untuk menghargai harkat dan martabat
manusia sebagai hak asasi, merupakan ajaran inti dari semua agama. Semua
agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap
eksistensi manusia di alam ini.”” Namun, faktanya agama selalu menjadi alat
dan dasar legitimasi untuk menganggap semua orang tidak setara.’’ Dalam
konteks Islam, sebagian para ulama berpendapat bahwa hak asasi manusia
yang dideklarasikan oleh PBB tidak sesuai dengan pemahaman klasik
terhadap shari’ah** Hal ini juga dijelaskan oleh Heiner Bielefeldt bahwa
budaya dan agama Islam selalu menjadi penghambat penegakan hak asasi
manusia di berbagai negara, meskipun bukan penghambat utama.”
Menurutnya, hal ini bukan berasal dari Islam itu sendiri, melainkan berasal
dari pemahaman dan interpretasi fundamental para ulama terhadap
shari‘ah**Menurut Ann Elizabeth Mayer, paradigma salah terhadap orang

yang melakukan perkawinan beda agama telah lama punah dalam tradisi

' Aryeh Neier, The International Human Rights Movement: A History (Princeton: Princeton
University Press, 2012), 93-117.

Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia, 1-3.

! Michael Freeman, Human Rights, 4-5.

2 Abdullahi A. An-Na’im dan Louis Henkin, “Islam and Human Rights: Beyond the Universality
Debate,” Proceedings of the Annual Meeting 49 (2000): 98.

» Menurut Bielefeldt, penghambat utama penegakan hak asasi manusia di negara-negara Arab-
Islam adalah penafsiran klasik yang masih berkembang terhadap shari’ah. Lihat Heiner
Bielefeldt, “Muslim Voices in the Human Rights Debate,” Human Rights Quarterly 17 (1995):
596-597. Lihat juga Heiner Bielefeldt, “Western versus Islamic Human Rights Conceptions?: A
Critique of Cultural Essentialism in the Discussion on Human Rights,” Political Theory 28
(2000):102.

% Heiner Bielefeldt, “Western versus Islamic Human Rights Conceptions?,”, 103.



dunia Barat, akan tetapi dalam dunia Islam, hal ini masih dipertanyakan
karena pengaruh shari‘ah dalam kalangan Islam sendiri,” meskipun dalam
pandangan beberapa tokoh, hukuman mati untuk pelaku riddah telah
dihapuskan dalam mayoritas negara-negara Islam.*

Salah satu perbedaan hukum Islam adalah terletak pada soal
perkawinan beda agama sebagai salah satu hak asasi yang melekat pada
martabat diri manusia.”’ Menurut Ann Elizabeth Mayer, hukum Islam yang di
antaranya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup aman
menjalankan agamanya, kehormatan dan harta bendanya, tidak memberika
perlindungan nyataterhadap hukum perkawinan beda agama secara konkrit.”®
Hal ini diakibatkan dari masih bertahannya metode tekstual ijtihad klasik
yang menciptakan gap pemisah dengan prinsip-prinsip toleransi dalam al-
Qur’an dan Sunnah.”

Hal yang telah dijelaskan di atas tersebut menjadi alasan para tokoh
kontemporer seperti Abdullahi Ahmed an-Na’im, Farid Essack, Abdullah

Saeed, Jasser Auda dan tokoh-tokoh kontemporer lainnya untuk melakukan

» Ann Elizabeth Mayer, Is/am and Human Rights: Tradition and Politics (Colorado: Westview
Press, 1999): 149.

% Rudolph Peters dan Gert J.J. De Vries, “Apostasy in Islam,” Die Welt des Islams 17 (1976-
1977): 1-2.

27 Bassam Tibi, “Islamic Law/Shari’a, Human Rights, Universal Morality and International
Relations,” Human Rights Quarterly 16 (1994), 289-291.

** Ann Elizabeth Mayer, Is/am and Human Rights, 146-147 Hal ini juga dijelaskan oleh Zia-ul-
Haq. Lihat Muhammad Zia-ul-Haq, “Religious Diversity: An Islamic Perspective,” Islamic
Studies 49 (2010):193-513.

¥ Shahram Akbarzadeh dan Benjamin MacQueen, “Framing the debate on Islam and Human
Rights,” dalam [Islam and Human Rights in Practice: Perspectives Across the Ummah, ed.
Shahram Akbarzadeh dan Benjamin MacQueen (New York: Routledge, 2008), 1-4.Lihat juga
Donna E. Arzt, “The Application of International Human Rights Law in Islamic State,” Human
Rights Quarterly 12 (1990): 202-230. Christopher Melchert, “Traditionalist-Jurisprudents and
the Framing of Islamic Law,” Is/amic Law and Society 8 (2001): 383-406.



rekonstruksi metodologis terhadap hukum Islam klasik agar salah satunya
adalah dapat melahirkan hukum Islam yang lebih menghargai hak kebebasan
manusia. Menurut penulis, apa yang digagas oleh para tokoh kontemporer
untuk merespon perubahan konteks sosial-budaya dan politik hak asasi
manusia tersebut berangkat dari sebuah kaidah umum: taghayyur al-fatawa
wa ikhtilafuha bi-hasb taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa
al-niyyat wa al-‘awaid yang artinya adalah dinamitas sekumpulan fatwa
(hukum Islam) dan perbedaannya tergantung pada perubahan waktu, tempat,
keadaan, niat dan tradisi).*’

Semisal, Jasser Auda yang mengembangkan metodologi maqgasid al-
shari‘ah sebagai landasan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang
diantaranya adalah hak kebebasan beragama. Menurutnya, dengan merujuk
kepada Ibn Ashur, Jasser Auda telah mengembangkan maqasid al-shari‘ah,
yakni menjaga atau melindungi Keturunan (Aifz al-nasl), akan tetapi istilah
hitz al-nasl sebagai hak kebebasan melestarikan keturunan (hurriyah al-nasl/
atau dalam istilah kontemporer lainnya disebut dengan Ahurriyah al-
nasabiyyah). Hal ini berlandaskan kepada al-Qur’an ayat 221 surat al-
Baqarah yang berbunyi wala tunkihu al-musrikina>' Contoh lainnya adalah
dekonstruksi syari’ah yang digagas oleh Abdullah Ahmed an-Na’im. Ia

berupaya mendekonstruksi metode-metode klasik untuk melahirkan metode-

3% Kaidah ini merupakan dasar dari hukum Islam. Para ahli hukum Islam yang kurang memahami
kaidah tentang “dinamitas hukum” ini, maka akan melahirkan hukumyang mempersulit dan
tidak dapat mengandung kemaslahatan umat. Baca Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, /‘/am al-
Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin (Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, t.t), I: 41-42.

Jasser Auda, Magasid al-Shari‘ah: Dalffl lil-Mubtadi’in (Virginia: al-Ma‘had al-‘Alami i al-Fikr
al-Islami, t.t), 62-63.



metode baru dalam perlindungan hak asasi manusia (salah satu yang menjadi
konsen an-Na’im adalah hak asasi manusia) dan hukum Internasional. An-
Na’im dengan berani merekonstruksi teori naskh klasik yang telah paten di
kalangan ulama atau ahli hukum Islam.*® Bila naskh konvensional berarti
menghapus hukum kandungan ayat dengan dalil atau ayat yang datang
setelahnya (raf*u hukm shar‘iy bi-dalil shar‘iy muta’akhkhirin),”> maka teori
naskh yang digagas an-Na’im adalah penundaan ayat-ayat Madaniyyah oleh
ayat-ayat Makkiyah. Rekonstruksi an-Na’im ini membalik 100% teori naskh
klasik.** Apa yang di gagas an-Na’im ini merupakan salah satu upaya para
ahli hukum Islam kontemporer untuk memberikan ruang yang lebih luas
terhadap hak kebebasan perkawinan beda agama sebagai salah satu unsur hak
asasi manusia.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara kesatuan yang mana
warganya terdiri dari berbagai penganut agama, hukum seputar Perkawinan
Beda Agama ini menjadi isu yang tidak pernah selesai diperbincangkan. Hal
ini juga dikarenakan hukum Islam di Indonesia tertuangdalam bentuk
undang-undang, antara lain UU tentangPerkawinan, tentangPengadilan

Agama, dan Fatwa MUI serta fatwa organisasi Islam lainnya.”> Terkait

32 Abdullah Ahmed an-Na’im, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and
Internasional Law(New York: Syracuse University Press, 1990), 58-63.

Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Figh al-Islami (Damshiq: Dar al-Fikr, 1986), II: 933.

3*Abdullah Ahmed an-Na’im, Toward an Islamic Reformation, 61.

35Undang-undangtersebut antaralainadalah UU No. I Tahun 1974 tantangPerkawinan, UU No. 7
tahun 1989 tentangPeradilan Agama, UU No. 17 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraanlbadah
Haji, UU No, 38 Tahun 1999 tentangPengelolaan Zakat, Impres No. 1 Tahun 1991
tentangKompilasiHukum Islam (KHI), dan lain sebagainya.Dalamsejarahnya, beberapaundang-
undangtersebutdireduksidariberbagaimacamsumber, di antaranyahukum yang
telahberlakudalammasyarakat  Indonesia  selainjugabersumberdarihukum Islam  (kitab-
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dengan fatwa MUI dalam permasalahan Perkawinan beda agama, menurut
penulis, menjadi suatu yang menarik untuk mengkaji nilai-nilai HAM dalam
penetapan fatwa perkawinan beda agama, mengingat MUI sebagai Majelis
Ulama Indonesia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa®® (selain
organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah dan NU) dan MUI telah
menjadi institusi Muslim paling berwibawa di Indonesia dalam menerbitkan
sebuah fatwa selama sepuluh tahun terakhir ini (masa reformasi),’’ bahkan
menurut M. B. Hooker, fatwa MUI secara tidak langsung berpengaruh
terhadap pembentukan Kompilasi Hukum Islam yang memuat peraturan
seputar perkawinan, pewarisan, dan perwakafan.® Fatwa juga dianggap
sebagai salah satu sumber hukum materiil di Indonesia. Bagir Manan,
sebagaimana dikutip oleh Zafrullah Salim, berpendapat bahwa selain dalam
tindak pidana, semua bidang hukum menerima prinsip-prinsip tidak tertulis

yang salah satunya adalah fatwa, serta diakui sebagai salah satu sumber

kitabfikihklasik). Lihat A. QodriAzizy, EklektisismeHukumNasional,
KompetensiAntaraHukum Islam danHukumUmum(Y ogyakarta: Gama Media, 2004), 153-161.
Lihat juga Amir Sharifudin, PembaharuanPemikirandalamHukum Islam (Padang: Angkasa
Raya, 1993), 135.

3 Menurut Imam al-Qarafi, fatwa adalah pemberitahuan akan status hukum suatu permasalahan.
Sedangkan menurut Ibn Hamdan al-Harrani, fatwa adalah menjelaskan tentang sebuah hukum
serta dalil suatu masalah kepada orang yang meminta penjelasan tersebut. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah penjelasan dan pemberian informasi status hukum suatu
masalah terhadap orang yang meminta penjelasan tersebut. Terkait dengan Majelis Ulama
Indonesia, fatwa yang dikeluarkan mencakup tentang permasalahan keyakinan, Ekonomi,
politik, dan sosial-budaya. Lihat Qutb Mustafa Sanu, Sina‘ah al-Fatawa al-Mu ‘asirah (Saudi
Arabia: t.p. 2013), 22-23. Moch. Nur Ichwan, “’Ulama’, State and Politics: Majelis Ulama
Indonesia after Suharto,” Islamic Law and Society 12 (2005): 52. Bandingkan dengan Nico J.
G. Kaptein dan Michael Laffan, “Theme Issue: Fatwas in Indonesia,” Islamic Law and Society
12 (2005): 1-2.

’7 Syafiq Hasyim, “The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and
Religious Freedom,” Les notes de I’lrasec 12 (2011): 8.

** M. B. Hooker, Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law (Heng Mui
Keng Terrace: ISEAS Publishing, 2008),17-26.



11

penting dalam hukum tata negara Indonesia.” Selain itu, menurut Khalid
Mas’ud, fatwa dalam dinamika hukum Islam dinilai lebih dinamis, sebab
fatwa merupakan respon atas pertanyaan dari masyarakat. Khalid Mas’ud
menyatakan bahwa fatwa mempunyai karakteristik khusus sebab ia
berhubungan langsung antara dua sisi, hukum dengan masyarakat. Artinya
fatwa berperan penting dalam memajukan atau setidaknya dalam
memasyarakatkan hukum Islam sebab hukum yang berada di langit dapat
dibumikan kepada masyarakat.*

Perkawinan beda agama sebagai fakta sosial bukanlah isu-isu baru.
Namun secara historis perkawinan beda agama ini telah terjadi di kalangan
tokoh-tokoh Islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw.*' kemudian zaman

sahabat,*tabi’in hingga masa-masa berikutnya dan berlanjut sampai

%% Lebih jelasnya dapat dibaca dalam Zafrullah Salim, “Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum
Republik Indonesia,” dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif’ Hukum
dan Perundang-undangan, ed. Nahar Nahrawi dan Nuhrison M. Nuh(Jakarta: Badan Litbang
dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012),26-33.

“Lebih jelasnya baca Muhammad Khalid Mas’ud, “Muftis, Fatwas, and Islamic Legal
Interpretation,” dalam/Zs/amic Legal Interpretastion, Muftis, and Their Fatwas, ed. Muhammad
Khalid Mas’ud(London: Harvard University Press, 1996), 3.Dan Muhammad Khalid Masud,
“The Significance of istifta’ in the FatwaDiscourse,” Islamic Studies 48 (2009): 341-366.
Bandingkan dengan Nico J. G. Kaptein, “The Voice of the ‘Ulama’: Fatwas and Religious
Authority in Indonesia,” Archives de sciences des religions, 125 (2004): 115-130.

*'RasulullahSaw, menikahi Maria al-QibtiyyahbintiSham‘un, berasaldaridacrahAnsena, Ashut,
Mesir. Seoranghambasahaya yang dihadiahkanolehGubernurMesir, Mugqawis,
setelahperangKhaibar. Melalui Maria al-Qibtiyyah, Rasulullah Saw, dikaruniaiputra yang
diberinama Ibrahim. Rasulullah Saw. Jugamengawini Safiyahbinti Huyai bin Akhtab bin
Shu‘aib bin  Tha‘labah.  NasabnyasampaikeNabiHarun, saudaraNabi Musa as.
BeliauberdarahYahudidaribaniNadhir. Landasanhistoris di atassebenarnyakurangrelevan,
sebabsebelumpernikahanRasulullahdengan Maria al-Qibtiyyahdan Safiyahbinti Huyai bin
Akhtab bin Shu‘aib bin Tha‘labah, keduanyasudahterlebihdahulumemeluk Islam. Lihat Ahmad
Lutfi Fathullah,PotretKehidupanPribadidanKehidupanRasulullah Saw. (Jakarta:
PusatKajianHadits)

“Uthman bin ‘Affanmenikahdenganwanita Kristen bernamaNaylahbinti al- Farafisah al-
Kalabiyyah yang selanjutnyamemeluklIslam,laluHudhaifah bin al- Yamani
menikahiwanitaYahudidariMada’in, kemudian Talhah Ubaidillah menikahdenganwanita
Kristen danmasihbanyaklagisahabat lain yang melakukanpraktekpernikahanbeda agama ini,
terutamapadawaktumerekamelakukanekspansi Islam (fath) keberbagaiwilayah di luarMadinah.
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sekarang. Lebih-lebih dalam konteks masyarakat yang plural dan heterogen,
seperti di negara Indonesia, yang merupakan bangsa multikultural dan
multiagama. Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama
yang diakui secara sah di Indonesia, selain Islam ada agama Hindu, Budha,
Kristen, Katolik, dan lain-lain.**Sensus penduduk tahun 1980 menunjukkan
bahwa Islam dipeluk oleh sebagian besar bangsa Indonesia (88,2 % dari 145
juta penduduk), disusul Protestan (5,8 %), Katolik (3%), Hindu (2,1 %), dan
Budha (0,9 %). Oleh karena itu, perkawinan beda agama menjadi sebuah
fakta yang wajar dan sangat mungkin terjadi.**

Dalam konteks Keindonesiaan, meskipun perkawinan beda agama
tidak diperbolehkan oleh Undang-undang No 1 tahun 1974, namun fenomena
semacam ini terus ada dan berkembang. Lewat media masa maupun media
elektronik, kita bisa melihat beberapa artis yang melaksanakan perkawinan
tersebut sebagai contoh, Jamal Mirdad seorang Muslim menikah dengan
Lidia Kandaw yang beragama Kristen; Nurul Arifin (Muslimah) dengan
Mayong (Katholik); Ina Indayati (Muslimah) menikah dengan Jeremi Thomas
yang beragama Kristen; Frans Lingua (Kristen) menikah dengan Amara

(Islam); Yuni Shara (Muslimah), menikah dengan Hendry Siahaan (Kristen);

LihatWahbah al-Zuhaili, Al-Figh al- IslamiwaAdillatuhu ( Beirut: Dar al-Fikr, Jilid:VII,1984),
153-155. LihatjugaSayyid Sabiq, Figh al-Sunnah (Beirut:Dar al-Fikr, Jilid:I1,1983), Cet.IV, 90-
91.

“Abdurrahman Wahid (mantanPresiden RI ke-4) menyatakanbahwabangsa Indonesia
adalahbangsa yang majemuk, selain Islam ada Hindu, Budha, Kristen, Katolik, Protestan, dan
lain-lain. Bahkan yang Islam ada yang santridanada yang kejawen. Lihat Koran Kedaulatan
Rakyat Yogyakarta, Sabtu, 27 Maret 2004, 11.

*LihatM.AthoMudzhar,Fatwa-
FatwaMajelisUlamalndonesiaSebuahStuditentangPemikiranHukumlIslamdilndonesial 975-
1988(Jakarta:INIS,1993),11.
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Ari Sigit (Muslim) menikah dengan Rica Callebaut(Kristen); Ari Sihasale
(Kristen) menikahi Nia Zulkarnain yang beragama Islam; Dedy Corbuzer
yang beragama Katholik dengan Kalina yang beragama Islam. Selain itu,
tentunya masih sangat banyak peristiwa semacam ini yang tidak terdeteksi
dan terekspose oleh media.

Hal ini dibuktikan dengan hasil sensus untuk perkawinan beda agama
tahun 1990 dan 2000 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang
merupakan melting pot atau wadah peleburan identitas budaya menunjukkan
bahwa di DIY terjadi fluktuasi. Pada tahun 1980, paling tidak terdapat 15
kasus perkawinan beda agama dari 1000 kasus perkawinan yang tercatat.
Pada tahun 1990, naik menjadi 18 kasus dan trend-nya menurun menjadi 12
kasus pada tahun 2000. Tahun 1980 rendah (15/1000), lalu naik tahun 1990
(19/1000), kemudian turun lagi tahun 2000 (12/1000). Hasil sensus tersebut
menunjukkan bahwa laki-laki cenderung melakukan perkawinan beda agama
dibanding perempuan. Angka perkawinan beda agama, sesuai sensus 1980,
1990 dan 2000, paling rendah terjadi di kalangan Muslim (di bawah 1%). Hal
ini menunjukan bahwa semakin besar kuantitas penduduk beragama Islam,
maka pilihan kawin seagama tentu juga semakin besar. Lain halnya, bagi
penganut agama yang minoritas, maka dengan sendirinya pilihan kawin

dengan pasangan seagama juga semakin kecil. Dengan demikian untuk
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menikah beda agama, bagi penganut agama yang “minoritas,”
kemungkinannya semakin besar.*

Hal menarik yang lainnya adalah keputusan Mahkamah Agung No.
1400K/Pdt/1986, MA yang mengabulkan permohonan kasasi Andi Vonny
Gani P. (Islam) yang menikah dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan
(Kristen Protestan), serta membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tanggal 11 April 1986 No. 382/PDT/P/1986/PNJKT.PST tentang
penolakan melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat
Sipil Provinsi DKI Jakarta. Menurut MA, UU tentang perkawinan tidak
memuat ketentuan apa pun yang menjelaskan larangan perkawinan bagi
kedua mempelai yang berbeda agama, hal mana sejalan dengan UUD 1945
Pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga negara sama kedudukannya
dalam hukum, termasuk di dalamnya kesamaan hak asasi untuk menikah
dengan sesama warga negara sekalipun berbeda agama.*®

Faktanya, selama ini oleh sebagian kalangan, MUI dianggap sering
melahirkan fatwa-fatwa yang tidak menghargai kebebasan beragama,

termasuk terkait dengan isu Perkawinan Beda Agama. Semisal, penelitian

#Lihat Abd. Rozak A. Sastradkk, PengkajianHukumTentangPerkawinan
BedaAgama(PerbandinganBeberapaNegara) (BadanPembinaanHukumNasional
(BPHN)KementerianHukum Dan HakAsasiManusia Jakarta 2011),4-6. Bandingkandengan
Harold T. Christensen and Kenneth E. Barber, “Interfaith versus Intrafaith Marriage in
Indiana” dalam Journal of Marriage and Family, Vol. 29, No. 3 (Aug., 1967). Published
by:National Council on Family Relations Stable URL:http://www.jstor.org/stable/349583.
James D. Davidson and Tracy Widman, “The Effect of Group Size on Inter faith Marriage
among Catholics”dalam Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 41, No. 3 (Sep.,
2002). Published by: Wiley on behalf of Society for the Scientific Study of Religion Stable
URL: http://www.jstor.org/stable/1387452.

*SitiMusdahMulia,MuslimahReformis:PerempuanPembaruK eagamaan (Bandung: MizanPustaka,
2005), 67



15

yang dilakukan oleh Rumadi Ahmad, dengan metode komparatif antara fatwa
Muhammadiyah, NU, dan MUI, ia berkesimpulan bahwa fatwa MUI terkait
dengan hubungan antaragama cenderung eksklusif. Menurutnya, watak
eksklusif tersebut tercermin dalam keputusan-keputusannya. Dalam
memandang hubungan antaragama, fatwa MUI cenderung melihat ke dalam
(in world looking) daripada melihat ke luar. Rumadi memberikan contoh
semisal dalam pengharaman natal bersama, pengangkatan anak dan fatwa
yang berhubungan dengan kebebasan beragama lainnya.*” Bahkan M.B.
Hooker menambahkan beberapa kasus lain,"®yakni fatwa MUI tentang
kesesatan beberapa aliran dan pernikahan beda agama.*

Fatwa MUI yang oleh sebagian kalangan dianggap cenderung
eksklusif dan intoleran tersebut tentunya tidak berangkat dari argumentasi
yang kosong. Dalam berfatwa, MUI memiliki prosedur, prinsip dan dasar
metodologi yang telah disepakati bersama, akan tetapi seperti yang

dijelaskan oleh M. Atho Mudzhar bahwa dalam berfatwa, MUI terkadang

“‘Rumadi Ahmad,Fatwa Hubungan antar Agama di Indonesia: Kajian Kritis tentang
Karakteristik, Praktik, dan Implikasinya (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2016).

M. B. Hooker, Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial (Bandung: Teraju,
2003), 99-114.

“Adapun keterangan tentang fatwa-fatwa tersebut sebagai berikut: Fatwa Perayaan Natal
Bersama diterbitkan pada tanggal 7 Maret 1981, Fatwa Kesesatan Aliran Ahmadiyah dengan
nomor fatwa: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005, Fatwa Kesesatan Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah
dengan nomor fatwa: 04 Tahun 2007, Fatwa Kewaspadaan terhadap Syi’ah yang diterbitkan
pada tanggal 7 Maret 1984, Fatwa Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama dengan
nomor fatwa: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005, Fatwa Perkawinan Beda Agama dengan normor
fatwa: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, Fatwa Kewarisan Beda Agama dengan nomor fatwa:
5/MUNAS VII/MUI/9/2005, Fatwa Adopsi diterbitkan pada tanggal 7 Maret 1984 dan Fatwa
tentang kebebasan beragama lainnya. Lebih jelasnya lihat Ma’ruf Amin dkk, Himpunan Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (t.tp: Erlangga, 2011).Lihat juga R. Cecep Lukman Yasin,
“The Fatwa of the Council of Indonesian Ulama on Inter-Religious Marriage,” Jurnal Syari’ah
dan Hukuml (2009). Piers Gillespie, “Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005
Council of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 Opposing Pluralism, Liberalism and Secularism,”
Journal of Islamic Studies 18: (2007).
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tidak konsisten dengan dasar dan prinsip yang telah ditentukannya sendiri.”
Dari latar belakang ini, kiranya perlu untuk dikajidan diteliti
tentang“IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAM TENTANG KEBEBASAN
BERAGAMA DALAM PENETAPAN FATWA PERKAWINAN BEDA
AGAMA (STUDI TERHADAP FATWA MUI TAHUN 1980-2005).”
B. Fokus Kajian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data dan penjelasan di atas, penulis menemukan

beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber dan metodologi HAM apa saja yang menjadi dasar
pertimbangan umum dalam fatwa MUI tahun 1980-2005 tentang
Perwawinan Beda Agama?

b. Bagaimana corak argumen filosofis dalam fatwa MUI tahun 1980-
2005 tentang Perwawinan Beda Agama?

c. Bagaimana konstruk argumen normatif dalam fatwa MUI tahun 1980-
2005 tentang Perwawinan Beda Agama?

2. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi di atas, dapat dirangkum sebuah rumusan
masalah sebagai berikut: “Bagaimanaimplementasi nilai-nilai HAM
tentang kebebasan beragama dalam penetapan fatwa perkawinan beda

agama (studi terhadap fatwa MUI tahun 1980-2005)?”.

M. Atho Mudzhar, Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal
Thought in Indonesia 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993), 85-87.
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Rumusan masalah di atas tersebut dijabarkan menjadi dua
pertanyaan.

a. Bagaimana metodologi dalam penetapan fatwa Majelis Ulama
Indonesia tahun 1980 dan 2005 tentang Perwawinan Beda Agama
dibangun?

b. Bagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1980-2005 tentang
Perwawinan Beda Agama dipandang dalam Nilai-Nilai Hak Asasi
Manusia tentang kebebasan beragama?

C. Tujuan Kajian
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti argumentasi ijtihad MUI
dalam berfatwa seputar isu Perkawinan beda agama. Secara khusus tujuan
penelitian ini adalah:

1. Memahami metodologi dalam penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia
tahun 1980 dan 2005 tentang Perwawinan Beda Agama dibangun.

2. Memahami Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 dan 2005 tentang
Perwawinan Beda Agama dipandang dalam Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia
tentang kebebasan beragama.

D. Manfaat Kajian
Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam
mengurai argumentasi ijtihad klasik yang digunakan MUI dalam fatwa
seputar isu Perkawinan Beda Agama baik dalam tataran argumentasi
filosofis, normatif, dan metodologis. Dengan menggunakan teori-teori

kontemporer dalam wusul fikih dan disiplin ilmu lainnya, penulis akan
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mengkaji argumentasi-argumentasi tersebut. Hal ini begitu bermanfaat,
mengingat penelitian yang telah ada terkait dengan fatwa MUI, hanya
mengkaji seputar fatwa dan pengaruhnya tanpa melihat gambaran utuh
metodologi ijtihadnya, khususnya dalam hal perkawinan beda agama.

Secara pragmatis, penelitian ini akan menawarkan teori-teori
kontemporer dalam bingkai pendekatan multidisipliner sebagai salah satu
pilihan metodologis untuk menetapkan hukum seputar isu Perkawinan Beda
Agama. Dengan berlandaskan kepada teori-teori kontemporer, penelitian ini
diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan tentang Perkawinan
Beda Agama dalam Islam yang dianggap tidak sesuai dengan standar hak
asasi manusia internasional ( Universal Declaration of Human Rights).

E. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini hendak meneliti konstruk implementasi fatwa MUI
seputar isu perkawinan beda agama. Dengan demikian, penelitian ini
adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada kepustakaan murni
(library research), dalam arti bahwa data-data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini berasal dari sumber kepustakaan sebagai bahan primer
maupun sekunder, seperti buku, dokumen resmi, naskah, surat kabar, dan
literatur-literatur lain. Sifat penelitian ini adalah normatif, empiris, dan
yuridis karena fokus penelitian adalah fatwa yang secara langsung
berkutat pada teks-teks syariat yang diterbitkan oleh Majelis Ulama

Indonesia di Indonesia. Setelah itu, fatwa-fatwa MUI tersebut akan diuji
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dalam perspektif hak asasi manusia. Oleh karena itu penelitian ini juga
bersifat yuridis dengan memasukkan juga pembahasan tentang asas-asas,
nilai-nilai dan sistematika hukum fatwa MUI dan hubungannya dengan
hukum undang-undang negara Indonesia.”
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan multidisipliner.
Pertama, pendekatan usul fikih digunakan untuk mengkaji dan menguji
argumen-argumen yang dibangun MUI dalam fatwanya terkait isu-isu
perkawinan beda agama. Pada pengujian ini akan dilihat sejauh mana
MUI membangun metodologi dan argumennya dalam menerbitkan fatwa
terkait perkawinan beda agama. Kedua, pendekatan yuridis untuk menguji
sejauh mana fatwa MUI tersebut sesuai dengan instrumen hak-hak asasi
manusia yang berlaku secara nasional dan internasional.Pada pengujian
akan dilihat apakah secara sosiologis, fatwa tersebut melanggar hak-hak
dasar seseorang dalam beragama dan berkeyakinan atau tidak.
3. Batasan Masalah
Penulis membatasi rumusan masalah di atas hanya pada fatwa
MUI tentang perkawinan beda agama (1980-2005), Rumusan masalah di

atas juga dibatasi hanya pada tahun (1980-2005). Penulis membatasi

*'"Menurut Zainuddin Ali, penelitian yuridis-normatif dalam hukum adalah sebuah penelitian yang
membahas doktrin-doktrin dan asas-asas hukum. Hal ini dapat diuraikan menjadi tiga objek:
pembahasan asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum. lihat
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 24-30.
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hanya pada tahun-tahun tersebut, karena pada tahun-tahun itu fatwa MUI

tentang perkawinan agama muncul.
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4. Langkah-langkah Penelitian
a. Data
Data yang digali dan menjadi tujuan utama dalam penelitian
ini yaitu data yang menjelaskan tentang argumen fatwa MUI terkait
perkawinan beda agama dan hubungan fatwa tersebut dengan
pemenuhan nilai-nilai hak asasi manusia secara sosiologis.
b. Sumber Data
Sumber data penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang terkait
dengan objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.
Penulis membagi sumber data menjadi dua tingkatan. Pertama,
sumber primer: yakni kumpulan fatwa-fatwa MUI seputar isu
perkawinan beda agama pada tahun 2005 dan dokumen-dokumen
pedoman fatwa yang tersebar di berbagai lampiran buku. Sedangkan
sumber sekunder adalah kitab-kitab fikih dan wsu/ al-figh Klasik,
terutama yang menjadi acuan MUI dalam berfatwa dan fakta lapangan
yang didapatkan melalui kajian sosio-historis.
5. Teknik Pengumpulan Data
Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka
salah satu metode pengumpulan datanya adalah metode dokumentasi.”
Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen

pribadi maupun dokumen resmi yang didapatkan dari kepustakaan yang

**Penelitian kualitatif memiliki beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah metode
wawancara, observasi, dokumenter, bahan visual, dan penelusuran online. Lihat H. M. Burhan
Bungin, Penelitian Kualitatif(Jakarta: Kencana, 2012),110-130.
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termasuk dalam kategori sumber data primer maupun sekunder. Selain
itu, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara sebagai salah
satu teknik pengumpulan datanya.
6. Pengelolahan dan Analisa Data

Setelah prores pengumpulan data selesai, dilakukan proses reduksi
(seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih berfokus pada
rumusan masalah. Setelah seleksi data usai, lantas dilakukan deskripsi
yakni menyusun data tersebut menjadi sebauh teks naratif, kemudian
dilakukan analisis data dan dibangun teori-teori yang siap untuk diuji
kembali kebenarannya dengan tetap berpegang teguh pada pendekatan
usul fikih, HAM dan sosiologi hukum. Setelah proses analisa selesai,
kemudian dilakukan penyimpulan. Penarikan kesimpulan selalu
diverifikasi agar kebenarannya teruji. Proses reduksi baik seleksi data,
proses deskripsi, analisis atau pengujian, dan proses penyimpulan
dilakukan secara berurutan, berulang-ulang, terus-menerus, dan susul-
menyusul, agar peneliti mendapat hasil yang akurat. Hal ini disebut
dengan metode content analysis®. Metode ini digunakan untuk
menganalisa teks hukum yang telah dikumpulkan dengan menggunakan

metode dokumentasi seperti yang dijelaskan di atas.

Metode Content Analysis dikembangkan pada beberapa dekade yang lalu sebagai metode untuk
membaca dan memahami teks secara sistematis. Pada awalnya, metode ini digunakan dalam
ilmu sosiologi dan politik, akan tetapi dalam perkembangannya, metode ini dapat digunakan
untuk menganalisis isi teks apapun, termasuk dokumen-dokumen hukum seperti catatan
undang-undang, peraturan, metode hukum, dan pengambilan keputusan. Lihat Mark A. Hall
dan Ronald F. Wright, “Systematic Content Analysis of Judicial Opinions,” California Law
Review 96 (2008): 67-73.Lihat juga Tanpa penulis, “Content Analysis: A New Evidentiary
Technique,” The University of Chicago Law Review 15 (1948):



23

F. Definisi Istilah

1.

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang telah di punyai
seorang sejak ia dalam kandungan. Secara umum, HAM berlaku secara
unuversal. Dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika
Serikat ( Declaration of Independence of USA ) dan tercantum dalam
UUD 1945 Republik Indonesia seperti pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29
ayat 2, dan pasal 30 ayat 1.>*

Menurut penggunaan secara bahasa, A/-Hag adalah lawan A/-
Batil. Al-Haq termasuk nama Alloh, Al-qur’an, lawan kebatilan, perintah
yang di laksanakan, keadilan, islam, harta, kerajaan, sesuatu yang tsabit,
kebenaran, kematian dan keinginan keras.”®> Dalam perjanjian negara ada
istilah pactum unionis dan pactum subjectionis. Pactum unionis adalah
perjanjian antara individu atau kelompik masyarakat untuk membentuk
suatu negara. Adapun pactum subjectionis adalah perjanjian antar warga
negara dengan penguasa yang di pilih di antara warga negara tersebut.

Dalam pasal 1 undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
di sebutkan bahwa “ HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada

hakikatnta dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha

Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, di junjung

> Abu A’la al Mawdudi, Human Rights in Islam,( London, Islamic Fondation,1980) Hlm.20
55Yahya Bin Muhammad Hasan Zamzami, Huquq al-insan: Mafhumuh wa tathbigotuh fi al-
qur’an, (Makkah : Jami’ah Umm al-Qura, 1424 H), Hlm 7
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tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setia orang,
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita
yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama
lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria
WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan
agama/kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan
wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah
satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.

3. Fatwa

Fatwa (ss4)) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu
kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan
Zamakhsyari dalam al-kasysyaf dari kata S4) al-fataapemuda) dalam
usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti’arah). Sedangkan
pengertian fatwa menurut syara’ adalah menerangkan hukum syara’
dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si
penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun
kolektif >

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan
persoalanyang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata

bahasa arab al-ifta’, al-fatwa yang secara sederhana berarti pemberian

6 Yusuf Qardhawi, Fatwa AntaraKetelitian Dan Kecerobohan, Jakarta: Gemalnsani Press, 1997 h.
5
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keputusan. Fatwabukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan
gampang, atauyang disebut dengan membuat hukum tanpadasar.
G. Sistematika Penulisan

Penulis merasa perlu memetakan pembahasan secara sistematis dalam
bentuk kalimat. Hal ini untuk menjadi acuan penulis dalam merencanakan
penelitian yang komprehensif. Rencana tesis ini terdiri dari enam bab,
termasuk bab penutup yang terangkai secara kolektif antara satu dengan yang
lainnya.

Bab pertama berjudul Pendahuluan yang berisi latar belakang
masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan. BAB I ini akan menjadi landasan penulis dalam melakukan
penelitian pada BAB-BAB selanjutnya.

Bab kedua ini meliputi tentang Penelitian Terdahulu sebagai pijakan
Penulis untuk menentukan arah penelitiannya, di lanjutkan dengan kajian
teori yang di gunakan penulis sebagai acuan untuk menentukan toeri mana
saja yang cocok dengan penelitian ini, setelah di temukan toeri-teori yang
cocok penulis melanjutkan dengan Kerangka Konseptualdan temuan kajian-
kajiannya di lanjutkan di Bab-bab setelah ini.

Bab ketiga berjudul Diskursus Kebebasan Beragama dalam Hak Asasi
Manusia serta Peran dan Prosedur Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam
bab ini, akan memaparkan perdebatan teoritik tentang argumen filosofis dan

metodologis hukum Islam dan HAM dalam menyikapi isu perkawinan beda
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agama. Diskursus hukum Islam di bab ini tidak hanya dilihat dari perspektif
para ahli hukum Islam klasik, tetapi juga dari sudut pandang para ahli hukum
Islam kontemporer. Sedangkan diskrusus yang akan menjadi acuan penulis
adalah instrumen hak asasi manusia internasional adalah seperti Universal
Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR), Universal Islamic Declaration of Human Rights
(UIDHR), dan Cairo Declaration on Human Rights (CDHR). Tema ini
dibahas dalam bab III sebagai kerangka teori dalam memetakan argumen
fatwa MUI tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Selajutnya, penulis
akan memaparkan profil secara singkat dan fungsi Majelis Ulama Indonesia
sebagai pemberi fatwa sejak ia didirikan sampai saat ini (terkait hal ini
penulis membaginya dalam dua periode: era Orde Baru dan Reformasi).
Penulis juga akan mendeskripsikan prosedur baku yang telah disepakati
tentang sumber dan argumen filosofis Majelis Ulama Indonesia dan perannya
dalam kebebasan beragama. Bab ini perlu dibahas karena menjadi awal
pijakan penulis secara umum, sebelum menganalisis fatwa MUI tentang
perkawinan beda agama secara khususnya.

Bab keempat berjudul nilai-nilai HAM dalam Fatwa MUI tentang
perkawinan beda agama. Dalam bab ini, fatwa tersebut akan diuji dan
dianalisis menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia. Pengujian dalam
perspektif Hak Asasi Manusia dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana MUI
membangun nilai-nilai HAM dalam fatwa perkawinan beda agama. Begitu

juga, pengujian dalam perspektif hak asasi manusia dibutuhkan untuk
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memahami apakah fatwa MUI ini sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia,
baik yang diberlakukan di Indonesia maupun di dunia internasional.

Bab kelima berisi Penutup dan Kesimpulan. Di dalamnya akan
membahas tentang kesimpulan atas penelitian tentang argumentasi nilai-nilai

HAM dalam fatwa MUI tentang perkawinan beda agama.



BABII
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya kajian pokok penelitian ini adalah meneliti tentang
nilai-nilai HAM serta ijtihad atau istinbath hukum fatwa MUI seputar
perkawinan beda agama. Berdasarkan objek yang dikaji tersebut, penulis
menemukan sejumlah hasil penelitian baik berupa tesis, disertasi, jurnal dan
karya ilmiah lainnya yang membentuk diskursus tentang fatwa MUI baik
secara umum, maupun secara Kkhusus tentang isu perkawinan beda
agama.Adapun mengenai penelitian terdahulu diantara ialah yang dilakukan
oleh Yusnindar Riza Firmansyah. Pembahasannya tentang bagaimana
perkawinan beda agama menurut prespektif elite agama Islam dan Kristen.
Dari hasil penelitian ini diketahui menemukan tiga pendapat, yaitu pertama
melarang adanya perkawinan beda agama secara mutlak, kedua membolehkan
ada yang ketiga melarang akan tetapi member dispensasi kepada mereka yang
ingin menikah beda agama. Bedanya dengan penelitian penulis adalah pada
focus penelitian, adapun Yusnindar Riza Firmansyah focus meneliti
perkawinan beda agama menurut prespektif elite agama Islam dan Kristen.
Sedangkan penulis focus pada nilai-nilai HAM tentang pernikahan beda
agama.

Ali Imran M, meneliti “Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
(Analisis Yuridis dan Hukum Islam)”, bahwa Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006 yang hanya berakibat untuk memberikan perlindungan hukum,
selebihnya hanya bertujuan dalam bidang administrasi sebagai informasi yang
dibutuhkan dalam proses pendataan Negara. Perkawinan beda agama memiliki
lebih banyak mudarat daripada maslahatnya menurut hukum Islam. Bedanya
dengan penelitian penulis adalah focus peneliti membahas mengenai nilai-nilai

HAM dalam fatwa pernikahan beda agama. Sedang Ali Imran hanya meneliti
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Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Rusmidah Lubis, meneliti “Efektivitas Komunikasi Majelis Ulama
Indonesia Dalam Mensosialisasikan Fatwa Haram Merokok Di Kecamatan
Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan” yang membahas tentang
efektifitas komunikasi yang di laksnakan oleh MUI Kotapinang dalam
mensosialisasikan fatwa haram rokok melalui bentuk-bentuk efektifitas
komunikasi personal dan komunikasi kelompok. Bedanya dengan penelitian
penulis adalah focus peneliti membahas mengenai nilai-nilai HAM dalam
fatwa tentang pernikahan beda agama. Sedangkan Rusmidah Lubis meneliti
efektifitas komunikasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Mensosialisasikan
Fatwa Haram Merokok Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu
Selatan.

B. Kajian Teori
1. Pengertian Kebebasan Beragama

Perkawinan beda agama adalah bagian dari Kebebasan beragama,
dan sudah di ketahui bersama bahwa isu kebebasan beragama telah menjadi
pusat perhatian dalam pembahasan hak asasi manusia kontemporer.”’ Oleh
karena itu, membahas kebebasan beragama tidak akan lepas dari
pembahasan tentang hak asasi manusia, termasuk ketika membahas tentang
diskursus pengertiannya. Kebebasan beragama baik dalam istilah bahasa
Inggris religious fieedom atau religious liberty memiliki pengertian yang
sangat luas dan terkadang tidak jelas. M. Searle Bates berpendapat bahwa
salah satu penyebabnya adalah karena istilah ini sering digunakan berkaitan
dengan hubungan yang sangat komplek tentang permasalahan-
permasalahan kebebasan beragama yang melibatkan individu, agama,
komunitas dan negara.’*Pendapat ini juga diakui oleh Tore Lindholm

(2004) yang menyebutkan bahwa terdapat dilema dalam menentukan

'T. N. Madan, “Freedom of Religion,” Economic and Political Weekly 38 (2003): 1034.
M. Searle Bates, Religious Liberty: An Inquiry (New York: Harper and Brothers, 1946), 295.
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pengertian kebebasan beragama dan berkeyakinan.”Dilema ini berawal dari
diskursus tentang pengertian hak asasi manusia secara umum. Diskursus
berpusat apakah hak asasi manusia —termasuk kebebasan beragama-
merupakan hak-hak yang diyakini sebagai pemberian atau tuntutan ilahi,
moralitas, atau sekedar produk hukum dan budaya? Sebagian tokoh
mendefinisikannya sebagai hak alami setiap manusia, sedangkan yang
lainnya mendefinisikannya sebagai hak yang diproduksi oleh tradisi-traidisi
tertentu.*’Selain pengertian kebebasan beragama itu sendiri yang memang
sangat luas dan tidak pasti, diskursus tentang hak asasi manusia secara
umum ini juga berpengaruh terhadap keragaman para tokoh dalam
mendefinisikan kebebasan beragama tersebut.

Salah satu pengertian kebebasan beragama dijelaskan oleh M.
Searle Bates dalam salah satu bukunya. Menurutnya kebebasan beragama
adalah term yang menunjukkan pada kondisi yang terbebas dari
keterpaksaan dan pengekangan. Dengan arti lain, kebebasan harus
menyediakan peluang yang sama untuk melakukan sesuatu dan menjadi
sesuatu yang bermanfaat.’ Dengan demikian, kebebasan beragama
menurutnya adalah kemerdekaan dalam memilih tujuan atau jalan
keagamaan yang diyakininya bermanfaat dan benar, tanpa adanya
kemerdekaan dalam memilih maka tidak akan pernah ada kebebasan dan
kepribadian moralitas.

Arvind Sharma, salah satu Guru Besar dari McGill University,
Canada, menjelaskan pengertian kebebasan beragama yang sedikit mirip
dengan pendapat Searle Bates di atas. Menurutnya, konsep kebebasan
beragama dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga pendekatan. Pertama,
dengan meninjau tingkatan kebebasan beragama. Kedua, dengan meninjau

jenis kebebasan beragama. Ketiga, dengan meninjau kendala dalam

*Tore Lindholm, “Philosophical and Religious Justifications of Freedom of Religion or Belief”,
dalamTore Lindholm, W. Cole Durham, Jr, dan Bahia G. Tahzib-Lie (ed),Facilitating Freedom of
Religion or Belief: A Deskbook (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004), 22-24.

%Burns H. Weston, “Human Rights,” Human Rights Quarterly 6 (1984): 262.

'M. Searle Bates, Religious Liberty, 295.
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kebebasan beragama.®” Arvind Sharma berpendapat bahwa untuk
mendapatkan pengertian yang tepat tentang kebebasan beragama, terlebih
dahulu harus paham tentang kebebasan. Menurutnya, konsep atau
pengertian tentang kebebasan terkait dengan dua elemen dasar, yakni
elemen yang mempresentasikan  pilihan dan  elemen  yang
mempresentasikan kemerdekaan dari pengekangan.”” Dengan demikian,
menurut Arvind Sharma, kebebasan beragama adalah tidak adanya
keharusan, paksaan, atau kendala dalam pilihan dan tindakan keagamaan
dan keyakinan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam salah satu kamus filsafat,
yakni kebebasan didefinisikan sebagai kualitas tidak adanya rintangan
nasib, keharusan, atau keadaan di dalam keputusan atau tindakan
seseorang.” Di balik definisi yang disebut belakangan ini terkandung
berbagai pengertian tentang kebebasan. Definisi dalam perspektif HAM
yang menyatakan kebebasan sebagai 'kekuasaan atau kemampuan bertindak
tanpa paksaan, ketiadaan kendala (hambatan), kekuasaan untuk memilih
tindakan seseorang, yang seringkali dilihat di dala arti kebebasan dasar
(fundamental freedom). Dalam kamus filsafat, setidaknya ada lima
pengertian tentang kebebasan, yaitu: (1) Kebebasan pada umumnya adalah
keadaan tidak dipaksa atau ditentukan oleh sesuatu dari luar, sejauh
kebebasan disatukan dengan kemampuan internal definitif dari penentuan-
diri. (2)Penentuan-diri sendiri, pengendalian diri, pengaturan diri,
pengarahan diri. (3) Kemampuan dari seorang pelaku untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuai dengan kemauan dan pilihannya. Selain itu, juga
kemampuan bertindak sesuai dengan apa yang disukai, atau menjadi
penyebab dari tindakan-tindakan sendiri. (4) Didorong dan diarahkan oleh
motif, ideal, keinginan, dandorongan yang dapat di terima sebagaimana

dilawankan dengan paksaan, atau rintangan (kendala) eksternalatau

% Arvind Sharma, Problematizing Religious Freedom (New York: Springer Media, 2011), 73.
% Arvind Sharma, Problematizing Religious Freedom, 74.
%Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 409.
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internal. (5) Kemampuan untuk memilih dan kesempatan untuk memenuhi
atau memperoleh pilihan itu. Adapun macam-macam kebebasan di
antaranya adalah kebebasan fisik, kebebasan moral, kebebasan psikologis,
kebebasan hati nurani yang mengikuti suara hati sendiri tanpa hambatan,
kebebasan beragama, dan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat
sendiri di depan umum.®’

Pendapat ini juga diamini oleh beberapa filsuf yang menyamakan
antara hak (righf) dengan tuntutan. Menurut mereka, hak asasi adalah
“Justitiable claim, on legal or moral grounds, to have or obtain something,
or to act in a certain way”*° Salah satu tokoh pendukung pandangan ini
adalah Joel Feinberg yang berpendapat bahwa memiliki hak berarti
memiliki tuntutan untuk melawan seseorang yang bertindak diskriminatif.
Oleh karena itu, kebebasan beragama sebagai salah satu hak asasi manusia
juga dapat menjadi salah satu alasan untuk melawan seseorang yang
bertindak diskriminatif atas nama agama. Pendapat pertama dan kedua di
atas dapat ditemukan dalam pengertian yang ditawarkan oleh Wesley
Hohfeld. Ia menjelaskan bahwa hak kebebasan beragama dan berkeyakinan
dapat dipahami sebagai salah satu dari empat kategori: 1) Kemerdekaan
atas perilaku dan tindakan diskriminatif atas nama agama. 2) Tuntutan
untuk melawan seseorang yang bertindak diskriminatif. 3) Kebebasan
beragama sebagai salah satu kodrat kemanusiaan. 4) Kebebasan untuk
melakukan dan memilih apapun yang diyakini. Analisis Wesley Hohfeld ini
telah banyak diadopsi oleh para tokoh untuk kemudian dikembangkan
menjadi dasar aturan-aturan dalam beberapa negara.®’

Pendapat yang lebih lengkap dijelaskan oleh Anat Scolnicov yang
berpendapat bahwa kebebasan beragama merupakan hak individual, bukan
hak kelompok. Ia berargumen bahwa hak asasi manusia, secara lahiriah,

tidak dapat dikategorikan sebagai hak kelompok. Anat berargumen bahwa

L orens Bagus, Kamus Filsafat, 412.
% Alison Dundes Renteln, “The Concept of Human Rights,” Antrhopos Institute 83 (1988):344.
57 Alison Dundes Renteln, “The Concept of Human Rights,” Antrhopos Institute 83 (1988):344.
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wewenang kelompok melebihi wewenang individual seperti wewenang
negara yang juga melebihi wewenang individual, oleh karena itu ia dapat
dibenarkan dengan alasan lain, bukan dengan alasan tuntutan hak asasi
manusia. Menurutnya, penerapan hak asasi manusia hanya tergantung pada
keputusan-keputusan yang jelas oleh individu-individu yang otonom,
sedangkan keputusan kelompok tidak dapat diidentifikasi dengan cara
apapun, oleh karena itu keputusannya bukan merupakan hak asasi
manusia.®® Menurut penulis, pendapat-pendapat di atas secara tersirat, juga
meyakini bahwa hak asasi manusia hanya terbatas pada individu-individu,
bukan pada kelompok. Hal ini dapat dilihat dari pengertian yang
merekajelaskan bahwa kebebasan adalah kemerdekaan seseorang dalam
berbagai hal.

Pendapat di atas dibantah oleh Anthony Gill, Profesor ilmu politik
dari Universitas Washington. Sebagai guru besar dalam ilmu politik,
pendapatnya tentang definisi atau pengertian kebebasan beragama
menggunakan perspektif politik. Menurutnya, kebebasan beragama adalah
sebuah konsep besar yang mencakup beragam kebijakan pemerintah tidak
hanya mengenai pemeluk dan tokoh, tetapi juga mengenai institusi-
institusi keagamaan. Oleh karena itu, ia mengkaji kebebasan beragama
sebagai persoalan regulasi pemerintahan.”” Namun, Anthony Gill juga
menyetujui pendapat yang diutarakan oleh G. Bromley Oxnam yang
dianggap sebagai pendapat paling komprehensif tentang pengertian
kebebasan beragama. Oxnam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
kebebasan beragama adalah kemerdekaan beribadah sesuai dengan
keyakinan masing-masing, mendidik anak sesuai dengan keyakinan
orangtuanya, kemerdekaan individual untuk mengganti agama yang
dianutnya, kebebasan berkhutbah, mendidik, mempublikasikan, berdakwah,

dan kemerdekaan untuk mengatur atau merencanakan sesuatu dan

% Anat Scolnicov, The Right to Religious Freedom in International Law: Between group rights
and individual rights (New York: Routledge, 2011), 56-57.

% Anthony Gill, The Political Origins of Religious Liberty (New York: Cambridge University
Press, 2008), 9-10.


https://translate.google.co.id/?tr=f&hl=id
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memperoleh fasilitas untuk tujuan tersebut. Meskipun kebebasan beragama
dapat dikategorikan sebagai tuntutan moral, akan tetapi ia juga dapat
dipahami sebagai masalah kebijakan peraturan pemerintah dan berkaitan
dengan berbagai isu yang beragam seperti persyaratan kewarganegaraan
dan pembatasan penggunaan lahan.”” Apa yang dijelaskan oleh Oxnam di
atas menunjukkan bahwa sebenarnya kebebasan beragama tidak hanya
terkait dengan hak keyakinan masing-masing personal, tetapi juga
berkaitan dengan kebijakan mengenai hak properti, pendidikan,
kepemilikan media, pidato publik. Sebagai contoh adalah akses individu
untuk memeluk agama dan berhubungan atau menjangkau kaum agama
lainnya merupakan bagian penting dari kebebasan beragama.

Penulis lebih setuju bila kebebasan beragama tidak hanya terkait
dengan kemerdekaan individual, tetapi juga kemerdekaan kelompok dan
kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan masalah-masalah
keagamaan seperti yang telah dijelaskan Anthony Gill dan G. Bromley
Oxnam. Oleh karena itu, dari berbagai pendapat di atas, penulis
menyimpulkan bahwa kebebasan beragama adalah kemerdekaan bagi
individu untuk memilih segala aspek keagaman dan keyakinannya,
termasuk dalam memilih agama yang ia yakini.Aspek-aspek dalam
keagamaan tersebut menjadi komponen-komponen kebebasan beragama
yang harus dilindungi bagi seluruh masyarakat oleh negara. Komponen-
komponen tersebut akan penulis paparkan pada sub-bab di bawah ini.

2. Komponen-Komponen Kebebasan Beragama

Penulis telah memaparkan di atas bahwa pengertian kebebasan
beragama sangat luas, tidak hanya terbatas kepada kemerdekaan individual,
tetapi juga kemerdekaan individu keagamaan dalam menjalankan fungsinya
di masyarakat. Pengertian ini juga melahirkan komponen-komponen dalam
permasalahan kebebasan beragama.Terdapat beberapa macam pembagian

aspek atau kompenen kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pertama

7 Anthony Gill, The Political Origins of Religious Liberty, 10.
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komponen kebebasan beragama yang dijelaskan oleh Tore Lindholm dalam

buku yang dieditnya bersama W. Cole Durham dan Bahia G. Tahzib-Lie.

Menurut mereka, ada setidaknya delapan komponen yang di antaranya

adalah:

a. Kebebasan internal

Setiap orang memiliki kebebasan berpikir, berkata sesuai hati

nurani, dan beragama. Hak ini juga mencakup kebebasan untuk
memiliki, memilih, memelihara, dan mengganti agama atau
kepercayaan. Sesuai dengan penjelasan Komnas HAM Indonesia, yang
dimaksud dengan kebebasan internal atau infernal freedom adalah
kebebasan yang tidak dapat diintervensi oleh Negara, sehingga negara
tidak dapat menyatakan suatu aliran agama sesat atau tidak, meskipun
kelompok yang ada dalam masyarakat menyatakan demikian.”"

b. Kebebasan eksternal

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menunjukkan agama

dan keyakinannya baik pada saat mengajar, beribadah, maupun
merayakan hari keagamaannya, baik sendiri maupun dalam
hubungannya dengan idividu lainnya, baik pada ranah publik atau
privat. Menurut Komnas HAM Republik Indonesia, dalam kebebasan
eksternal inilah negara di perbolehkan melakukan intervensi dalam
bentuk undang-undang pada agama-agama terkait dengan penyebaran
atau pelaksanaannya. Dengan catatan, intervensi tersebut harus
didasarkan pada alasan yang diperlukan (mecessary) untuk menjaga
ketertiban umum (publicorder), kesehatandan moral masyarakat (public
health and morals), dan kebebasan dan hak-hak fundamental orang lain
(fundamental rights andfreedom of others).”” Robert A. Segal
menjelaskan dua komponen di atas dengan istilah lain, yakni kekerasan

internal yang ditujukan terhadap sesama penganut agama yang sama

"'Dijelaskan dalam buku laporan Rencana Strategis Komnas Hak Asasi Manusia Tahun 2010-
2014, 32-33.

"Dijelaskan dalam buku laporan Rencana Strategis Komnas Hak Asasi Manusia Tahun 2010-
2014, 33.
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dan kekerasan eksternal yang ditujukan terhadap penganut agama
lainnya.”
c. Kehendak Bebas dari paksaan
Menurut John Wilson, perbedaan atas tindakan yang bebas dan
tindakan yang dipaksa dapat dilihat dari apakah seseorang tersebut
melakukan tindakan dengan kemauannya sendiri atau tidak.”* Hal ini
menunjukkan bahwa salah satu aspek atau kriteria kebebasab beragama
adalah tidak adanya paksaanbagi seseorangyang dapat menghalanginya
untuk memilih dan memiliki agama atau keyakinan yang sesuai dengan
pilihan hatinya.
d. Bebas dari diskriminasi
Komponen kebebasan beragama yang nomer empat adalah bebas
dari diskriminasi, yakni setiap negara wajib menghormati dan
memastikan setiap hak seseorang untuk bebas dalam memilih agama
dan sikap keagamaan tanpa ada perbedaan, seperti perbedaan ras, warna
kulit, gender, bahasa, agama, pendapat politik, kepemilikikan, atau
status lainnya.
e. Hak-hak orangtua dan wali
Shazia Choudhry dalam sebuah artikelnyamenjelaskan bahwa
resistensi hak asasi manusia memang menyebar di seluruh bidang
hukum, akan tetapi yang rentan dilanggar adalah hak-hak dalam
keluarga, khususnya yang berkaitan dengan anak.” Oleh karena itu,
Tore Lindholm mengkategorikannya sebagai salah satu komponen
kebebasan beragama, yakni setiap negara wajib menghormati

kebebasan orangtuauntuk memastikan pendidikan agama dan moral

Robert A. Segal, “Violence internal and external” dalam Religion, Terror and Violence:
Religions Studies Perspectives, ed. Bryan Rennie dan Philip L. Tite (New York: Routledge,
2008), 13-37.
™John Wilson, “Freedom and Compulsion,” Oxford University Press on Behalf of the Mind
Association 67 (1958): 60.

7Shazia Choudhry dan Helen Fenwick, “Taking the Rights of Parents and Children
Seriously: Confronting the Welfare Principle under the Human Rights Act,” Oxford Journal of
Legal Studies 25 (2005): 453-492.
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anaknya yang sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini untuk menjaga
hak-hak anak dalam mendapat kebebasan beragama dan berkeyakinan

sesuai dengan perkembangannya.
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f. Kebebasan berkoperasi
Aspek terpenting dalam diskursus kebebasan beragama dan
berkeyakinan, khususnya dalam peraturan-peraturan kontemporer,
adalah untuk menjaga dan melindungi hak-hak komunitas keagamaan
untuk mempresentasikan kepentingannya sebagai sebuah komunitas.
g. Pembatasan-pembatasan yang diizinkan dalam kebebasan eksternal
Kebebasan untuk memanifestasikan agama dan keyakinan
mungkin hanya tunduk pada batas-batas yang telah ditentukan oleh
hukum dengan alasan untuk melindungi keamanan, ketertiban,
kesehatan, dan moral atau hak-hak dasar orang lain.
3. Metode Fatwa MUI

Dalam ilmu ushul figh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan
seorang mujtahid atau faqih atas jawaban yang diajukan peminta fatwa
dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan
mujtahid atau faqih tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa dan
fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Hal ini disebabkan, fatwa
seorang mufti atau ulama si suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa
ulama lain di tempat yang sama. Fatwa biasanya cenderung dinamis karena
merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi
masyarakat peminta fatwa, isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi
minimal responsif.

Tindakan memberi fatwa disebut futya atau ifta’, suatu istilah yang
merujuk pada profesi pemberi nasehat. Pihak yang memberi fatwa disebut
mufti, sedangkan pihak yang meminta disebut al-Mustfti. Peminta Fatwa
bisa berupa perorangan, lembaga, ataupun siapa saja yang
membutuhkannya.”®

Mayoritas ulama ushul mengatakan bahwa mufti boleh saja

memfatwakan pendapat mujtahid yang masih hidup, dengan syaratmufti

76KafrawiRidwan, dkk, ed, Ensiklopedia Islam,jilid 1I cet. IV, (Jakarta: PT. IchtiarBaru Van
Hoeve, 2001), hal. 16
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tersebut mengetahui landasan hukum serta jalan pikiran yang

diperjuangkan mujtahid tersebut.

Sejak berdirinya tahun 1975 sampai saat ini, MUI telah banyak
mengeluarkan fatwa yang mencakup bidang kehidupan, yaitu ibadah,
perkawinan dan keluarga, makanan, kebudayaan, soal hubungan antar
agama, ilmu kedokteran, keluarga berencana, gerakan Islam dan lain
sebagainya.

Adapun metode yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan
fatwanya, seperti yang tercantum dalam dasar-dasar umum penetapan
fatwa adalah sebagai berikut:’’

a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan
Sunnah Rasul yang mu’tabbarah, serta tidak bertentangan dengan
kemaslahatan umat.

b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana
ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak
bertentangan dengan ijma’, Qiyas, yang mu’tabar, dan dalil-dalil hukum
yang lain, seperti Ihtisan, Maslahah Mursalah, dan sad az-Zariah.

c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-
pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan
dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang
dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil
keputusan fatwanya dipertimbangkan.

Dari dasar-dasar umum penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh
MUI, dapat diambil kesimpulan bahwa yang digunakan oleh MUI dalam

menetapkan fatwanya adalah pertama dengan merujuk kepada Kitabullah

""Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,
(Jakarta: Departemen Agama, 2003), hal. 4-5
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dan Sunnah Rasul. Apabila tidak ditemukan dalil-dalil dari Kitabullah dan
Sunnah Rasul maka MUI merujuk kepada ijma, qiyas, istihsan, maslahah
mursalah, dan sad az-Zari’at serta pendapat-pendapat para imam-imam
mazhab terdahulu. Dalam masalah yang terjadi khilafiyyah di kalangan
mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan
figh muqaran dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul figh mugaran yang
berhubungan dengan pentajrihan. Setelah melewati itu semua baru diambil
pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan
fatwanya. Tenaga ahli yang dimaksud adalah para pakar dalam bidangnya
masing-masing. Dari semua keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa
MUI dengan Komisi Fatwanya ketika menetapkan fatwanya akan
memutuskan suatu permasalahan berdasarkan kemaslahatan umat, dengan
merujuk kepada metode para alim ulama terdahulu.

C. Kerangka Konseptual

Perkawinan Beda
Agama

[ Nilai-Nilai HAM

Fatwa MUI ]




BAB II1
DISKURSUS KEBEBASAN BERAGAMA DALAM HUKUM ISLAMDAN
HAK ASASI MANUSIA SERTA PERAN DAN PROSEDUR FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Bab ini akan memaparkan beberapa diskursus yang digunakan penulis
sebagai kerangka teori dalam mengkaji fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait
dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan.Pertama, pemaparan tentang
komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam konteks kebebasan beragama
dan berkeyakinan. Kedua, pemaparan tentang diskursus kebebasan beragama
dalam hukum Islam. Ketiga, pemaparan tentang diskursus kebebasan beragama
dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Ketiga pembahasan
tersebut akan menjadi pijakan awal penulis pada Bab IV ketika mengkaji
sejauhmana argumentasi fatwa Majelis Ulama Indonesia dibangun dan
sejauhmana fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan kebebasan beragama
tidak melanggar hak-hak asasi manusia seseorang.Dengan demikian, akan
didapatkan sebuah kajian tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia yang lebih
komprehensif.
A. Diskursus Ontologis Kebebasan Beragama
1. Pengertian Kebebasan Beragama
Kebebasan beragama telah menjadi pusat perhatian dalam
pembahasan hak asasi manusia kontemporer.”® Oleh karena itu, membahas

kebebasan beragama tidak akan lepas dari pembahasan tentang hak asasi

®T. N. Madan, “Freedom of Religion,” Economic and Political Weekly 38 (2003): 1034.
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manusia, termasuk ketika membahas tentang diskursus pengertiannya.
Kebebasan beragama baik dalam istilah bahasa Inggris religious freedom
atau religious liberty memiliki pengertian yang sangat luas dan terkadang
tidak jelas. M. Searle Bates berpendapat bahwa salah satu penyebabnya
adalah karena istilah ini sering digunakan berkaitan dengan hubungan
yang sangat komplek tentang permasalahan-permasalahan kebebasan
beragama yang melibatkan individu, agama, komunitas dan
negara.”’Pendapat ini juga diakui oleh Tore Lindholm (2004) yang
menyebutkan bahwa terdapat dilema dalam menentukan pengertian
kebebasan beragama dan berkeyakinan.*’Dilema ini berawal dari diskursus
tentang pengertian hak asasi manusia secara umum. Diskursus berpusat
apakah hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama merupakan hak-
hak yang diyakini sebagai pemberian atau tuntutan ilahi, moralitas, atau
sekedar produk hukum dan budaya? Sebagian tokoh mendefinisikannya
sebagai hak alami setiap manusia, sedangkan yang lainnya
mendefinisikannya sebagai hak yang diproduksi oleh tradisi-traidisi
tertentu.®' Selain pengertian kebebasan beragama itu sendiri yang memang
sangat luas dan tidak pasti, diskursus tentang hak asasi manusia secara
umum ini juga berpengaruh terhadap keragaman para tokoh dalam

mendefinisikan kebebasan beragama tersebut.

M. Searle Bates, Religious Liberty: An Inquiry (New York: Harper and Brothers, 1946), 295.
%Tore Lindholm, “Philosophical and Religious Justifications of Freedom of Religion or Belief”,
dalamTore Lindholm, W. Cole Durham, Jr, dan Bahia G. Tahzib-Lie (ed),Facilitating Freedom of
Religion or Belief: A Deskbook (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004), 22-24.

$'Burns H. Weston, “Human Rights,” Human Rights Quarterly 6 (1984): 262.
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Salah satu pengertian kebebasan beragama dijelaskan oleh M.
Searle Bates dalam salah satu bukunya. Menurutnya kebebasan beragama
adalah term yang menunjukkan pada kondisi yang terbebas dari
keterpaksaan dan pengekangan. Dengan arti lain, kebebasan harus
menyediakan peluang yang sama untuk melakukan sesuatu dan menjadi
sesuatu yang bermanfaat.* Dengan demikian, kebebasan beragama
menurutnya adalah kemerdekaan dalam memilih tujuan atau jalan
keagamaan yang diyakininya bermanfaat dan benar, tanpa adanya
kemerdekaan dalam memilih maka tidak akan pernah ada kebebasan dan
kepribadian moralitas.

Arvind Sharma, salah satu Guru Besar dari McGill University,
Canada, menjelaskan pengertian kebebasan beragama yang sedikit mirip
dengan pendapat Searle Bates di atas. Menurutnya, konsep kebebasan
beragama dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga pendekatan.
Pertama, dengan meninjau tingkatan kebebasan beragama. Kedua, dengan
meninjau jenis kebebasan beragama. Ketiga, dengan meninjau kendala
dalam kebebasan beragama.*> Arvind Sharma berpendapat bahwa untuk
mendapatkan pengertian yang tepat tentang kebebasan beragama, terlebih
dahulu harus paham tentang kebebasan. Menurutnya, konsep atau
pengertian tentang kebebasan terkait dengan dua elemen dasar, yakni

elemen yang mempresentasikan  pilihan dan elemen yang

%2M. Searle Bates, Religious Liberty, 295.
% Arvind Sharma, Problematizing Religious Freedom (New York: Springer Media, 2011), 73.
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mempresentasikan kemerdekaan dari pengekangan.*® Dengan demikian,
menurut Arvind Sharma, kebebasan beragama adalah tidak adanya
keharusan, paksaan, atau kendala dalam pilihan dan tindakan keagamaan
dan keyakinan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam salah satu kamus filsafat,
yakni kebebasan didefinisikan sebagai kualitas tidak adanya rintangan
nasib, keharusan, atau keadaan di dalam keputusan atau tindakan
seseorang.”” Di balik definisi yang disebut belakangan ini terkandung
berbagai pengertian tentang kebebasan. Definisi dalam perspektif HAM
yang menyatakan kebebasan sebagai 'kekuasaan atau kemampuan
bertindak tanpa paksaan, ketiadaan kendala (hambatan), kekuasaan untuk
memilih tindakan seseorang, yang seringkali dilihat di dala arti kebebasan
dasar (fundamental freedom). Dalam kamus filsafat, setidaknya ada lima
pengertian tentang kebebasan, yaitu: (1) Kebebasan pada umumnya adalah
keadaan tidak dipaksa atau ditentukan oleh sesuatu dari luar, sejauh
kebebasan disatukan dengan kemampuan internal definitif dari penentuan-
diri. (2)Penentuan-diri sendiri, pengendalian diri, pengaturan diri,
pengarahan diri. (3) Kemampuan dari seorang pelaku untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuai dengan kemauan dan pilihannya. Selain itu, juga
kemampuan bertindak sesuai dengan apa yang disukai, atau menjadi
penyebab dari tindakan-tindakan sendiri. (4) Didorong dan diarahkan oleh

motif, ideal, keinginan, dan dorongan yang dapat diterima sebagaimana

% Arvind Sharma, Problematizing Religious Freedom, 74.
Y Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 409.
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dilawankan dengan paksaan, atau rintangan (kendala) eksternal atau
internal. (5) Kemampuan untuk memilih dan kesempatan untuk memenuhi
atau memperoleh pilihan itu. Adapun macam-macam kebebasan di
antaranya adalah kebebasan fisik, kebebasan moral, kebebasan psikologis,
kebebasan hati nurani yang mengikuti suara hati sendiri tanpa hambatan,
kebebasan beragama, dan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat
sendiri di depan umum.®

Pendapat ini juga diamini oleh beberapa filsuf yang menyamakan
antara hak (righf) dengan tuntutan. Menurut mereka, hak asasi adalah
“Justifiable claim, on legal or moral grounds, to have or obtain something,
or to act in a certain way”"' Salah satu tokoh pendukung pandangan ini
adalah Joel Feinberg yang berpendapat bahwa memiliki hak berarti
memiliki tuntutan untuk melawan seseorang yang bertindak diskriminatif.
Oleh karena itu, kebebasan beragama sebagai salah satu hak asasi manusia
juga dapat menjadi salah satu alasan untuk melawan seseorang yang
bertindak diskriminatif atas nama agama. Pendapat pertama dan kedua di
atas dapat ditemukan dalam pengertian yang ditawarkan oleh Wesley
Hohfeld. Ia menjelaskan bahwa hak kebebasan beragama dan berkeyakinan
dapat dipahami sebagai salah satu dari empat kategori: 1) Kemerdekaan
atas perilaku dan tindakan diskriminatif atas nama agama. 2) Tuntutan
untuk melawan seseorang yang bertindak diskriminatif. 3) Kebebasan

beragama sebagai salah satu kodrat kemanusiaan. 4) Kebebasan untuk

8L orens Bagus, Kamus Filsafat, 412.
%7 Alison Dundes Renteln, “The Concept of Human Rights,” Antrhopos Institute 83 (1988):344.
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melakukan dan memilih apapun yang diyakini. Analisis Wesley Hohfeld
ini telah banyak diadopsi oleh para tokoh untuk kemudian dikembangkan
menjadi dasar aturan-aturan dalam beberapa negara.®®

Pendapat yang lebih lengkap dijelaskan oleh Anat Scolnicov yang
berpendapat bahwa kebebasan beragama merupakan hak individual, bukan
hak kelompok. Ia berargumen bahwa hak asasi manusia, secara lahiriah,
tidak dapat dikategorikan sebagai hak kelompok. Anat berargumen bahwa
wewenang kelompok melebihi wewenang individual seperti wewenang
negara yang juga melebihi wewenang individual, oleh karena itu ia dapat
dibenarkan dengan alasan lain, bukan dengan alasan tuntutan hak asasi
manusia. Menurutnya, penerapan hak asasi manusia hanya tergantung
pada keputusan-keputusan yang jelas oleh individu-individu yang otonom,
sedangkan keputusan kelompok tidak dapat diidentifikasi dengan cara
apapun, oleh karena itu keputusannya bukan merupakan hak asasi
manusia.”” Menurut penulis, pendapat-pendapat di atas secara tersirat,
juga meyakini bahwa hak asasi manusia hanya terbatas pada individu-
individu, bukan pada kelompok. Hal ini dapat dilihat dari pengertian yang
merekajelaskan bahwa kebebasan adalah kemerdekaan seseorang dalam
berbagai hal.

Pendapat di atas dibantah oleh Anthony Gill, Profesor ilmu politik

dari Universitas Washington. Sebagai guru besar dalam ilmu politik,

% Alison Dundes Renteln, “The Concept of Human Rights,” Antrhopos Institute 83 (1988):344.
% Anat Scolnicov, The Right to Religious Freedom in International Law: Between group rights
and individual rights (New York: Routledge, 2011), 56-57.
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pendapatnya tentang definisi atau pengertian kebebasan beragama
menggunakan perspektif politik. Menurutnya, kebebasan beragama adalah
sebuah konsep besar yang mencakup beragam kebijakan pemerintah tidak
hanya mengenai pemeluk dan tokoh, tetapi juga mengenai institusi-
institusi keagamaan. Oleh karena itu, ia mengkaji kebebasan beragama
sebagai persoalan regulasi pemerintahan.”® Namun, Anthony Gill juga
menyetujui pendapat yang diutarakan oleh G. Bromley Oxnam yang
dianggap sebagai pendapat paling komprehensif tentang pengertian
kebebasan beragama. Oxnammenjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
kebebasan beragama adalah kemerdekaan beribadah sesuai dengan
keyakinan masing-masing, mendidik anak sesuai dengan keyakinan
orangtuanya, kemerdekaan individual untuk mengganti agama yang
dianutnya, kebebasan berkhutbah, mendidik, mempublikasikan,
berdakwah, dan kemerdekaan untuk mengatur atau merencanakan sesuatu
dan memperoleh fasilitas untuk tujuan tersebut. Meskipun kebebasan
beragama dapat dikategorikan sebagai tuntutan moral, akan tetapi ia juga
dapat dipahami sebagai masalah kebijakan peraturan pemerintah dan
berkaitan dengan berbagai isu yang beragam seperti persyaratan
kewarganegaraan dan pembatasan penggunaan lahan.”' Apa yang
dijelaskan oleh Oxnam di atas menunjukkan bahwa sebenarnya kebebasan

beragama tidak hanya terkait dengan hak keyakinan masing-masing

* Anthony Gill, The Political Origins of Religious Liberty (New York: Cambridge University
Press, 2008), 9-10.
*! Anthony Gill, The Political Origins of Religious Liberty, 10.
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personal, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan mengenai hak properti,
pendidikan, kepemilikan media, pidato publik. Sebagai contoh adalah
akses jamaat untuk datang bersama-sama membangun tempat ibadah dan
berhubungan atau menjangkau kaum agama lainnya merupakan bagian
penting dari kebebasan beragama.

Penulis lebih setuju bila kebebasan beragama tidak hanya terkait
dengan kemerdekaan individual, tetapi juga kemerdekaan kelompok dan
kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan masalah-masalah
keagamaan seperti yang telah dijelaskan Anthony Gill dan G. Bromley
Oxnam. Oleh karena itu, dari berbagai pendapat di atas, penulis
menyimpulkan bahwa kebebasan beragama adalah kemerdekaan bagi
individu atau kelompok untuk memilih segala aspekkeagaman dan
keyakinannya, termasuk dalam memilih agama yang iayakini. Aspek-aspek
dalam keagamaan tersebut menjadi komponen-komponen kebebasan
beragama yang harus dilindungi bagi seluruh masyarakat oleh negara.
Komponen-komponen tersebut akan penulis paparkan pada sub-bab di
bawah ini.

2. Komponen-Komponen Kebebasan Beragama

Penulis telah memaparkan di atas bahwa pengertian kebebasan
beragama sangat luas, tidak hanya terbatas kepada kemerdekaan individual,
tetapi juga kemerdekaan kelompok keagamaan dalam menjalankan
fungsinya di masyarakat. Pengertian ini juga melahirkan komponen-

komponen dalam permasalahan kebebasan beragama.Terdapat beberapa
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macam pembagian aspek atau kompenen kebebasan beragama dan

berkeyakinan. Pertama komponen kebebasan beragama yang dijelaskan

oleh Tore Lindholm dalam buku yang dieditnya bersama W. Cole Durham

dan Bahia G. Tahzib-Lie. Menurut mereka, ada setidaknya delapan

komponen yang di antaranya adalah:

a. Kebebasan internal

Setiap orang memiliki kebebasan berpikir, berkata sesuai hati

nurani, dan beragama. Hak ini juga mencakup kebebasan untuk
memiliki, memilih, memelihara, dan mengganti agama atau
kepercayaan. Sesuai dengan penjelasan Komnas HAM Indonesia, yang
dimaksud dengan kebebasan internal atau infernal freedom adalah
kebebasan yang tidak dapat diintervensi oleh Negara, sehingga negara
tidak dapat menyatakan suatu aliran agama sesat atau tidak, meskipun
kelompok yang ada dalam masyarakat menyatakan demikian.’”

b. Kebebasan eksternal

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menunjukkan agama

dan keyakinannya baik pada saat mengajar, beribadah, maupun
merayakan hari keagamaannya, baik sendiri maupun dalam
hubungannya dengan idividu lainnya, baik pada ranah publik atau
privat. Menurut Komnas HAM Republik Indonesia, dalam kebebasan
eksternal inilah negara diperbolehkanmelakukan intervensi dalam

bentuk undang-undang pada agama-agama terkaitdengan penyebaran

“Dijelaskan dalam buku laporan Rencana Strategis Komnas Hak Asasi Manusia Tahun 2010-
2014, 32-33.
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atau pelaksanaannya. Dengan catatan, intervensi tersebut harus
didasarkan padaalasan yang diperlukan (necessary) untuk menjaga
ketertiban umum (publicorder), kesehatan dan moral masyarakat
(public health and morals), dankebebasan dan hak-hak fundamental
orang lain (fundamental rights andfreedom of others).”” Robert A. Segal
menjelaskan dua komponen di atas dengan istilah lain, yakni kekerasan
internal yang ditujukan terhadap sesama penganut agama yang sama
dan kekerasan eksternal yang ditujukan terhadap penganut agama
lainnya.**
c. Kehendak Bebas dari paksaan
Menurut John Wilson, perbedaan atas tindakan yang bebas dan
tindakan yang dipaksa dapat dilihat dari apakah seseorang tersebut
melakukan tindakan dengan kemauannya sendiri atau tidak.” Hal ini
menunjukkan bahwa salah satu aspek atau kriteria kebebasab beragama
adalah tidak adanya paksaanbagi seseorangyang dapat menghalanginya
untuk memilih dan memiliki agama atau keyakinan yang sesuai dengan
pilihan hatinya.
d. Bebas dari diskriminasi
Komponen kebebasan beragama yang nomer empat adalah bebas

dari diskriminasi, yakni setiap negara wajib menghormati dan

“Dijelaskan dalam buku laporan Rencana Strategis Komnas Hak Asasi Manusia Tahun 2010-
2014, 33.

*Robert A. Segal, “Violence internal and external” dalam Religion, Terror and Violence:
Religions Studies Perspectives, ed. Bryan Rennie dan Philip L. Tite (New York: Routledge,
2008), 13-37.

%John Wilson, “Freedom and Compulsion,” Oxford University Press on Behalf of the Mind
Association 67 (1958): 60.
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memastikan setiap hak seseorang untuk bebas dalam memilih agama
dan sikap keagamaan tanpa ada perbedaan, seperti perbedaan ras, warna
kulit, gender, bahasa, agama, pendapat politik, kepemilikikan, atau
status lainnya.
e. Hak-hak orangtua dan wali

Shazia Choudhry dalam sebuah artikelnyamenjelaskan bahwa
resistensi hak asasi manusia memang menyebar di seluruh bidang
hukum, akan tetapi yang rentan dilanggar adalah hak-hak dalam
keluarga, khususnya yang berkaitan dengan anak.’® Oleh karena itu,
Tore Lindholm mengkategorikannya sebagai salah satu komponen
kebebasan beragama, yakni setiap negara wajib menghormati
kebebasan orangtuauntuk memastikan pendidikan agama dan moral
anaknya yang sesuai dengan keyakinan mereka. Hal ini untuk menjaga
hak-hak anak dalam mendapat kebebasan beragama dan berkeyakinan

sesuai dengan perkembangannya.

%Shazia Choudhry dan Helen Fenwick, “Taking the Rights of Parents and Children Seriously:
Confronting the Welfare Principle under the Human Rights Act,” Oxford Journal of Legal
Studies 25 (2005): 453-492.
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f. Kebebasan berkoperasi
Aspek terpenting dalam diskursus kebebasan beragama dan
berkeyakinan, khususnya dalam peraturan-peraturan kontemporer,
adalah untuk menjaga dan melindungi hak-hak komunitas keagamaan
untuk mempresentasikan kepentingannya sebagai sebuah komunitas.
g. Pembatasan-pembatasan yang diizinkan dalam kebebasan eksternal
Kebebasan untuk memanifestasikan agama dan keyakinan
mungkin hanya tunduk pada batas-batas yang telah ditentukan oleh
hukum dengan alasan untuk melindungi keamanan, ketertiban,
kesehatan, dan moral atau hak-hak dasar orang lain.
h. Bebas dari pengurangan
Setiap negara tidak dapat mengurangi hak seseorang dalam
kebebasan beragama atau berkeyakinan, bahkan di saat-saat darurat
publik. Hal ini karena hak asasi seseorang merupakan hak alami yang ia
miliki sejak ia lahir.

Delapan komponen dalam hak asasi kebebasan beragama dan
berkeyakinan di atas ini dapat ditemukan dalam kodifikasi-kodifikasi
internasional dan moral-moral hak asasi manusia. Menurut Tore Lindholm
dan koleganya, ketika komponen-komponen kebebasan beragama dan
berkeyakinan di atas juga mengindikasikan bahwa kelompok atau
komunitas agama juga memiliki hak kebebasan. Hal ini dapat dilihat dalam
penjelasan Dewan Eropa ( 7he Council of Europe)dan Organisasi Keamanan

dan Kerjasama Eropa (Organization for Security and Co-operation in
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Europe) yang menjelaskan bahwa hak kebebasan beragama dan hak untuk
kebebasan berserikat memerlukan hak komunitas agama untuk memperoleh
status hukum untuk melaksanakan urusan mereka.””’

David Llewellyn dan H. Victor Conde dalam artikelnya
menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek dalam upaya melindungi
implementasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Secara umum ada
tiga aspek yakni:

a. Hak kebebasan untuk memilih agama yang diyakini

b. Hak kebebasan untuk menunjukkan dan mengeskpresikan agama yang
diyakininya

c. Hak bebas dari paksaan dan kekerasan atas nama agama.’®

Aspek-aspek tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian-
bagian tersebut dapat dipahami dari pasal 6 Declaration on the Elimination
of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or
Beliefyang dideklarasikan pada tahun 1981.

a. Kebebasan beribadah dan mengadakan acara-acara keagamaan lainnya
serta kebebasan membangun tempat ibadah.

b. Kebebasan membangun dan memeliharalembagaamal dankemanusiaan.

c. Kebebasan membuat, memperoleh, dan menggunakan artikel dan

materi yang berhubungan dengan ritual dan kebiasaan agama-agama.

""Nazila GhaneawithThe Editors, “Introduction,” dalam Facilitating Freedom of Religion or
Beliet> A Deskbook ed. Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr, dan Bahia G. Tahzib-Lie,(Leiden:
Martinus Nijhoff Publishers, 2004), xxxvii-xiii.

*David Llewellyn dan H. Victor Conde, “Freedom of Religion or Belief under International
Humanitarian Law and International Criminal Law” dalamFacilitating Freedom of Religion or
Belief: A Deskbooked. Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr, dan Bahia G. Tahzib-Lie(Leiden:
Martinus Nijhoff Publishers, 2004), 134-136.
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d. Kebebasan untuk menulis dan menyebarkan publikasi yang relevan
dengan keyakinan agama-agama.

e. Kebebasan untuk mengajarkan agama dan keyakinan di tempat-tempat
yang sesuai dengan tujuan pengajaran tersebut.

f. Kebebasan untuk meminta dan menerima bantuan ekonomi dan
bantuan lainnya baik dari individu maupun dari lembaga tertentu.

g. Kebebasan untuk melatih, menunjuk atau memilih pemimpin yang
tepat sesuai dengan persyaratan dan standardari setiap agama atau
keyakinan.

h. Kebebasan untuk merayakan hari libur dan upacara sesuai dengan
ajaran agama seseorang keyakinan.

i. Kebebasan untuk membangun dan menjaga komunikasi dengan
individu dan masyarakat dalam hal agama dan kepercayaan, baik di
tingkat nasional atau internasional.”’

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Wahid Institute. Menurut
mereka, ada dua wilayah kebebasan beragama yang dapat menjadi standar.
Pertama adalah forum internum, yaknikebebasan internal yang berisi
kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan
keyakinan serta hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut
suatu agama atau keyakinan. Hak-hak kebebasan inimengacu

kepadainstrumen-instrumen hukum di bawabh ini:

“David Llewellyn dan H. Victor Conde, “Freedom of Religion or Belief under International
Humanitarian Law and International Criminal Law” dalamFacilitating Freedom of Religion or
Belief: A Deskbooked. Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr, dan Bahia G. Tahzib-Lie(Leiden:
Martinus Nijhoff Publishers, 2004), 139.
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a. Hak kebebasan untuk menganut dan berpindah agama.
b. Hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama
atau kepercayaan tertentu.

Kedua adalah forum externum, yakni kebebasan eksternal untuk
memanifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk beribadah baik
secara pribadi maupun bersama-sama baik secara tertutup maupun terbuka,
kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, hak kebebasan untuk
menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari
besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak
untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk
mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola
organisasi keagamaan.loo

Pemaparan berbagai penjelasan di atas tentang aspek-aspek dan
komponen-komponen kebebasan beragama, menjelaskan satu kerangka

teori yang sama. Secara sederhana kerangka teori kebebasan beragama

tersebut dapat dipetakan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Forum / Kebebasan internum a. Hak untuk tidak dipaksa

menganut atau tidak menganut
agama tertentu.

b. Kebebasan menganut dan
berpindah agama.

Forum / Kebebasan eksternum a. Kebebasan untuk beribadah baik

secara pribadi maupun bersama-
sama, baik secara tertutup
maupun terbuka.

b. Kebebasan untuk mendirikan

1% Annual Report the Wahid Institute tentang Kebebasan Beragama dan Kehidupan Beragama di
Indonesia tahun 2008, 13-14.
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tempat ibadah.

c. Kebebasan untuk menggunakan
simbol-simbol agama.

d. Kebebasan untuk merayakan hari
besar agama.

e. Kebebasan untuk menetapkan
pemimpin agama.

f. Kebebasan untuk berpendapat,
mengajarkan dan menyebarkan
agama.

g. Kebebasan orang tua untuk
mendidikan agama anaknya.

h. Kebebasan untuk mendirikan dan
mengelola organisasi keagamaan.

Semua pembagian komponen-komponen di atas tersebut penting
untuk dijelaskan karena penulis akanmenjadikannya sebagai framework
theory atau kerangka teori dalam meneliti fatwa Majelis Ulama Indonesia
tentang perkawinan beda agama perspektif hukum Islam dan hak asasi
manusia.

B. Argumen Epistemologis perkawinan beda agama yang berkaitan dengan
kebebasan beragama dalam Hukum Islam: Klasik dan Kontemporer.

Sebelum membahas kebebasan beragama dalam perspektif hukum

Islam, perlu kiranya dijelaskan secara singkat tentang relativitas hukum Islam

secara umum mengenai perkawinan beda agama. Hukum Islam bersifat

dinamis, tergantung pada perubahan konteks waktu, tempat, dan

kondisi.'*'Pengertian relatif di sini adalah perubahan argumentasi dan produk

!""Terkait dengan hal ini, terdapat sebuah kaidah yang menjadi legitimasi perubahan tersebut,
yakni:obsil Jlsa¥ly 2 gally \Sally Glajll i ya® Artinya adalah sebuah fatwa atau produk
hukum berubah sesuai dengan kebutuhan konteks waktu, tempat, adat-istiadat, dan kondisi yang
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hukum yang awalnya dilarang menjadi diperbolehkan, legal menjadi illegal,
atau dipidana menjadi tidak dipidana.'” Relativitas dan dinamika hukum
Islam tersebut merupakan kausalitas dari perubahan faktor politik, sosial, dan

ckonomi yang selalu berkembang.'®’

Relativitas ini juga terjadi pada
permasalahan hak kebebasan beragama, yakni perbedaan-perbedaan hukum
yang difatwakan oleh para ahli hukum Islam klasik dan kontemporer sesuai
dengan konteks sosial dan politik tertentu. Oleh karena itu, sangat niscaya
bila terdapat perbedaan-perbedaan argumentatif dalam menyikapi konsep
kebebasan beragama dalam Islam, baik pada masa klasik ataupun masa
kontemporer saat ini.

Terdapat dua teori utama terkait dengan argumentasi kebebasan
beragama dalam hukum Islam. Pertama, teori yang berkesimpulan bahwa
argumentasi-argumentasi klasik cenderung melahirkan hukum yang intoleran
dengan kebebasan beragama. Kelompok yang mendukung teori ini mayoritas
melakukan rekonstruksi atas argumentasi-argumentasi filosofis dan
metodologis klasik. Kedua, teori yang berkesimpulan bahwa argumentasi
klasik masih menjadi argumen yang komprehensif dan sesuai dengan
semangat zaman, serta teori-teori hukum klasik dianggap masih memiliki

komitmen yang tinggi untuk menghadirkan hukum Islam yang pluralis.

Tokoh-tokoh yang mendukung kesimpulan teori pertama di antaranya adalah

meliputi hukum tersebut. Lihat Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah /‘/am al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-
‘Alamin (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Araby, 1983), 226.

"21smail Kuksal, Taghayyur al-Ahkam f7 al-Shari‘ah al-Islamiyyah (Beirut: Risalah, 2000), 27.
“Wael B. Hallaq, “From Fatwas to Furu’: Growth and Change in Islamic Substantive Law,”
Islamic Law and Society 1 (1994): 29-65.
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Abdullahi Ahmed an-Na’im yang berpendapat bahwasanyaargumentasi-
argumentasi hukum Islam klasik (dalam bahasa an-Na’im disebut dengan the
historical formulation of shari’ah) cenderung melahirkan hukum
yangmengekang kebebasan beragama. Oleh karena itu, menurutnya,
perlindungan kebebasan beragama dalam hukum Islam klasik tidak cukup bila
ditetapkan dengan standar Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
yang meneguhkan kesetaraan manusia tanpa melihat agama dan faktor
lainnya.'”An-Na’im berupaya mendekonstruksi argumentasi-argumentasi
metodologis klasik untuk melahirkan argumentasi-argumentasi baru dalam
perlindungan hak asasi manusia (salah satu yang menjadi konsen an-Na’im
adalah kebebasan beragama) yang akan penulis jelaskan pada sub bab di
bawabh.

Tokoh lainnya yang mendukung teori utama adalah Hasan Hanafi.
Menurutnya, argumentasi metodologis hukum Islam klasik cenderung teks-
oriented, yakni masih memprioritaskan teks daripada realitas dan
memprioritaskan kata daripada makna. Salah satu dampak dari argumentasi
tersebut adalah lahirnya produk hukum yang mengekang kebebasan beragama.
Oleh karena itu, Hasan Hanafi berupaya merekonstruksi usul fikih dengan
lebih menitikberatkan pada konteks dan realitias daripada teks, seperti dalam
ilmu wsul al-din yang lebih menitikberatkan pada revolusi daripada akidah,

dan dalam ilmu hikmah yang lebih menitikberatkan pada kreatifitas

1% Abdullahi A. an-Na’im dan Louis Henkin, “Islam and Human Rights: Beyond the Universality
Debate,” American Society of International Law 94 (2000): 98.
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daripadakekauvan.'’Shahram  Akbarzadeh dan  Benjamin MacQueen
mendukung gagasan Hasan Hanafi tersebut. Mereka berpendapat bahwa
penafsiran-penafsiran literal atas al-Qur’an dan hadits(penafsiran-penafsiran
model ini sering identik dengan argumen hukum Islam klasik) cenderung
melahirkan ruang pemisah antara batas-batas teloransi dalam al-Qur’an dan
hadits dengan standar international hak asasi manusia. Menurut mereka
berdua,model penafsiran tersebut sampai saat ini masih digunakan oleh
sebagian kelompok yang disebut dengan Muslim Tradisionalis. Selain itu,
alasan lain sebab adanya perdebatan antara hukum Islam dan standar hak asasi
manusia adalah bahwa proyek standar hak asasi manusia dianggap tidak lebih
dari sekedar upaya kolonialisme baru untuk menguasai dunia timur, khususnya
dunia Islam.'*

Pendapat lain yang mendukung teori pertama, yakni teori yang
menjelaskan bahwa argumentasi-argumentasi klasik cenderung melahirkan
hukum yang intoleran dengan kebebasan beragama adalah kesimpulan Ali S.
Asani  dalam  jurnal berjudul  Pluralism, Intolerance, and the
Qur’an.Menurutnya, argumentasi hukum Islam klasik tidak lagi relevan untuk
diterapkan pada masa saat ini. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan konteks
sosial dan politik dengan masa saat ini. Menurutnya, penafsiran-penafsiran

klasik tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam al-Qur’an

' Hasan Hanafi, Min al-Nass ila al-Wagi‘(al-Qahirah: Markaz al-Kitab lil Nashr, 2005), II: 583.
'%Shahram Akbarzadeh dan Benjamin MacQueen, “Framing the debate on Islam and human
rights,” dalam Is/am and Human Rights in Practice: Perspectives across the Ummah, ed. Shahram
Akbarzadendan Benjamin MacQueen (New York: Routledge, 2008), 1-3.
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disesuaikan dengan tujuan politik, sosial, dan budaya pada saat itu.'”’ Ia
menawarkan penafsiran-penafsiran baru terhadap ayat-ayat problematis dalam
al-Qur’an, seperti yang akan penulis paparkan pada sub bab di bawah
ini.Semua kesimpulan para tokoh di atas merupakan kesimpulan yang
mendukung teori pertama, yakn teori yang menjelaskan bahwa argumentasi-
argumentasi klasik cenderung melahirkan hukum yang intoleran dengan
kebebasan beragama.

Tokoh-tokoh yang mendukung teori kedua, yakni teori yang
menjelaskan bahwa argumentasi hukum Islam klasik dianggap masih memiliki
komitmen yang tinggi untuk menghadirkan hukum Islam yang pluralis, di
antaranya adalah David Johnston, Jack Donnelly, Muhammad al-Zuhaili.
Tokoh yang pertama, David Johnston, berpendapat bahwa pada abad
keduapuluh ini terdapat pergeseran epistemologi hukum Islam dari paradigma
naqli atau teks-oriented yang lebih mendahulukan teks dari pada nalar
manusia(dalam bahasa David Johnston disebut dengan paradigma ortodox) ke
paradigma ‘ag/iyang menjadikan akal sebagai salah satu sumber hukum, selain
al-Qur’an dan sunnah, dengan demikian akal dapat mencapai aspek substantif
dari teks atau syariat (hal ini disebut dengan maqasid al-shari‘ah). Pergeseran
tersebut akan berdampak kepada sikap utilitarianisme yang menghalalkan

segala macam metode penetapan hukum terutama untuk menegosiasikan

07413 S. Asani, “Pluralism, Intolerance, and the Qur’an,” The American Scholar 71 (2002): 52-

60.
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dengan perubahan sosial dunia modern saat ini.'”® Pergeseran epistemologi ini
juga akan berdampak pada semakin kuatnya teori universalitas dalam
diskursus hak asasi manusia, yakni teori yang menjelaskan bahwa segala
budaya memiliki nilai moral dan prinsip yang sama.'® Hal ini dapat kita
simpulkan bahwa sebenarnya David Johnston lebih setuju dengan teori yang
mengatakan bahwa setiap budaya memiliki moralitas masing-masing yang
tidak dapat disama-ratakan. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa
argumentasi hukum Islam klasik tentang hak asasi manusia (termasuk
kebebasan beragama) merupakan respon yang paling murni bagi budaya
keislaman di berbagai negara. Pendapat David Johnstondi atas tersebut sesuai
dengan pendapat dari tokoh hukum international yakni Jack Donnelly. Pada
awalnya, Jack Donnelly memiliki kesimpulan bahwa budaya dan moralitas
tidak tunggal dan universal, melainkan bermacam-macam sesuai dengan
kultur setempat. Pandangannya tentang relativitas moral dan budaya tersebut,
mempengaruhi perspektifnya dalam mengkaji kebebasan beragama dalam
Islam yang mirip dengan kesimpulan David Johnston di atas.''’

Pendapat lainnya yang mendukung teori kedua adalahMuhammad al-
Zuhaili. Ia menjelaskan bahwa magasid al-shari‘ah klasikmerupakan pondasi
dan prinsip dasar hak asasi manusia yang di antaranya adalah hak kebebasan

beragama. Menurutnya, konsep maqasid al-shari‘ah klasik yang terkonsep

"%David Johnston, “A Turninthe Epistemology and Hermeneuticsof Twentieth Century Usulal-
Figh,” Islamic Law and Society 11 (2004): 233-236.

"“David Johnston, “Maqasid al-Shari‘a: Epistemology and Hermeneutics of Muslim Theologies
of Human Rights,” Die Welt des Islams 47 (2007): 149-187.

"Jack Donnelly, International Human Rights (Colorado: Westview Press, 2007), 38-55.
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dalam tiga bagian: daruriyyat, hajjivat, dan tahsiniyyat, sangat menekankan
pada kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Salah satu kemaslahatan

" Kesimpulan-

tersebut adalah kebebasan dalam beragama atau hifz al-din.
kesimpulan di atas tersebut merupakan kesimpulan yang mendukung teori
kedua, yakni teori yang menjelaskan bahwa argumentasi klasik masih menjadi
argumen yang komprehensif dan sesuai dengan semangat zaman, serta teori-
teori hukum klasik dianggap masih memiliki komitmen yang tinggi untuk
menghadirkan hukum Islam yang pluralis.Penjelasan di atas menjelaskan
bahwa sebenarnya terdapat dua tataran argumen terkait kebebasan beragama
dalam hukum Islam yaitu tataran normatif dan tataran maqasid al-shari‘ah.
Diskursus tentang argumen-argumen ini akan dijelaskan dengan rinci dalam
sub bab di bawah ini.
1. Argumen Normatif
Diskursus hukum Islam klasik dan kontemporer tentang kebebasan
beragama selalu didasarkan kepada argumentasi normatifal-Baqarah ayat
256 yang berarti “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang
sesat "Menurut al-Razi (w. 604 H) dan Qurtubi (w. 671 H), ada beberapa

pendapat mengenai penafsiran ayat di atas.''> Penafsiran pertama

berpendapat bahwa ayat ini telah dihapus (naskh)oleh surat al-Taubah ayat

""Muhammad al-Zuhaili,“Maqasid al-Shari‘ah: Asas li Huqugq al-Insan,” [Artikel], (al-Maktabah
al-Islamiyyah), http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lan
g=&Babld=3&Chapterld=3&Bookld=287&Catld=0&startno=0 (diakses 31 Maret, 2015).
"2Fakhr al-Din al-Razi, TafSir al-Kabir (Bayrut: Dar al-Fikr, 1981), VII: 15-17.Lihat juga Abi
‘Abd Allah al-Qurtubi, al-Jami‘ li-Ahkam al-Qur’an (Beirut: Muassah al-Risalah, 2006), IV: 280.
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73 yang menjelaskan bahwa Nabi pernah memaksa dan memerangi orang
Arab agar masuk Islam. Penafsiranini memiliki kesimpulan yang ekstrim,
yakni Islam membolehkan pemaksaan untuk memeluk agama Islam,
seperti yang telah dilakukan Nabi dalam surat al-Taubah ayat 73 tersebut.
Penulis belum menemukan satupun kitab tafsir atau hukum Islam yang
berpendapat seperti pendapat di atas.Menurut penulis, penafsiran di atas
tersebut hanya diikuti oleh sebagian kecil para ulama klasik, sehingga
pendapatnya tidak popular dalam diskursus kebebasan beragama.
Penafsiran kedua menyatakan bahwa surat al-Baqarah ayat 256 ini
tetap berlaku, karena turun kepada ahl/ al-kitab yang membayar pajak
(jizyah), sedangkan surat al-Taubah ayat 73 tersebut turun kepada
penyembah berhala.Penafsiran kedua ini berpendapat bahwa kedua ayat
tersebut memiliki wilayahnya masing-masing.Penafsiran ketiga atas ayat
256 dalam surat al-Baqarah tersebut lebih melihat asbab al-nuzul (sebab-
sebab turunnya ayat), yakni mengenai seorang perempuan Yahudi yang
tidak memiliki anak dan berjanji jika memiliki anak, maka akan

113

memaksanya untuk masuk agama Yahudi. ~ Menurut penafsiranketiga ini,

memaksa seseorang untuk memeluk Islam, merupakan cara yang dilarang

"BTerdapat penjelasan lain tentang asbab al-nuzul ayat 256 surat al-Baqarah, yakni ayat ini
diturunkan berkaitan dengan kelompok ansar yang hendak memaksa anaknya untuk masuk Islam,
sedangkan anak mereka lebih memilih memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Riwayat lain tentang
asbab al-nuzul ayat tersebut yakni tentang Abu al-Husain yang memiliki dua anak laki-laki yang
memeluk agama Nasrani setelah pulang dari berdagang di Syam. Abu al-Husain hendak memaksa
mereka untuk kembali memeluk Islam. Lihat Abi Ja‘far Muhammad bin Jarir al-Tabari, 7afsir al-
Tabari: Jami‘ al-Bayan ‘an Ta’wil ay al-Qur’an (al-Qahirah: Maktabah Ibn Taymiyah, t.t), V:
407-412.
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oleh shari’ah itu sendiri.''*Penafsiran kedua dan ketiga merupakan
penafsiran yang banyak diyakini oleh mayoritas para ulama klasik. Hal ini
dapat dilihat dari penafsiran-penafsiran yang mayoritas berpendapat
bahwa ayat tersebut menjadi landasan utama.

Pendapat-pendapat yang mendukung penafsiran kedua dan ketiga
adalah Qatadah dan "Ata’. Mereka berdua berpendapat bahwa ayat
tersebut memiliki kesimpulan bahwa selama ah/ al-Kitab (penganut agama
Yahudi dan Nasrani) mau membayar pajak, maka mereka tidak boleh
diperangi. Akan tetapi bila mereka tidak mau membayar pajak, maka
mereka boleh diperangi dan dipaksa masuk Islam. Pendapat ini dinukil dan
diperkuat oleh mayoritas ulama klasik dalam berbagai kitabnya, di
antaranya adalah al-Tabari (w. 310 H) dan al-Baghawi (w. 516 H).'"
Salah satu ahli tafsir Mu‘tazilah, yakni al-Zamakhshari (w. 513 H) dan Ibn
Kathir (w. 774 H) ketika menafsirkan ayat di atas tersebut, menjelaskan
bahwa Allah melarang umat Islam memaksa seseorang untuk masuk Islam.
Ia memiliki pandangan bahwa masalah keimanan adalah masalah hidayah
atau petunjuk dari Allah, jika sekiranya Allah membuka hatinya, maka dia
akan masuk Islam. Ayat ini sesuai dengan ayat 99 surat Yunus:

“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang

yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak)

memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman
semuanya?”’

" Al-Qurtubi, al-Jami‘ li-Ahkam al-Qur’an, TV: 280-281.
"SAl-Tabari, Tafsir al-Tabari, V: 414-415. Lihat juga Abu Muhammad al-Husain bin Mas‘ud al-
Baghawi, Tafsir al-Baghawi, Ma‘alim al-Tanzil (Riyad: Dar Tayyibah, 1409 H), I: 314.
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Menurut al-Zamakhshari, ayat ini memiliki kandungan makna
bahwa Allah SWT tidak menghendaki hambanya beriman karena terpaksa
atau dipaksa, akan tetapi Allah SWT menghendaki agar hambanya

"¢ Hal ini menunjukkan

beriman dengan keyakinan yang sesungguhnya.
bahwa keimanan dan keyakinan merupakan aspek yang paling
fundamental dalam diri manusia. Ia harus benar-benar lahir dari hati nurani
yang merdeka tanpa ada paksaan.

Apa yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa mayoritas
ahli hukum klasik, menghargai hak seseorang untuk memilih agama yang
sesuai dengan keyakinannya masing-masing, meski masih dibatasi untuk
mereka yang telah membayar pajak (jizyah) kepada negara. Hal ini juga
diakui oleh para ulama kontemporer seperti Sa‘id Ramadanal-Buti.
Menurutnya, kebebasan (al-hurriyyah) dalam  berpendapat dan
berkeyakinan dalam beragama merupakan prinsip yang dijunjung tinggi
oleh Islam. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan Nabi di Madinah yang
bertetangga dan bernegara bersama dengan komunitas kaum Yahudi.'"”
Senada dengan kesimpulan di atas, Muhammad al-Zuhaili berpendapat
bahwa kebebasan beragama dalam Islam adalah sebuah bentuk toleransi

kepada non-Muslim, yakni Islam mengakui hak kebebasan beragama bagi

kaum non-Muslim. Menurutnya, sesuai dengan ayat di atas, Islam

"°Abi al-Qasim Mahmud bin ‘'Umar al-Zamakhshari al-Khawarizmi, 7afSir al-Kashshaf ‘an
Haqaiq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta’wil (Bayrut: Dar al-Ma‘rifah, 2009),I11:
146. Lihat juga Ibn Kathir al-Dimshaqi, 7afSir al-Qur’an al-Karim (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
1998), I: 521.

""Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti, Hurriyyat al-Insan £i Zill ‘Ubudiyyatih Lillah (Damshiq:
Dar al-Fikr, 1992),80-83.



67

melarang umatnya memaksa umat agama lain untuk memeluk Islam. Hal
ini karena memberi kebebasan kepada seseorang untuk masuk Islam adalah
prinsip dan rukun mendasar dalam Islam.''®

Mayoritas ahli tafsir dan hukum berpendapat bahwa Islam
melarang tindakan paksa dalam menyerukan seseorang untuk memeluk
Islam. Setiap orang di luar Islam memiliki hak untuk memeluk agama
yang mereka yakini, tetapi hal ini berbeda ketika seorang muslim-
muslimah keluar dari Islam (murtad-apostasy).Ulama klasik (khususnya
para ahli hukum Islam abad awal) mengembangkan sebuah aturan bagi
orang murtad (seorang muslim yang keluar dari Islam). Aturan-aturan
tersebut termasuk dalam lingkup pidana dan perdata.''” Mayoritas para
ulama klasik berpendapat bahwa orang murtad yang tidak bertaubat, maka

hukumannya adalah hukuman mati.'?’

Mayoritas fikih klasik menjelaskan
bahwa setelah vonis murtad dibacakan, tidak secara otomatis dijatuhi
hukuman mati, hakim harus memberikan waktu tiga hari untuk bertaubat.

Jika ia tetap konsisten dengan keyakinannya, maka hukuman mati dapat

dieksekusi.'”' Pendapat para ulama klasik tersebut berangkat dari hadis

"8Muhammad al-Zuhaili, “al-Hurriyah al-Diniyyah fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah: Ab‘aduha wa
Dawabituha,” Majallat Jami‘ah Damshiq lil ‘Ulum al-Iqtisadiyyah wa al-Qanuniyyah 27 (2011):
386-388.

""Rudolph Peters dan Gert J.J. De Vries, “Apostasy in Islam,” Die Welt des Islams 7 (1977):
1.Lihat juga Frank Griffel, “Toleration and Exclusion: Al-Shafi’i and al-Ghazali on hte
Treatment of Apostates,” Bulletin of the School of Oriental and Afiican Studies, University of
London 64 (2001): 340-341.

’Nu‘man ‘Abd al-Razzaq al-Samarra‘l, Ahkam al-Murtad fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah (Riyad:
Dar al-‘Ulum li al-Taba‘ah wa al-Nashr, 1983), 183.

'21“Abd al-Rahman al-Juzayri, a/-Figh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah (Kairo: al-Maktab al-Thaqafi,
2000), 303. Lihat juga Abi Ishaq al-Shayrazi, al-Muhadhdhab i Figh al-Imam al-Shafi ‘i (Beirut:
Dar al-Shamiyyah, 1996) V: 211. Abu Hamid Al-Ghazali, al-Wajiz fi Figh al-Imam al-
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Nabi yang berbunyi man baddala dinah fagtuluh, hadis ini memerintahkan
membunuh orang yang berpindah agama dari Islam, dan hadis /a yahillu
dam imri’in muslim illa bi-ihda thalath.'** Hadis ini diriwayatkan oleh
Imam al-Bukhari (w. 196 H) dalam Sahih al-Bukhari.'**Sedangkan terkait
dengan hukuman bagi murtadah (muslimah yang keluar dari Islam),
terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik. Mayoritas para
ulama berpendapat bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama
dihukum mati. Sedangkan bagi Imam Abu Hanifah (w. 80 H), muslimah
yang keluar dari Islam tidak dihukum mati seperti perempuan non-
muslim.'** Pendapat ini juga diyakini oleh sebagian ahli tafsir dan hukum
Islam kontemporer, semisal Wahbah al-Zuhaili yang berpendapat bahwa
manusia bebas dalam memilih agama atau kaidah yang dipandang sesuai
dengannya. Inilah hak dasar setiap manusia sebelum mereka memilih
memeluk Islam sebagai agamanya, tetapi ketika seseorang telah
menyatakan keislamannya, ia tidak lagi memiliki kebebasan dalam hal
beragama.'” Hukuman ini berlaku umum, baik bagi umat Islam yang

murtad dan tidak memusuhi Islam (murtad dhimmi) maupun yang

Shati ‘(Beirut: Dar al-Arqam, 1997), II: 165. Dan Abu Zakariyya al-Dimshaqi, Rawdah al-Talibin
(Riyad: Dar al-‘Alam al-Kutub, 2003),VII: 28.

"2Abu al-Qasim ‘Abd al-Karim al-Rafi<i, al-‘Aziz Sharh al-WajiABayrut: Dar al-Kutb al-
‘Tlmiyyah, 1997), X1I: 97. Lihat juga Ibn Rushd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Mugtasid (Jeddah: al-Haramain, t.t), 1: 459.

"“Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-BukhariKairo: Dar Ibn al-Haytam, 2004), 354.
"*Ibn Rushd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid, 1: 459.

ZWahbah az-Zuhaili, Kebebasan dalam Islam, diterjemahkan oleh Ahmad Minan dan Salafuddin
Ilyas(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 153-159.
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memusuhi Islam (murtad harbi)."* < Abd al-Qadir ‘Audah dalam salah satu
bukunya menjelaskan bahwa hukuman bagi orang murtad beragam sesuai
dengan tingkat kemurtadannya. Pertama, ‘uqubah asliyah (hukuman asli)
yang berupa hukuman mati. Kedua, ‘uqubah badalivah (hukuman
pengganti) yang berupa hukuman ¢a’zir seperti cambuk, diasingkan, denda
dan ta‘zidainnya. Ketiga, ‘uqubah taba‘iyyah (hukuman ketundukan) yang
dapat berupa dua macam: yakni merampas harta bendanya atau membatasi
hak sosialnya.'*’

Penjelasan ini menyimpulkan bahwa hak kebebasan beragama
dalam argumentasi normatif fikih klasik hanya terbatas pada sikap toleran
kepada umat agama lain. Sedangkan bagi orang yang keluar dari Islam,
tetap dikenai sanksi baik berupa hukuman mati atau hukuman-hukuman
lainnya, meskipun dengan syarat-syarat tertentu. Penjelasan di atas
menjadi salah satu argumentasi Shahram Akbarzadeh dan Benjamin
MacQueen berpendapat bahwa penafsiran literal atas al-Qur’an dan hadits
(penafsiran model ini sering identik dengan argumen hukum Islam klasik)
cenderung mengaburkan batas-batas teloransi dalam al-Qur’an dan
hadits.'"”® Menurut penulis, model penafsiran tersebut sampai saat ini
masih diikuti oleh sebagian kelompok yang disebut dengan Mus/im

Tradisionalis.

'2°Abu Zakariyya Muhyi al-Din bin Sharf al-Nawawi, Kitab al-Majmu* Sharh al-Muhazzab lil
Shairazi (Jiddah: Maktabah al-Irshad, t.t), XX: 275-278.

127 Abd al-Qadir ‘Audah, al-Tasyri* al-Jina’7 al-Islami: Mugaranan bi al-Qanin al-Wad TBairut:
Mu’assasah al-Risalah, 1997), II: 720-731.

'28Shahram Akbarzadeh dan Benjamin MacQueen, “Framing the debate on Islam and human
rights,” dalam fs/am and Human Rights in Practice: Perspectives across the Ummah, ed. Shahram
Akbarzadendan Benjamin MacQueen (New York: Routledge, 2008), 1-3.
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Argumen normatif hukum Islam klasik ini berbeda dengan apa
yang nyatakan dalam UDHR (the Universal Declaration of Human Right)
yang akan penulis jelaskan pada sub-bab di berikutnya. UDHR merupakan
salah satu semangat perdamaian dunia. Lebih khusus, hak asasi manusia
merupakan bukti budaya baru toleransi dan perdamaian lintas agama. Hal
ini patut disyukuri, mengingat pada abad pertengahan, hubungan antara
agama, khususnya Islam dengan agama lain, tidak lepas dari peperangan
dan permusuhan, yang sedikit banyak juga mempengaruhi produk hukum
Islam seperti yang telah dijelaskan di atas. Mengingat saat ini,
keharmonisan hubungan antar agama semakin tinggi dan kondisi sosial-
politik dan sosial-budaya mulai berkembang, maka tidak mengherankan
bila banyak para pemikir kontemporer berupaya untuk merekonstruksi
argumen normatif hukum Islam dengan berbagai metodologi-metodologi
yang juga merupakan hasil rekonstruksi dari metodologi-metodologi
klasik.

Di antara para pemikir kontemporer tersebut adalah Abdullahi
Ahmed an-Na’im, Jasser Auda, Akram Rida, Jamal al-Banna, dan pemikir-
pemikir lainnya. Semisal an-Na’im merekonstruksinasikh-mansukh'*’yang

lebih menitikberatkan kepada penghapusan ayat-ayat Madaniyyah dan

" Teori nasikh-mansukh an-Na’imini berbeda terbalik dengan teori mayoritas ahli hukum Islam,
yakni: penghapusan hukum atau dalil syar7 dengan hukum atau dalil syar%7 yang datang
setelahnya. Menurut an-Na’im, ayat-ayat yang dihapus tersebut, pada dasarnya hanya dihapus
karena kebutuhan waktu dan ditangguhkan sampai waktu yang sesuai datang. Apabila kemudian
waktunya tiba, ayat-ayat tersebut mempunyai ketetapan hukum kembali, sehingga menjadi ayat
yang diberlakukan (al-ayat al-muhkamat) dan menjadi basis legislasi yang baru. Lihat Abdullahi
Ahmed an-Na’im, 7oward An Islamic Reformation: Civil Liberties, Human rights, and
International Law (New York: Syracuse University Press, 1990), 58-60.
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memberlakukan ayat-ayat Makkiyah ketika ada pertentangan dapat
melahirkan hukum Islam yang lebih humanis dan sesuai dengan semangat
kemanusiaan internasional. Hal ini dikarenakan ayat-ayat Makkiyah
merupakan ayat-ayat universal yang menghargai setiap keyakinan
individu."”" Semisal ayat 256 surat al-Baqarah yang memiliki makna
kebebasan beragama merupakan dasar untuk menghapus ayat-ayat yang
mengandung kekerasan dalam beragama yang mayoritas berupa ayat-ayat
Madaniyyah.Ali S. Asani memberikan contoh lain ayat Makkiyah yang
mencerminkan nilai-nilai universal dan egaliter, yakni surat al-Hujarat
ayat 13:
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan
kamu berbagnsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling
mengenal. Sungguh! Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Mahateliti.”

Menurutnya, ayat-ayat Makkiyah yang mengandung nilai-nilai
universal merupakan ayat-ayat utama yang menjadi bukti bahwa al-Qur’an
penuh dengan nilai-nilai pluralitas yang tinggi.Ayat Makkiyah ini menjadi
pijakan dasar rekonstruksi an-Na’im dalam teori nasikh-mansukinya.

An-Na’im  menjelaskan  meskipun  keluar dari  Islam

(riddah/apostasy) dikecam oleh al-Qur’an dengan kata-kata yang paling

keras, namun al-Qur’an tidak menetapkan hukuman apapun bagi muslim

0Apa yang diyakini an-Na’im tersebut sedikit mirip dengan yang dijelaskan oleh Al-Shatibi. Ia
menjelaskan bahwa ayat Makkiyah merupakan ayat dasar dalam bidang hukum dan keimanan.
Lihat Abu Ishaq al-Shatibi, al-Muwataqat fi Usul al-Shari ‘ah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
2004),528-531.
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yang keluar dari Islam. Tetapi, mayoritas ahli hukum Islam klasik
mengklasifikasikan riddah sebagai had yang dapat dihukum mati dengan
berlandaskan kepada sunnah. Menurut an-Na’im, pengklasifikasian seperti
ini melanggar hak asasi kebebasan beragama, yang didukung oleh al-
Qur’an dalam sejumlah ayatnya.'*'Sependapat dengan an-Na’im, Jawdat
Sa’id menjelaskan bahwa surat al-Baqarah ayat256 merupakan nash yang
jelas mengharamkan pemberian hukuman mati bagi orang yang keluar dari
Islam.la berpendapat bahwa hadis man baddala dinah faqtuluh tersebut
tidak dapat membatalkan al-Qur’an yang menjamin hak kebebasan
beragama setiap individu, karena ayat tersebut merupakan ayat yang
kukuh, kuat, pasti dan jelas. Dalam prakteknya, Nabi pun tidak pernah
memerintahan membunuh membunuh musyrik Quraisy, semisal dalam
kasusPerjanjian Hudaibiyah.*> Hal ini semakin menguatkan pendapat di
atas bahwa kebebasan memilih agama juga menjadi hak bagi setiap
muslim yang hendak keluar dari Islam.

Terdapat penjelasan yang komprehensif dari Jamal al-Banna, dalam
bukunya yang berjudul ‘“Hurriyyah al-Fikr wa al-‘Itigad fi al-Islam’,
setelah mengumpulkan beberapa ayat yang berkaitan dengan penjelasan
tentang riddah, iamenjelaskan bahwa al-Qur’an tidak menjatuhkan
hukuman bagi orang yang keluar dari Islam. Hal ini karena aspek imam

dan kufur merupakan aspek individu, bukan merupakan aspek publik yang

B! Ahmed an-Na’im, Toward An Islamic Reformation, 175-179.
2Jawdat Sa‘id, La Ikrah f7 al-Din: Dirasah wa Abhath f7 al-Fikr al-Islam{Damaskus: al-‘Ilm wa
al-Salam lil-Dirasah wa al-Nashr, 1997),38.
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harus dijatuhi sanksi oleh negara atau pemerintah.'*® Selain itu, Mirza
Tahir Ahmad, ketika menjelaskan ayat 217 surat al-Baqarah yang
memiliki arti:
“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia
mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di
dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka
kekal di dalamnya’,

Ia berpendapat bahwa riddah merupakan salah satu aspek hak
kebebasan beragama yang fundamental.'** Sedikit mirip dengan Jamal al-
Banna dan pemikir kontemporer lainnya, Akram Rida Mursi menjelaskan
bahwa dalam al-Qur’an tidak ditemukan penjelasan tentang hukuman bagi
murtad atau orang yang keluar dari Islam, kecuali hanya sebatas petunjuk
tentang adanya siksaan yang pedih di dunia dan akhirat.'*

Salah satu ahli tafsir Indonesia kontemporer, Quraish Shihab,
berpendapat bahwa dalam konteks pemimpin dan penguasalah, hadis Nabi
yang berbunyi man baddala dinah faqtuluh harus dipahami. Menurutnya,
hadis tersebut dan hadis lainnya yang berkaitan dengan larangan pindah
agama, harus dilihat sebagai bentuk kebijaksanaan Nabi dalam menata
suatu masyarakat. Hal ini yang perlu dipertimbangkan, yakni melihat
dasar pertimbangan Nabi apakah sebagai peletak syari’at atau sebagai

pemimpin masyarakat yang dapat berubah sesuai dengan perubahan

konteks situasi. Menurutnya, dapat saja hadis tersebut hanya berlaku

'3 Jamal al-Banna, Hurriyyah al-Fikr wa al-‘Itigad f7 al-Islam (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, t.t),
17.

"Declan O’Sullivan, “The Interpretation of Qur’anic Text to Promote or Negate the Death
Penalty for Apostates and Blasphemers,” Journal of Qur’anic Studies 3 (2001): 65.

133 Akram Rida Mursi, a/-Riddah wa al-Hurriyah al-Diniyyah (t.t Dar al-Wafa’, 2006), 41.
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dalam masyarakat tertentu saja. Hal ini juga diyakini oleh Ali S. Asani dan
Muhammad Jum‘ah Ahmad yang berpendapat bahwa ijtihad Nabi tidak
seluruhnya berlaku universal karena terbatas pada ruang dan waktu.'*® Hal
itu dikarenakan adanya perbedaan konteks sosial dan politik dengan masa
saat ini.”’Dengan demikian terdapat titik-temu antara al-Qur’an yang
universal dengan hadis Nabi yang sebagiannya dianggap relatif karena
didasarkan pada pertimbangan kondisi. Dalam konteks ini pula Jawdat
Sa’id berpendapat bahwa hadis man baddala dinah fagtuluh seperti yang
telah dijelaskan di atas tidak dapat membatalkan al-Qur’an yang
menjamin hak kebebasan beragama setiap individu, sesuai dengan ayat /a
ikrah £7 al-din."*® Hal ini juga dijelaskan oleh Masykuri Abdillah dalam
salah satu artikelnya, bahwa meskihadis man baddala dinah
fagtuluhmerupakan hadis ahadyang sahih, tetapi sanad hadis ‘amali yang
menyatakan bahwa Nabi melaksanakan hukum mati terhadap orang
murtad adalah lemah (dha’ifj). Menurut Masykuri Abdillah, para ulama
klasik memberikan hukuman mati kepada orang murtad tidak dapat
dilepaskan dari realitas sosiologis dan politis pada waktu itu, dimana
hubungan antar kelompok masyarakat didasarkan pada hubungan konflik.
Ketika seseorang keluar dari komunitas (agama) dan bergabung dengan

komunitas (agama) lain, maka ia akan menjadi musuh bagi komunitas

Muhammad Jum’ah Ahmad, “al-Ijtihad al-Maslahi lil-Nabiy wa Daurh fi Ta’sil Qawa‘id al-
Usul wa Fath Bab al-ljtihad ‘inda ‘Ulama’ al-Muslimin,” Majallah Surr Man Ra’a9 (2013): 205.
Y7Ali S. Asani, “Pluralism, Intolerance, and the Qur’an,” 7he American Scholar 71 (2002): 52-

60.

Y8 yawdat Said, La lTkrah 7 al-Din, 38.
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awalnya. Masykuri berpendapat bahwa apa yang terjadi di atas ini tidak
lagi menjadi budaya untuk saat ini, dimana hubungan antar kelompok
didasarkan pada perdamaian yang dikontrol oleh masing-masing negara
dan hukum internasional.'*

Diskursus argumen normatif tentang kebebasan beragama di
atasmemberikesimpulan bahwa kebebasan beragama dalam perspektif
hukum Islam masih menuai perdebatan panjang tentang batas-batas
kebebasan beragama itu sendiri. Perdebatan tersebut berkisar antara
doktrin hukum Islam klasik dengan doktrin baru yang dihasilkan oleh para
pemikir kontemporer. Menurut Khaled Abou El Fadl, diskursus ini
bermuara kepada dua model penafsiran al-Qur’an: penafsiran kontekstual
dan penafsiran tekstual. Penafsiran kontekstual adalah penafsiran yang
mempertimbangkan aspek sosial kewahyuan al-Qur’an dan konteks masa
saat ini. Sedangkan penafsiran tekstual cenderung mengabaikan aspek-
aspek sosial dan historis al-Qur’an. Menurutnya, penafsiran tekstual
cenderung dimanfaatkan oleh kelompok radikal Islam untuk memperkuat
orientasinya yang eksklusif dan intoleran.'*

Perdebatan dalam diskursus kebebasan beragama tidak hanya
terjadi pada tataran argumentasi normatif saja, melainkan juga terjadi

pada tataran argumentasi filosofis hukum Islam. Argumentasi-argumentasi

""Masykuri Abdillah, “Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di
Indonesia,” Jurnal Migot 38 (2014): 381-382.
K haled Abou El Fadl, The Place of Tolerance in Islam (Boston: Beacon Press, 2002), 11.
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filosofis tersebut lebih banyak bermuara kepada nilai-nilai substantif yang
sering disebut dengan maqasid al-shari ‘ah (tujuan-tujuan syari’at).
C. Problem Universalisme Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu konsep etika modern
dengan gagasan pokok penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan.
Gagasan ini membawa kita kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana
seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Oleh karena itu, hak
asasi manusia merupakan unsur normatif yang melekat pada setiap diri
individu yang dalam segi penerapannya berada pada ruang lingkup hak
mendapatkan kesetaraan dan hak mendapatkan kebebasan yang berhubungan
dengan interaksi antar individu atau instansi.

Membahas hak asasi manusia secara umum dan hak kebebasan
beragama secara khusus, tidak akan dapat dilepaskan dari pembahasan tentang
politik international. Hal ini dikarenakan lahirnya deklarasi-deklarasi hak
asasi manusia sebagai sebuah prinsip dan dasar kemanusiaan internasional
disebabkan oleh peristiwa-peristiwa politik masa dahulu.Sebuah kesadaran
manusia akan sesuatu yang sangat penting dan berharga terkadang lahir dari
peristiwa dramatis. Sebagai contoh, penemuan lubang ozon di Antartika pada
tahun 1985 memberikan kontribusi signifikan atas tumbuhnya kesadaran
manusia akan pentingnya lapisan ozon. Kesadaran tersebut diawali dengan

141

lahirnya Protokol Montreal pada tahun 1987."'Hal ini mirip dengan awal

"“Iprotokol Montreal adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi
lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas
berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini terbuka untuk ditandatangani pada 16 September 1987
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lahirnya deklarasi hak asasi manusia internasional yang disebabkan oleh
peristiwa holocaust, yakni pembunuhan massal secara sistematis yang
dilakukan oleh Jerman terhadap jutaan warga sipil selama perang dunia II.'*?
Oleh karena itu, menurut Jack Donnelly, sebelum Perang Dunia II, hak asasi
manusia selalu dilanggar oleh mayoritas negara kolonial karena kurangnya
kepedulian dan kesadaran atashak asasi tersebut.'* Dengan demikian,
deklarasi-deklarasi hak asasi manusia tersebut merupakan awal perkembangan
moral manusia yang oleh Michael Ignatif disebut dengan “moral progress’,
yakni perkembangan hak asasi manusia merupakan dasar perkembangan moral

manusia.'** Apa yang dijelaskan oleh Michael Ignatif juga menjadi pendapat

mayoritas para ilmuwan. Masykuri Abdillah menjelaskan bahwa hak asasi

dan berlaku sejak 1 Januari 1989.Lihat Guus J.M. Velders, “The Importance of the Montreal
Protocol in Protecting Climate,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America 104 (2007): 4815.

"2Secara historis, ide tentang adanya hak asasi dalam diri manusia sudah berkembang pada abad
ke 15 M. Salah satu pelopornya adalah John Locke. Menurutnya, hak asasi adalah hak-hak
moralitas yang tidak dapat dilanggar oleh otoritas publik manapun. Dalam pandangan liberalnya,
setiap individu adalah makhluk yang setara dan otonom yang hak alaminya mendahului hukum
nasional dan internasional. Salah satu dari hak moralitas tersebut adalah hak kebebasan
beragama. Hal ini dapat dilihat dari piagam John Locke yang berjudul “A Letter Concerning
Toleration”. Dalam piagam tersebut, John Locke terlihat berbicara sebagai orang yang beriman.
Ia menjelaskan bahwa karya tersebut telah membebaskan manusia dari seluruh kekuasaan atas
satu sama lainnya dalam hal agama. Pendapat ini didukung oleh John P. Humphrey. Menurutnya,
diskursus tentang hak asasi dan kemerdekaat fundamental manusia telah menjadi perhatian para
filsuf, politikus, dan ahli hukum klasik. Mereka selalu mempertanyakan dan mendiskusikan
tentang hubungan masyarakat dengan negara, perlindungan terhadap manusia, dan saling
mengutarakan tentang martabat manusia yang esensial. Lebih lengkapnya lihat jurnal Sanford
Kessler, “John Locke’s Legacy of Religious Freedom,” Palgrave Macmillan Journals 17 (1985):
484. Dan John P. Humphrey, “The Universal Declaration of Human Rights,” International Journal
4 (1949): 351.

"SJack Donnelly, International Human Rights, 4-5.

“‘Michael Ignatieff, Human Rights as Politics and Idolatry (New Jersey: Princeton University
Press, 2001), 4. Hal ini juga didukung oleh berbagai ilmuwan dari Universitas Harvard dengan
salah satu jurnalnya. Lihat The President and Fellows of Harvard College, “The Universal
Declaration of Human Rights,” Health and Human Rights3 (1998): 177-178.
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manusia pada hakikatnya merupakan hak moral, bukan hak politik. Oleh
karenanya, seseorang bisa hidup meski tanpa adanya organisasi politik.'*

Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan
sebuah piagam hak asasi manusia yang dikenal dengan Universal Declaration
of Human Rights (UDHR). Meski demikian, piagam ini hanya sekedar
deklarasi PBB dan tidak mengikat menjadi hukum bagi negara-negara yang
tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.Menurut Mary Robinson,
piagam ini merupakan deklarasi pertama yang bertujuan untuk
meningkatkanhak  asasi seluruh  umat manusia. Menurutnya,
kehancuranPerang Duniall membuat masyarakat dunia bersediauntuk
berkomitmen melindungi dan memelihara standar-standarperlindunganhak
asasi manusia.'*® Meski piagam ini bukan merupakan perjanjian internasional
dan tidak mengikat, akan tetapi terdapat beberapa negara yang tidak
memberikan suara (abstain) seperti Arab Saudi yang menganggap piagam
tersebut tidak mengakui hak-hak asasi sebagai karunia Tuhan dan melanggar
al-Qur’an dengan menyatakan hak untuk berpindah agama. Perbedaan
pandangan ini akhirnya melahirkan deklarasi baru yang akan penulis jelaskan
pada paragraf di bawah.'*’

Instrumen hak asasi manusia baru menjadi hukum yang mengikat

dimulai pada tahun 19 Desember 1966 dengan dibuatnya dua perjanjian yang

""Masykuri Abdillah, “Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di
Indonesia,” Jurnal Migot 38 (2014): 375-376.

'**Mery Robinson, “The Universal Declaration of Human Rights: Hope and History,” Health and
Human Rights3 (1998): 27.

'“"Robert Traer, “Human Rights in Islam,” Is/amic Studies 28 (1989): 117.
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dikenal dengan /nternational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
yang mengatur tentang hak sipil dan politik dan /nternational Covenant on
Economic, Social and Culture Rights (ICESCR) yang mengatur hak ekonomi,
sosial dan budaya. Dua perjanjian ini lahir sebagai tindak lanjut dari
deklarasipiagam UDHR yang dianggap masih mengandung ketidaksetaraan
antara hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana tradisi hak asasi manusia
klasik."*® Oleh karena itu, tidak mengherankan bila banyak tokoh hukum
internasional yang berpendapat bahwa banyak kemiripan dalam
piagam Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on
Civil and Political Rights ini.'* Dengan demikian, perjanjian ini cermin dari
semangat untuk terus memperbaiki unsur-unsur perlindungan atas hak asasi
manusia di seluruh dunia.Setelah dua perjanjian ini diterbitkan dan diadopsi
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966, maka instrumen hak asasi
manusia telah mengikat kepada seluruh negara-negara anggota, termasuk
Indonesia. Perjanjian ini juga memiliki protokol opsional untuk menambah
standar dan aturan yang terdapat dalam dua perjanjian tersebut.Protokol
pertama ICCPR adalah Protokol Opsional yang mulai berlaku pada tanggal 23
Maret 1976. Protokol untuk mengatur Suatu Negara Pihak dalam kovenan
yang menjadi Pihak dalam Protokol ini, mengakui kewenangan Komite untuk

menerima dan membahas komunikasi dari orang-orang yang tunduk pada

"SLinda Camp Keith, “The United Nations International Covenant on Civil and Political Rights:
Does It Make a Difference in Human Rights Behavior,” Journal of Peace Research 36 (1999): 97-
98.

"Unsur-unsur yang dianggap mirip dijelaskan dalam buku Henry J. Steiner, Philip Alston, dan
Ryan Goodman, Infernational Human Rights in Context: Law, Politics, Morals (New York:
Oxford University Press, 2008), 151-154.
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wilayah hukumnya yang menyatakan dirinya sebagai korban pelanggaran
terhadap hak-hak yang diatur dalam Kovenan."” Protokol kedua ICCPR
adalah Protokol Opsional yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati.
Protokol opsional kedua ini mulai diberlakukan pada tanggal 11 Juli
1991."'Setelah ditetapkannya dua perjanjian (ICCPR dan ICESCR) ini,
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin rajin menetapkan perjanjian
untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Pada tanggal 21 Desember 1965,
PBB menetapkan Perjanjian Internasional tentang Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Rasial yang diberlakukan pada tanggal 4 Januari 1969.
Perjanjian ini dibuat untuk melindung seseorang dari upaya diskriminasi baik
berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.'”” Pada tanggal 25
November 1981, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga
mendeklarasikan sebuah piagam yang lebih spesifik yang terkait dengan
kebebasan beragama yang dikenal dengan Deklarasi tentang Penghapusan
Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau
Keyakinan. Piagam ini dideklarasikan sebagai upaya untuk semakin
menguatkan standar perlindungan atas hak beragama seseorang di negara-
negara anggota PBB.'*

Terdapat juga beberapa perjanjian regional benua seperti European

Convention on Human Rights yang ditandatangani oleh Negara-negara

""Raoul Wallenberg Institute,Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia, ed. Goran Melander,
Gudmundur Alfredsson, dan Leif Holmstrom, penerjemah: Madayuti Pertiwi dan lainnya (t.tmp:
The Raoul Wallenberg Institute, 2004), 47.

""'Raoul Wallenberg Institute, Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia,53.

132Raoul Wallenberg Institute, Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia225-241.

' Raoul Wallenberg Institute, Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia,277-282.
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Anggota Dewan Eropa, di Roma, pada tanggal 4 November 1950. Perjanjian
Dewan Eropa ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan
kebebasan fundamental seseorang.'”* Perjanjian European Convention on
Human Rightsini memiliki beberapa protokol yang di antaranya adalah
Protokol Pertama yang diberlakukan pada tanggal 18 Mei 1954, Protokol No.
4 yang diberlakukan pada tanggal 2 Mei 1968 untuk menjamin beberapa hak
dan kebebasan selain yang sudah termuat dalam perjanjian dan protokol
pertama, Protokol No. 6 yang diberlakukan pada tanggal 1 Maret 1985 untuk
penghapusan hukuman mati, serta protokol-protokol lainnya untuk
memperbaharui ataupun menambah peraturan dan standar hak asasi
manusia.'>

Organisasi Negara-negara Amerika juga membuat perjanjian tentang
hak asasi manusia yang dikenal dengan isitilah Pakra San José, Kosta Rika
yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Negara Anggota dari Organisasi
Negara-negara Amerika di San José, Kosta Rika, pada tanggal 22 November
1969 dan diberlakukan pada tanggal 18 Juli 1978. Perjanjian ini setidaknya
memiliki dua protokol yaitu Protokol Tambahan yang dikenal dengan
Protokol San Salvador dan diberlakukan pada 16 November 1999 serta
Protokol tentang penghapusan hukuman mati yang diberlakukan pada tanggal
28 Agustus 1991."°°Organisasi Persatuan Negara Afrika juga telah membuat

perjanjian tentang hak asasi manusia dan hak penduduk yang ditetapkan pada

"**Raoul Wallenberg Institute, Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia,65.
'3Raoul Wallenberg Institute, Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia,85-93.
'**Raoul Wallenberg Institute, Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia,187-201.
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tanggal 27 Juni 1981 dan seraca resmi diberlakukan pada tanggal 21 Oktober
1986.">" Apa yang telah dijelaskan ini menujukkan bahwa instrumen hak asasi
manusia mulai mengikat setelah ditetapkannya perjanjian ICCPR dan
ICESCR pada tahun 1966 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasca ditetapkannya dua perjanjian tersebut, maka lahirlah beberapa
perjanjian dan aturan-aturan baik yang ditetapkan oleh PBB ataupun yang
ditetapkan oleh dewan organisasi negara di setiap benua atau wilayah.Semua
perjanjian-perjanjian tersebut dilahirkan untuk menguatkan dan memperjelas
perjanjian ICCPR dan ICESCR yang telah ditetapkan dan mengikat kepada
seluruh negara anggota PBB di seluruh dunia.

Terdapat sebagian standar hak asasi manusia lainnya yang dikeluarkan
dengan berdasarkan pada doktrin keagamaan. Mayoritas standar ini berasal
dari negara-negara Islam yang di antaranya adalah piagam Universal Islamic
Declaration of Human Rights (UIDHR) yang dideklarasikan oleh sebuah
lembaga Islam di London.Piagam ini menjadi salah satu sumber keputusan
pada Pengadilan Agama di Pakistan. Deklarasi piagam ini merupakan wujud
respon sebagian negara-negara Islam atas piagam UDHR serta perjanjian
ICCPR dan ICESCR yang oleh sebagian tokoh Islam Barat(Dewan Majelis
Islam Eropa) dianggap perlu didukung dengan argumentasi teologis agama
(Islam)."”® Hal ini sedikit mirip dengan sebab dideklarasikannya piagam hak
asasi manusia oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Cairo pada tahun

1990, yang kemudianpiagam ini dikenal dengan Cairo Declaration of Human

5"Raoul Wallenberg Institute, Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia,205.
"8 Robert Traer, “Human Rights in Islam,” Is/amic Studies 28 (1989): 117.
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Rights (CDHR). Deklarsi ini berawal dari semangat mayoritas umat Islam
untuk terbebas dari kolonialisme Eropa. Oleh karena itu, OKI
mendeklarasikan sebuah piagam hak asasi manusia yang bersumber pada
martabat kemanusiaan yang ideal dalam al-Qur’an'” Meski demikian, kedua
deklarasi di atas ini tidak mengikat sebagai sebuah hukum atau perjanjian
kepada negara-negara anggota PBB. Hal ini dikarenakan, piagam di atas
tersebut hanya sebatas deklarasi atas hak asasi manusia versi Islam, mirip
dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sebelum
ditetapkannya Perjanjian ICCPR dan ICESCR oleh Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kemuculan deklarasi hak asasi manusia versi Islam tersebut
diakibatkan adanya perbedaan-perbedaan teori hak asasi dan sumber yang
menjadi landasan utamadeklarasi-dekalrasitersebut. Penulis berpendapat
bahwa perbedaan-perbedaan tersebut, khususnya antara konsep Dunia Barat
dan Dunia Islam, justru terpusat pada masalah hak kebebasan beragama.'®°Hal
ini juga dinyatakan oleh Louis Henkin bahwa ideologiagama danhak asasi
manusiaberbeda dalamteori-teori, sumber-sumber

dannormasubstansinya.'®'Penulis telah menjelaskan di sub-bab di atas bahwa

' Abdullah al-Ahsan, “Law, Religion and Human Dignity in the Muslim World Today: An
Examination of OIC’s Cairo Declaration of Human Rights,” Journal of Law and Relgliom4
(2008-2009): 571-572.

"“Hak kebebasan beragama yang penulis maksud adalah hak keluar dari agama Islam. Penulis
membatasinya pada maksud tersebut karena kebebasan beragama dalam arti “tidak boleh
memaksa seseorang untuk memeluk Islam” merupakan kebebasan agama yang telah disepakati
oleh seluruh ulama, baik klasik maupun kontemporer serta diakui juga oleh instrumen HAM itu
sendiri.

'*'Louis Henkin, “Religion, Religions, and Human Rights,” The Journal of Religious Ethics 26
(1998): 229.
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perbedaan-perbedaan pandangan dan argumentasi tentang kebebasan
beragama dalam hukum Islam, salah satunya dipengaruhi oleh cara pandang
para ahli hukum dalam menyikapi deklarasi-deklarasi hak asasi manusia
kontemporer. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal-balik antara hukum
Islam di satu sisi dan HAM di sisi yang lain dalam menyikapi persoalan
kebebasan beragama ini. Sebagian tokoh Islam berusaha mendeklarasikan Hak
Asasi Manusia Islam untuk mendapatkan produk hukum yang sesuai dengan
instrumen hak asasi manusia international (UDHR). Hal ini dapat dilihat
dalam Piagam Universal Islamic Declaration on Human Rights (UIDHR) yang
sedikit mirip dengan Piaga Universal Declaration of Human Rights
(UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan
International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR).Di
sisi lain, sebagian tokoh Islam lainnya yang tidak sependapat dengan
instrumen international tersebut, meresponnya dengan mendeklarasikan
instrumen hak asasi manusia versi Islam lainnya(Cairo Declaration of Human
Rights) yang memiliki perbedaan mendasar dengan perjanjian-perjanjian di
PBB yang sifat hukumnya mengikat negara-negara anggota seperti ICCPR
dan ICESCR. Oleh karena itu, paling tidak terdapat dua teori atau instrumen
hak asasi manusia dalam membahas tentang kebebasan beragama. Penulis
akan menjelaskan kedua teori tersebut pada sub-bab di bawah ini.
1. Kebebasan Beragama sebagai Hak Asasi Manusia Mutlak

Pandangan ini didukung oleh deklarasi Universal Declaration of

Human Rights (UDHR) serta diperkuat oleh/nternational Covenant on
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Civil and Political Rights (ICCPR) dan [International Covenant on
Economic, Social and Culture Rights (ICESCR) sebagai dua perjanjian
yang bersifat mengikat.'®’Kedua perjanjian ini kemudian diratifikasi oleh
pemerintah Indonesia pada tahun 2005 dengan ditetapkannya Undang-
Undang No. 11 dan No. 12 tahun 2005. Meski Indonesia telah memiliki
regulasi yang mengatur hak asasi manusia berupa UUD1945 dan Undang-
Undang No. 39 tahun 1999, tetapi menurut Masykuri Abdillah pengesahan
ICCPR dan ICESCR ini merupakan suatu kemajuan bagi bangsa Indonesia

dalam penegakan HAM.'®

Dengan demikian, segala hal yang menjadi
poin-poin kebebasan beragama dalam ICCPR dan ICESCR, juga menjadi
poin dalam UU No. 11 dan No. 12 tahun 2005.

Dalam piagam Universal Declaration of Human Rights, terdapat
beberapa pasal yang menjamin hak seseorang untuk beragama dan memilih
agama yang sesuai dengan keyakinannya. Misalnya,Dalam pasal 2
ditegaskan dengan sangat jelas bahwa:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang

tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa perbedaan apapun, seperti

ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau
pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan,
kelahiran atau status lainnya™®

Pasal ini menjelaskan bahwa semua orang tanpa terkecuali, berhak

memiliki kebebasan-kebebasan dalam berbagai bidang yang telah

dinyatakan dalam deklarasi ini. Kebebasan-kebebasan tersebut tidak dapat

162

163Masykuri Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia, 22.
'The President and Fellows of Harvard College, “The Universal Declaration of Human Rights,”
Health and Human Rights 3 (1998): 178.
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dihilangkan meski atas nama ras, jenis kelamin, bahasa, agama, politik,
atau alasan apapun. Di antara kebebasan-kebebasan sebagai hak seseorang
tersebut adalah kebebasan beragama. Hal ini dinyatakan dalam pasal
selanjutnya, yakni pasal 18 dan 19 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan
agama, hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agama atau
kepercayaan, dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas
dengan orang lain dan di depan umum atau swasta, untuk

mewujudkan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek,
ibadah dan ketaatan.”(Pasal 18 UDHR)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi;

hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan,

dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan

buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa batasan.” (Pasal 19

UDHR).'®®

Pasal 18 di atas menegaskan bahwa salah satu dari kebebasan
beragama sebagai sebuah hak adalah kebebasan untuk mengubah agama
atau kepercayaan yang seseorang yakini. Hal ini dikuatkan dengan pasal
selanjutnya yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan
untuk berpendapat dan mengekspresikannya. Kedua pasal di atas tidak
memberi batasan atas kebebasan beragama. Dengan demikian, kebebasan
beragama merupakan hak asasi manusia yang mutlak dan tidak dapat
dihilangkan atas alasan apapun. Hal ini juga dapat dilihat dalam instrumen

International Covenant on Civil and Political Rights(ICCPR) dan

International Covenant on Economic, Social and Culture Rights

'The President and Fellows of Harvard College, “The Universal Declaration of Human Rights,”
Health and Human Rights 3 (1998): 181.
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(ICESCR).Seperti yang telah penulis jelaskan di awal, bahwasanya ICCPR
dan ICESCR merupakan instrumen lanjutan dari UDHR yang dibuat untuk
mengatur dan mengikat secara legal pada negara-negara anggota PBB. Hal
ini dijelaskan dalam pengantar piagam ICCPR bahwasanya piagam tersebut
berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam
UDHR, yakni pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang
setara dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat.'®® Hal ini dapat
dilihat dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) dalam Piagam ICCPRdan pasal 2
ayat (2) ICESCR yang menguatkan Piagam UDHR:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan
beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama
atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik
secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di
tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan
kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan,
dan pengajaran. '{Pasal 18 ayat 1 ICCPR)

“Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu
kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau
kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. {Pasal 18 ayat 2
ICCPR)'Y’

“Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa
hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa
diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau
sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.” (Pasal 2 ayat 2
ICESCR)"®®

'%The Johns Hopkins University Press, “International Covenant on Civil and Political of Rights,”
Human Rights Quarterly 7 (1985): 132.

'"The Johns Hopkins University Press, “International Covenant on Civil and Political of Rights,”
Human Rights Quarterly 7 (1985): 139.

' Raoul Wallenberg Institute, Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia,10.
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Ayat (1) dan (2) pasal 18 tersebut menegaskan apa yang
dideklarasikan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
bahwasanya setiap orang memiliki hak yang mutlak untuk berpikir,
berkeyakinan, dan beragama sesuai dengan hati nurani. Setiap orang tidak
dapat memaksanya untuk memilih keyakinan dan agama lain atau
melarangnya untuk pindah pada agama yang ia yakini. Namun demikian,
ayat berikutnya dalam pasal 18 ICCPR ini memberikan batasan:

“Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan

seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum,

dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban,
kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan
mendasar orang lain. ”(Pasal 18 ayat 3 ICCPR)'®

Ayat 3 ini menjelaskan bahwasanya kebebasan beragama tersebut
dapat dibatasi oleh otoritas hukum dengan alasan melindungi keamanan,
ketertiban, kesehatan, moralitas, dan hak-hak kebebasan orang lain. Ayat 3
dalam pasal 18 ini menjadi pembeda atas hak kebebasan beragama dalam
Piagam Universal Declaration of Human Rights (UDHR).Meski terdapat
perbedaan dalam pembatasannya, akan tetapi piagam Universal Declaration
of Human Rights (UDHR)dan Perjanjian Infernational Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR) memiliki pandangan yang sama dalam
persoalan kebebasan beragama. Dalam pandangan keduanya, kebebasan
beragama merupakan hak mutlak seluruh manusia yang telah melekat sejak

kelahirannya, termasuk hak untuk berpindah agama atau dalam Islam

disebut dengan riddah/apostasy.

'“The Johns Hopkins University Press, “International Covenant on Civil and Political of Rights,”
Human Rights Quarterly 7 (1985): 139.
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Hal ini juga didukung oleh Piagam Universal Islamic Declaration on
Human Rights (UIDHR) yang menegaskanbahwa semua manusia memiliki
hak untuk mengungkapkan pendapat dan keyakinan sertamenjalankan
ibadah yang ia yakini tanpa harus diganggu oleh seorangpun, meski piagam
tidak mengikat kepada negara-negara anggota seperti sifat piagam UDHR
di atas. Piagam UIDHR tidak memberi batasan tentang keumuman
“keyakinan” di dalam konteks ini. Dengan demikian, seorang yang hendak
berpindah dari Islam ke agama lainnya yang ia yakini merupakan salah satu
hak yang juga diakui secara tersirat oleh Piagam Universal Islamic
Declaration on Human Rights (UIDHR). Hal ini ditegaskan dalam pasal di
bawah ini yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk mengungkapkan pikiran dan
keyakinannya selama dia tetap dalam batas-batas yang ditentukan
oleh UU. (ayat a Pasal 12 UIDHR)

“Tidak seorang pun terus menghina atau mengejek keyakinan
agama orang lain atau menghasut permusuhan publik terhadap
mereka;, menghormati perasaan keagamaan orang lain adalah wajib

bagi semua umat Islam.”(ayat ePasal 12 UIDHR)

“Setiap orang berhak atas kebebasan hati nurani dan ibadah sesuai
dengan keyakinan agamanya masing-masing.”(Pasal 13 UIDHR)'"

Tiga piagam tersebut, meski berbeda dalam bahasa penegasannya,
akan tetapi memiliki nilai dasar hak asasi manusia yang sama, khususnya
tentang kebebasan beragama. Hal ini didasari kepada teori-teori hak asasi
manusia. Pertama, teori universalisme, yakni teori yang berdasarkan

kepada konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan nilai-

"Human Rights Library University of Minnesota, Universal Islamic Declaration of Human
Rights, https://www]l.umn.edu/humanrts/instree/islamic_declaration HR.html (diakses pada
tanggal 04 Mei 2015).
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nilai moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia sejak ia
lahir, ontologi ini dikenal dengan sebutan 7he Nature of Human Rights."”'
Gagasan universalisme moral meletakkan kebenaran moral yang bersifat
lintas budaya dan lintas waktu yang dapat diidentifiksi secara rasional.
Menurut teori ini, semua hak asasi manusia (khususnya hak kebebasan
beragama) di seluruh dunia sama meski memiliki perbedaan rentang waktu
dan budaya. Nilai-nilai tersebut tidak berubah meski dengan alasan budaya
sekalipun.'”

Asal muasal universalisme moral ini terkait dengan tulisan-tulisan
Aristoteles. Dalam  karyanya, Nicomachean Ethics, Aristoteles
menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan moralitas
yang bersifat alamiah. Keberadaan moralitas ini harus menjadi dasar bagi
seluruh sistem keadilan rasional. Kebutuhan akan sesuatu moralitas yang
tunggal kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria universal yang
komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya
“buatan manusia”.'”Oleh karena itu, menurut para pakar, diskursus tentang
hak asasi manusia sebagai proyek politik internasional sangat erat
kaitannya dengan klaim universalitas.'”* Semisal kebebasan beragama

sebagai hak mutlak manusia sejak lahir, maka tidak ada seorangpun yang

dapat membatasinya hanya karena alasan perbedaan waktu, budaya dan

" Jack Donnelly, International Human Rights, 21-23.

"Henry J. Steiner, Philip Alston, dan Ryan Goodman, International Human Rights in Context,
517.

BCecilia Wainryb, “The Application of Moral Judgments to Other Cultures: Relativism and
Universality,” Sociology of Religion 69 (1999): 352.

"Jack Donnelly, “The Relative Universality of Human Rights,” Human Rights Quarterly 29
(2007): 281.
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doktrin agama. Inilah yang disebut dengan teori relativisme dalam
diskursus hak asasi manusia internasional. Dasar dari doktrin hukum ini
adalah kepercayaan akan eksistensi moralitas alami yang didasarkan
kepada identifikasi terhadap kepentingan kemanusiaan yang bersifat
fundamental. Salah satu kepentingan manusia yang bersifat fundamental
tersebut adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan yang melekat sejak
manusia dilahirkan.'”

Salah satu pendukung teori tersebut adalah John Locke,ia
berpendapat bahwa seseorang individu memiliki hak-hak alamiah yang
terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara kepada dirinya, salah
satunya adalah hak kebebasan beragama, hal inilah yang disebut dengan
hak asasi manusia.'’® Menurutnya, hak asasi manusia adalah hak-hak
moralitas yang tidak dapat dilanggar oleh otoritas publik manapun. Dengan
demikian, setiap individu adalah makhluk yang setara dan otonom yang
hak alaminya mendahului hukum nasional dan internasional.'”’ Salah satu
dari hak moralitas tersebut adalah hak kebebasan beragama. Hal ini dapat
dilihat dari karya John Locke berjudul “A Letter on Toleration” (1689).
Dalam buku tersebut, ia menuturkan bahwa karya tersebut telah
membebaskan manusia dari seluruh kekuasaan atas satu sama lainnya

dalam hal agama. Baginya, Tuhan telah memberikan hak yang melekat

"Louise 1. Shelley, “Human Rights as an International Issue,” Annals of the American Academy
of Political and Social Science 506 (1989): 45-46.

'"*Sanford Kessler, “John Locke’s Legacy of Religious Freedom,” Palgrave Macmillan Journals
17 (1985): 493.

""David P. Forsythe, Human Rights in International Relations (New York: Cambridge University
Press, 2006), 29.
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untuk hidup, kebebasan beragama dan kepemilikan kepada seluruh individu
manusia.'”® Hal ini juga diamini oleh Cranston, seperti yang dijelaskan oleh
Jack Donnelly dalam bukunya “Universal Human Rights in Theory and
Practice” 1a bahwa hak kebebasan beragama dalam HAM harus menjadi
hak individu yang spesial, karena masyarakat banyak yang
membandingkannya dengan hak-hak yang berasal dari undang-undang lain
atau adat-istiadat masyarakat tertentu.'”

Pembahasan tentang teori universalisme moral di atas menunjukkan
bahwasanya sumber piagam-piagam hak asasi manusia di Dunia Barat
berawal dari diskursus filsafat yang mengkaji unsur alamiah manusia atau
yang dikenal dengan istilah theory of human nature. Hal ini dapat dilihat
dari penjelasan para pakar Barat yang menuturkan bahwa hak asasi manusia
selalu  mempertimbangkan kebutuhan manusia (Ahuman needs) dan
kemanusiaan itu sendiri, bukan mempertimbangkan doktrin keagamaan.'®
Thomas Hobbes, salah satu pakar hukum Internasional menyebutnya
dengan istilah natural rights, yakni hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang
secara alami sehingga mereka dapat melakukan apapun secara bebas, baik
untuk memiliki, menggunakan, atau menikmati sesuatu apapun, termasuk
kebebasan beragama dan berkeyakinan.'®'Teori natural rights ini juga

dijelaskan oleh Katerina Dalacaora, ia menjelaskan bahwa hak asasi

'"Sanford Kessler, “John Locke’s Legacy of Religious Freedom,” Palgrave Macmillan Journals
17 (1985): 484.

" Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice (New York: Cornell University
Press, 2003),31.

""Michael Freeman, Human Rights (Cambridge: Polity Press, 2002), 65-67.

" Ernest Bloomfield Zeisler, “A Theory of Human Rights,” American Journal of Economics and
Sociology 11 (1952): 416.
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manusiaadalahhaksetiap orangberdasarkankemanusiaan mereka. Pada
dasarnya, hak-hak tersebut merupakankebebasandan keamanan bagi mereka
yang tanpakeberadaannya, mereka belum seutuhnya menjadi manusia.
Menurut Katerina, hak-hak tersebuttidak dapat dicabut, independen, tidak

182 Menurut Michael J. Perry,

terdefinisi,dantanpa tergantung pada keadaan.
teori-teori di atas menjadi bukti bahwa sesungguhnya doktrin non-
keagamaan juga mampu menentukan martabat-martabat yang melekat pada
setiap manusia.'®

Salah satu dari piagam yang menyatakan kebebasan beragama
sebagai hak mutlak manusia adalah piagam hak asasi manusia versi Islam,
yakni Universal Islamic Declaration on Human Rights(UIHDR). Meski
tidak secara langsung mendasari piagamnya kepada teori-teori sekuler di
atas, tetapi piagam UIHDRmempertimbangkan teori-teori tersebut dalam
merumuskan unsur-unsur hak asasi manusiaversi Islam. Dengan
demikian,Piagam UIHDR ini merupakan hasil dari eklektisisme antara dua

sumber, yakni teori sekuler dan doktrin hukum Islam.'®*

Kenyataan ini
didukung sepenuhnya oleh Katerina Dalacaora yang menegaskan bahwa
doktrin Islamtidak selamanya memiliki doktrin hukum yang radikal.

Menurutnya, pada  tingkatpemikiran,  doktrin = Islam  tersebut

dapatdidamaikandenganprinsip-prinsiphak asasi manusia internasional

82K aterina Dalacaora, Islam, Liberalism, and Human Rights: Implications for International
Relations (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 6.

"Michael J. Perry, Toward a Theory of Human Rights: Religion, Law, Courts (Cambridge:
Cambridge University Press, 2006), 15.

%Tabet Koraytem, “Arab Islamic Developments on Human Rights,” Arab Law Quarterly 16
(2001): 260.


https://translate.google.co.id/?tr=f&hl=id
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yang menjunjung tinggi kedaulatan manusia, khususnya dalam hal
kebebasan beragama. Tentunya hal ini dapat terjadi bila penetapan hukum
Islam sebagai dasar hak asasi manusia dalam Islam dilakukan dengan
metodologi yang relevan dengan kemajuan zaman (metodologi liberal).'®

Pandangan ini juga diakui oleh Shahram Akbarzadeh dan Benjamin
MacQueen yang melakukan penelitian tentang hak kebebasan beragama
hak perempuan di negara-negara Islam seperti Iran, Mesir, Malaysia, dan
Indonesia. Mereka berkesimpulan bahwa penafsiran-penafsiran literal atas
syari’at dan tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman, cenderung
melahirkan ruang pemisah antara kebebasan beragama versi Islam dengan
standar international hak asasi manusia.'®® Dengan demikian, ada peluang
untuk mendamaikan doktrin Islam dan doktrin hak asasi manusia
internasional tentang kebebasan beragama. Hal inilah yang menjadi
metodologi dan paradigma piagam Universal Islamic Declaration on
Human Rights yang diadopsi oleh Dewan Majelis Islam Eropa.

Di awal Bab, penulis telah menjelaskan bahwa ada dua pandangan
tentang kebebasan beragama dalam perspektif hak asasi manusia.
Pandangan pertama yang menegaskan bahwa hak kebebasan beragama

merupakan hak mutlak manusia, diwakili oleh tiga piagam yang

argumentasinya telah penulis jelaskan di atas. Pada sub-bab di bawah ini,

'85K aterina Dalacaora, Islam, Liberalism, and Human Rights, 41.
'%Shahram Akbarzadeh dan Benjamin MacQueen, “Framing the debate on Islam and human
rights,”. 1-3.
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penulis akan menjelaskan pandangan yang kedua yang menegaskan bahwa
kebebasan beragama bukan merupakan hak asasi mutlak manusia.
2. Kebebasan Beragama Bukan sebagai Hak Asasi Mutlak

Piagam Cairo Declaration of Human Rights (CDHR) merupakan
piagam yang dideklarasikan sebagai respon atas berbagai piagam hak asasi
manusia Barat.Oleh karena itu, menurut Masykuri Abdillah, CDHR
merupakan formulasi hak asasi manusia yang didefinisikan sebagai acuan
konsep hak asasi manusia versi Islam oleh mayoritas negara-negara
anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Masykuri menjelaskan bahwa
CDHR dan konsep-konsep hak asasi manusia lainnya dari negara-negara
Arab merupakan upaya menerapkan konsep hak asasi manusia yang lebih
sesuai dengan kondisi dan budaya regional dan lokal tertentu.'*’Ini
menunjukkan bahwasanya konsep-konsep negara-negara Arab berangkat
dari relativisme moral atau yang sering dikenal dengan istilah
“partikularisme HAM™ sebagaimana dijelaskan oleh Masykuri Abdillah
dalam artikelnya di atas.'®®Meski demikian, piagam ini hanya sekedar
deklarasi seperti UDHR yang tidak memiliki daya mengikat sebagai sebuah
instrumen hukum seperti ICCPR dan ICESCR yang ditetapkan oleh PBB.
Sebagaimana telah penulis jelaskan di awal, bahwa respon ini berawal dari
perdebatan tentang hak kebebasan beragama.Deklarsi ini juga sebagai

wujud semangat mayoritas umat Islam untuk terbebas dari kolonialisme

"""Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna, 97-98.
"®Masykuri Abdillah, “Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di
Indonesia,” Jurnal Migot 38 (2014): 383.
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Eropa. Berbeda dengan piagam Universal Islamic Declaration on Human
Rights (UIDHR) yang menjadikan deklarasi-deklarasi hak asasi manusia
Barat sebagai dasar pertimbangan di luar doktrin agama (syari’at), piagam
CDHR justru menolak sebagian poin-poin dalam piagam hak asasi manusia
Barat yang dianggap tidak sesuai dengan doktrin agama. Salah satu yang
ditolak adalah kemutlakan hak kebebasan beragama.'®’Hal ini juga yang
menyebabkan Dunia Barat sering mengecam Dunia Arab sebagai pelanggar
HAM tertinggi.'”’Piagam CDHR juga mendeklarasikan hak kebebasan
beragama namun terbatas kepada Islam saja. Hal ini dikarenakan sumber
yang digunakan hanya sebatas doktrin Islam. Kesimpulan ini dapat dilihat
dari pasal di bawah:

“Islam adalah agama kebenaran dan agama dengan sifat dasar yang

masih murni.Oleh karena itu, tidak bolehmemaksa seseorang

dengan segala bentuk tekanan atau mengeksploitasi kemiskinan

dan kebodohannya dalam rangka memaksanya untuk berpindahke

agama lain atau menjadi ateis. {Pasal 10 CDHR)

“Semua orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara

bebas sedemikian rupa selama tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah.”(Pasal 22 ayat a CDHR)"!

"®Tabet Koraytem berkesimpulan bahwa pemahaman tentang hak asasi manusia di dunia Islam
sangat beragam. Kesimpulan tersebut dibuat setelah ia meneliti berbagai instrumen atau piagam
hak asasi manusia dalam dunia Islam. Lebih lengkapnya dapat dibaca di Tabet Koraytem, “Arab
Islamic Developments on Human Rights,” Arab Law Quarterly 16 (2001): 260. Pendapat yang
sama juga dipaparkan oleh Bielefeldt yang menjelaskan bahwa terdapat berbagai pandangan
Muslim dalam menyikapi hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan kompleksitas penafsiran doktrin
Islam. Lihat dalam Heiner Bielefeldt, “Muslim Voices in the Human Rights Debate,” 17 (1995):
587.

0Abdullah al-Ahsan, “Law, Religion and Human Dignity in the Muslim World Today: An
Examination of OIC’s Cairo Declaration of Human Rights,” Journal of Law and Religiom4
(2008-2009): 571-572.

IThe Organisation of the Islamic Conference, 7he Cairo Declaration on Human Rights in Islam
(Geneva: Majelis Umum PBB, 1993), 6 & 10.



97

Kedua pasal tersebut membatasi hak kebebasan beragama dan
berpendapat hanya bila tidak bertentangan dengan syari’at dan doktrin
Islam.Pasal 10 di atas menunjukkan bahwa CDHR hanya menegaskan hak
asasi umat Islam untuk beribadah dan memeluk agamanya tanpa gangguan.
Piagam ini sama sekali tidak menegaskan hak kebebasan beragama umat
lain dalam memeluk agamanya maasing. Pasal 22 ayat (a) semakin
memperkuat hal tersebut dengan menegaskan bahwa seseorang memiliki
hak berpendapat dan berekspresi selama tidak bertentangan dengan
syari’at. Hal ini berarti menunjukkan setiap orang,khususnya muslim, tidak
diperbolehkan berpendapat yang dianggap bertentangan dengan doktrin
Islam. Dengan demikian, orang yang keluar dari Islam bukan merupakan
hak asasinya karena telah bertentangan dengan doktrin Islam itu sendiri.

Salah satu argumentasi CDHR selain argumentasi doktrin Islam
adalah teori relativisme budaya (cu/tural relativism). Teori ini baru muncul
menjelang berakhirnya perang dingin sebagai respon terhadap klaim
universal dari gagasan hak asasi manusia internasional (teori
universalisme). Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa
kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah
moral.'”?Oleh karena itu, menurut teori relativisme ini, hak kebebasan
beragama perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara.
Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang

harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, pendukung teori relativisme

2Todd Landman, Studying Human Rights (New York: Routledge, 2006), 50.Lihat juga Jack
Donnelly, Universal Human Rights, 89-93.
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menolak universalitas moral sebagai dasar hak kebebasan beragama
manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya saja (Barat).Dalam
bahasan Holmes yang dikutip oleh Epstein, gagasan ini dikenal dengan
istilah ralativisme moral, yakni keyakinan bahwa tidak ada dasar moral
yang otoritatif yang dapat dijadikan dasar untuk segala tindak-tanduk
manusia.'”

Teoriini umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan
negara-negera Islam. Gagasan ini begitu mengemuka pada dasawarsa 1990-
an dengan disuarakan oleh para cendikiawan di negara-negara tersebut.'”*
Salah satu tokoh hukum internasional yang mendukung teori ini adalah
Jack Donnelly yang berpandangan bahwa universalitas hak asasi manusia
tersebut bersifat relatif sesuai dengan budaya yang hidup di tengah
masyarakat, meskipun dia sendiri mengakui bahwa hak asasi manusia
sebagai proyek politik internasional sangat erat kaitannya dengan klaim

universalitas.'”

Semisal hak asasi manusia versi Islam merupakan
cerminan yang paling otoritatif dalam Islam karena hal ini berdasarkan
kepada budaya teosentrisnya yang menjadikan doktrin syari’at sebagai
sumber ajaran Islam. Berbeda dengan hak asasi manusia versi Barat yang

memiliki budaya antroposentris yang menjadikan humanisme dan

kemanusiaan sebagai landasan paling utama dalam hak asasi manusia.

'Richard A. Epstein, Skeptisisme dan Kebebasan: Pembelaan Modern untuk Liberalisme Klasik,
penerjemah: Sugianto Tandra dan A. Zaim Rofiqgi(Jakarta: Freedom Institute, 2006), 104.
‘Hanny Megally, “Human Rights in the Arab World: Reflections on the Challenges Facing
Human Rights Activism,” dalam Human Rights in the Arab World: Independent Voices, ed:
Anthony Chase dan Amr Hamzawy (Philadelphia: University of Pennsylvania, 2006), 109.

%Jack Donnelly, “The Relative Universality of Human Rights,” Human Rights Quarterly 29
(2007): 281.
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Contoh yang paling konkrit dijelaskan sendiri oleh Jack Donnelly dalam
persoalan hak kebebasan beragama. Ia menjelaskan bahwa Universal
Declaration of Human Rights menegasan bahwa setiap orang memiliki hak
untuk bebas beragama, termasuk juga hak untuk mengganti agama atau
kepercayaannya. Islam, seperti agama-agama lainnya mendukung konsep
kebebasan beragama tersebut. Mayoritas negara-negara dan komunitas-
komunitas Islam menghormati hak umat agama lain untuk beribadah dan
menjalankan keyakinannya, akan tetapi mayoritas mazhab dan sarjana
Muslim menolak hak seorang Muslim untuk berpindah agama dari Islam ke
agama lainnya. Dalam persoalan ini, Jack Donnelly menilai bahwa
penolakan-penolakan tersebut tidak melanggar universalisme hak asasi
manusia, karena menurutnya universalisme hak asasi manusia bersifat
relatif sesuai dengan budaya masing-masing agama dan tempat.'”°
Pembahasan tentang diskursus kebebasan beragama dalam Hukum
Islam dan hak asasi manusia dalam Bab III ini menunjukkan bahwa
perdebatan tentang kebebasan beragama sebagai hak asasi setiap manusia
tidak hanya terjadi dalam perspektif hukum Islam saja, tetapi juga terjadi
pada perspektif hak asasi manusia internasional. Hal ini niscaya karena
terjadi timbal-balik atau saling mempengaruhui antara hukum Islam di satu
sisi dan hak asasi internasional di sisi yang lain.Sebagian umat Islam —
dengan alasan bahwa hukum Islam itudinamis- menjadikan instrumen-

instrumen hak asasi manusia internasional sebagai salah satu

¥65ack Donnelly, International Human Rights, 48-50.
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pertimbangannya dalam menetapkan hukum tentang hak asasi manusia,
khususnya dalam hal kebebasan beragama. Namun, sebagian umat Islam
yang lainnya menolak unsur-unsur dalam instrumen hak asasi manusia
internasional karena dianggap melanggar doktrin-doktrin Islam. Hal inilah
yang menjadi perdebatan tidak hanya dalam tataran hukum Islam, tetapi
juga dalam diskursus hak asasi manusia internasional.

Pemetaan diskursus tentang kebebasan beragama ini akan menjadi
pisau analisis penulisdalam mengkaji dan meneliti fatwa-fatwa MUI
tentang perkawinan beda agama.Hal ini guna mengetahui sejauh mana
argumentasi fatwa MUI dibangun baik pada tataran argumentasi normatif,
filosofis, dan metodologisnya. Selanjutnya jawaban tersebut membantu
penulis untuk menganalisa  kedudukan fatwa-fatwa MUI tentang
perkawinan beda agamadalam  diskursus hak asasi manusia
internasional.Akan tetapi, sebelum menganalisa fatwa tentang perkawinan
beda agama tersebut, penulis akan lebih dahulu menjelaskan secara umum
tentang profil, prosedur dan kedudukan Fatwa MUI dalam Politik Hukum
Indonesia. Hal ini untuk mendapatkan deskripsi MUI secara umum sebelum
masuk pada pembahasan inti mengenai fatwanya tentang perkawinan beda
agama di Indonesia.

D. Peran dan prosedur fatwa majelis ulamaindonesia
1. MUI sebagai Pemberi Fatwa: Studi Periodisasi
Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi MUI)

adalah wadah, majelis dan/atau lembaga yang menghimpun para ulama
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atau para intelektual Islam guna menyatukan gerak, langkah, visi dan misi
umat Islam Indonesia dalam mencapai cita-cita bersama.'”’Majelis atau
lembaga ini merupakan salah satu dari tiga organisasi besar yang menjadi
poros diskursus keislaman saat ini; Perfama, Muhammadiyah yang sering
dicitrakan sebagai kelompok reformis. Kedua, Nahdlatul Ulama yang
sering dicitrakan sebagai kelompok tradisionalis. Ketiga, MUI sendiri
yang dicitrakan sebagai  “tangan panjang”  pemerintah  atau
negara.**Lembaga atau majelis ini didirikan pada 26 Juli 1975 di bawah
kewenangan dan administrasi Kementerian Agama.Sampai saat ini, MUI
telah mengadakan beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, serta
mengalami beberapa pergantian kepemimpinan; mulai dari Hamka (1975-
1980), Syukri Ghazali (1980-1985), Hasan Basri (1985-1998), KH. Ali
Yafie (1998-2000), Sahal Mahfudz (2000-2015), Din Syamsuddin (Pjs:
2015), dan Ketua Umum saat ini, hasil keputusan Musyawarah Nasional
ke IX yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2015: KH. Ma’ruf
Amin (2015-2020).

Majelis Ulama Indonesia memiliki perwakilan di setiap propinsi
yang berkedudukan di ibukota propinsi dan di daerah yang berkedudukan
di ibukota kabupaten.'”’Sejak berdiri sampai saat ini, Majelis Ulama
Indonesia telah menetapkan berbagai fatwa di banyak bidang sosial.

Fatwa-fatwa tersebut memiliki fungsi yang beragam sesuai dengan faktor

"Tim Penulis MUI Jawa Barat, MUI dalam Dinamika Sejarah (Bandung: MUI Jabar, 2005), 3.

" Nico J.G. Kaptein dan Michael Laffan, “Theme Issue: Fatwas in Indonesia,” Is/amic Law and
Society 12 (2005): 4-5.

"Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 2011), 4.
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200 Hal ini dikarenakan fatwa lebih

sosial ketika fatwa tersebut ditetapkan.
khusus daripada ijtihad. Bila objek penelitian ijtihad melibatkan hal-hal
yang aktual dan juga non-aktual (fikih iftiradi), maka objek fatwa hanya
berkisar pada kasus-kasus yang aktual karena sesuai dengan permohonan

201
seéscorang.

Oleh karenanya, fatwa lebih memiliki potensi untuk
melahirkan hukum-hukum yang lebih responsif.’® Qutb Sanu, Wakil
Ketva Majma“ al-Figh al-Islamiiddah juga menjelaskan bahwa karena
fatwa harus menekankan pada masalah-masalah yang aktual, maka proses
penetapan fatwa tersebut harus melalui penelitian (istigra) yang
sistematik, metodologis, dan aktual®”> Bahkan Yusuf al-Qaradawi
menambahkan syarat muftiuntuk peka rasa terhadap kesengsaraan yang
terjadi di masayarakat agar fatwa yang dihasilkan tidak benar-benar

bermaslahat .

Apalagi bila fatwa yang dikeluarkan tersebut berupa fatwa
Jama ‘fkolektif) seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dihasilkan

melalui proses kolektif para pakar di dalamnya. Muhammad Isma‘il

berpendapat bahwa fatwa seperti yang dikeluarkan oleh MUI tersebut

20%Wael B. Hallaq menjelaskan bahwa secara umum fatwa merupakan perwujudan dari sifat
adaptif hukum Islam atas dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian,
produk dari fatwa tersebut akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat
pada setiap waktu. Baca Wael B. Hallaq, “From Fatawa to Furu’: Growth and Change in Islamic
Substantive Law, ” Islamic Law and Society 1, (1994): 65. Bandingkan dengan Abu Zakariyya
Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Adab al-Fatwa wa al-Mufii wa al-MustafitiDamshiq: Dar al-Fikr,
1988), 13-14.

2! Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al- Ghazali, al-Mustasta min ‘Ilm al-Usal (Madinah:
Shirkah al-Madinah al-Munawwarah, t.t.), IV: 147. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, Usu/ al-Figh
al-Islami (Damshiq: Dar al-Fikr, 1986), II: 1156.

*Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-*Arabi, t.t.), 401.

*BQutb Mustafa Sanu, Sina‘at al-Fatawa al-Mu‘asirah: Qira'ah Hadiyah i Adawatiha wa
Adabiha wa Dawabitiha wa Tanzimiha 11 Dau’i al-Wagqi‘al-Mu‘asir (Kuala Lumpur: t.p.,2013),
30.

%y usuf al-Qaradawi, al-Fatwa Bayn al-Indibat wa al-Tasayyub (al-Qahirah: Dar al-Sahwah,
1988), 32.
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memiliki signifikansi yang besar karena ijtihad ini dilakukan dengan cara
kolektif (bermusyawarah) yang secara kuantitatif lebih mendekati
kebenaran daripada yang dilakukan secara individu. Ia menganalogikan
hal tersebut dengan lampu, bahwa semakin banyak sinar cahaya yang
berkumpul, maka akan semakin memperjelas jalan dan tempat.’”’Menurut
Rifyal Ka’bah, pada masa klasik, fatwa diterbitkan oleh individu-individu
yang dikenal dengan istilah muf?;, namun saat ini karena jarangnya
individu-individu yang memiliki kualitas sebagai mufti, maka pemberi
fatwa bertransformasi menjadi institusi yang di dalamnya terdiri dari
anggota yang ahli dalam bidang fikih dan ushul fikih.?°

Untuk itu, penulis selanjutnya akan memaparkan secara singkat
fungsi MUI sebagai organisasi keagamaan yang memiliki otoritas dalam
mengeluarkan fatwa sejakia dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru
sampai era reformasi saat ini. Sebagian peneliti berpendapat bahwa peran
MUI dipengaruhi oleh kontestasi perpolitikan di Indonesia, dan ada juga

yang berpendapat sebaliknya yakni pengaruh fatwa tersebut terhadap

kehidupan sosial dan politik di Indonesia.

2951 ebih jelasnya, ijtihad jama“7adalah proses penetapan hukum yang mana para ulama berijtihad
bersama-sama tentang suatu masalah yang menyangkut kemaslahatan banyak orang. Lihat
Sya‘ban Muhammad Isma‘il, al-Jjtihad al-Jama T wa Daur al-Majami‘ al-Fighiyyah fi Tatbiqihi
(Bayrut: Dar al-Sabuni, 1998), 21-29.Menurut al-Raysuni, pentingnya fatwa jama7 saat ini
berdasarkan kepada lima hal: 1) Ditetapkan dengan prosedur musyawarah. 2) Menutup
kemungkinan fatwa-fatwa individu yang hanya mengikuti hawa nafsu. 3) Jauh dari keraguan dan
kesalahan. 4) Permasalahan-Permasalahan kontemporer saat ini hanya mampu diselesaikan
dengan fatwa (ijtihad) jama‘karena dilakukan dengan cara kolektif. 5) Fatwa (ijtihad)
Jama Tadalah pengganti dari ijtihad mutlak yang hanya dapat dilakukan oleh segelintir orang yang
punya kapabilitas mempuni. Baca Qutb al-Raysuni, Sina‘ah al-Fatwa f1 al-Qadaya al-Mu ‘asirah
(Bairut: Dar Ibn Hazm, 2014), 176-177.

*%Rifyal Ka’bah, “Islamic Law in Court Decisions and Fatwa Institutions in Indonesia,” dalam
Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions, ed. R. Michael Feener dan Mark.
E. Cammack (Cambridge: Harvard University Press, 2007), 89.



104

2. Fungsi Fatwa MUI pada Masa Orde Baru
Orde Baru merupakan suatu istilah yang umum digunakan untuk
menamai suatu tatanan pemerintah negara (rezim politik) Republik
Indonesia yang berkuasa sejak tahun 1966 hingga Mei 1998. Menurut Greg
Fealy, istilah ini baru populer pada tahun 1990-an untuk menyebut sebuah

hierarki dalam estafet pemerintahan Indonesia.””’

Meski lebih condong
kepada pemerintahan Soeharto, akan tetapi, bagi sebagian masyarakat,
istilah ini masih diperdebatkan cakupannya.’”® Seperti yang penulis
paparkan di atas, bahwa pada pemerintahan Orde Baru (Soeharto) inilah
Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi MUI) didirikan.
Terdapat berbagai diskursus tentang tujuan didirikannya MUI sebagai
Majelis para ulama dan intelektual Islam Indonesia.

Mohammad Atho Mudzhar dalam disertasinya menjelaskan bahwa
paling tidak ada tiga peristiwa politik penting di dalam negeri sebelum

terbentuknya MUL?”Pertama, lahirnya Partai Golkar (Golongan Karya)

sebagai partai yang direkomendasikan pemerintah. Kedua, pembatasan

*"Edward Aspinall dan Greg Fealy, “Introduction: Soeharto’s New Order and its Legacy,” dalam
Soeharto’s New Order and its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch, ed. Edward Aspinall
dan Greg Fealy (Canberra: ANU E Press, 2010), 4.

*®Menurut Marzuki Wahid dan Rumadi Ahmad, sebetulnya belum ada kesepakatan nasional
bahwa rezim Orde Baru dengan seluruh komponennya di Indonesia ini telah berakhir. Soeharto
yang berkuasa selama 32 tahun sebagai Presiden Orde Baru memang telah tumbang (melalui
pengunduran diri) pada Mei 1998. Tetapi aparat pemerintah pengganti Soeharto, yakni BIJ.
Habibie, dkk., bukanlah tokoh kritis atas Orde Baru . Bahkan rezim Habibie juga temasuk bagian
pendukung kuat rezim Orde Baru. Bahkan beberapa kalangan menganggap rezim BJ. Habibie
sebagai Neo-Orde Baru. Akan tetapi penulis memilih hanya mengkategorikan pemerintahan
Soeharto sebagai Orde Baru ditinjau dari sistem politik yang diterapkan. Lebih jelasnya baca
Marzuki Wahid dan Rumadi, Figh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di
Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2001), 55-59.

2Mohammad Atho Mudzhar, Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic
Legal Thought in Indonesia 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993), 53-54.



105

ruang gerak partai-partai Islam.*'’Ketiga, diajukannya rancangan undang-
undang yang semula bersifat sekular. Tiga peristiwa politik yang terjadi
tersebut dapat menjadi landasan sosiologis untuk mengetahui tujuan
didirikannya Majelis Ulama Indonesia.

M.B. Hooker dalam salah satu bukunya menjelaskan bahwa Majelis
Ulama Indonesia didirikan dengan tujuan untuk menyediakan fatwa-fatwa
yang otoritatif dalam isu-isu nasional yang dianggap penting dan
membutuhkan sebuah legalitas hukum Islam.*'' Berdirinya Majelis Ulama
Indonesia juga menjadi awal bagi umat Islam memiliki lembaga yang
menjadi forum konsultasi internal dan menjadi mediator antara umat Islam
dengan pemerintah, di tengah-tengah sudah dibentuknya lembaga-lembaga
di agama-agama lainnya. Semisal Protestan memiliki Persatuan Gereja-
Geraja Indonesia (PGI), Katolik memiliki Konferensi Waligereja Indonesia
(KWI), agama Budha memiliki Perwakilan Umat Budha Indonesia, dan
agama Hindu memiliki Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).*'* Hal
ini menunjukkan bahwa berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak
hanya untuk menyediakan fatwa-fatwa yang otoritatif, akan tetapi juga

untuk memberikan wadah yang lebih universal bagi umat Islam Indonesia

1%Hal ini juga dijelaskan oleh Donald J. Porter bahwa partai Golkar menjadi mesin pemilu bagi
rezim pemerintahan Orde Baru dengan cara otoriter. Karena meski partai-partai lain dapat
mengikuti pemilu, akan tetapi adanya kecurangan dan manipulasi dapat memastikan kemenangan
menjadi milik partai Golkar. Lebih lengkapnya baca Donald J. Porter, Managing Politics and
Islam in Indonesia (London: Routledge, 2002), 23-24.

2'"M.B. Hooker, Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law (Keng Terrace:
ISEAS Publishing, 2008), 30.

*12C. van Dijk, “Religious Authority, Politics and Fatwas in Contemporary Southeast Asia,”
dalam Zs/lamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions, ed. R. Michael Feener dan
Mark E. Cammack, (Cambridge: Harvard University Press, 2007), 45.
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yang beragam. Oleh karena itu lembaga ini diinisiasi oleh para ulama yang
berkumpul di Jakarta yang pada akhirnya dikenal dengan sebutan Kongres
Nasional Pertama Majelis Ulama Indonesia.”"® Dengan demikian, tujuan
Majelis Ulama Indonesia didirikan adalah sebagai kepemimpinan umat
Islam secara kolektif dan menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam
yang beragam dalam pemikiran keagamaan dan organisasi sosial-
kemasyarakatan dan tidak jarang menimbulkan egoisme politik.

Atho Mudzhar menambahkan tujuan dibentuknya Majelis Ulama
Indonesia adalah untuk mencari bentuk peranan baru bagi para ulama
dalammasyarakat, karena mulai awal pemerintahan Soeharto (Orde Baru),
peran para ulama dibatasi hanya pada persoalan-persoalan keagamaan saja.
Hal ini akibat dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan semua partai
politik berlandaskan pada ideologi negara, yakni Pancasila. Hal inilah yang
telah membatasi peran para ulama dalam kegiatan-kegiatan politik-formal.
Guna mengembalikan peran para ulama tersebut, maka dibentuklah sebuah
wadah perkumpulan yang diberi nama Majelis Ulama Indonesia yang
diamanatkan untuk memberikan fatwa-fatwa atas beragam permasalahan
keagamaan.”'

Apa yang dijelaskan di atas tersebut bukan berarti menunjukkan
bahwa pendirian dan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia terlepas dari

agenda politik pemerintahan Orde Baru pada masa tersebut. Pada era

*BC. van Dijk, “Religious Authority, Politics and Fatwas in Contemporary Southeast Asia,”
dalam [Is/lamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions, 46-47.Lihat juga Tim
Penulis MUI Jawa Barat, MUI dalam Dinamika Sejarah, 5-8.

*“Mohammad Atho Mudzhar, Fatwas of The Council of Indonesia Ulama, 45-46.
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tersebut, pemerintah yang dianggap otoriter, menghendaki adanya wadah
politik tunggal bagi umat Islam yang dapat dengan tegas mendukung
agenda partai pemerintah pada masa tersebut, yakni partai Golongan
Karya (Golkar). Menurut C. Van Dijk, hal ini dikarenakan pemerintah
khawatir dengan potensi politik umat Islam yang dianggap mengancam
keberlangsungan pemerintah Orde Baru pada masa tersebut.’’> Oleh
karena itu, Ensiklopedi Islam Indonesia mencatat bahwa Majelis Ulama
dibentuk atas amanat Presiden RI pada saat itu, yakni Presiden Suharto.*'®
Hal ini bukan tanpa alasan, karena sejarah menjelaskan bahwa para tokoh
Islam memiliki peran yang penting dalam proses politik bangsa Indonesia

1.21

baik pada masa pra-kolonial, maupun pada masa kolonial.>'" Inilah yang

2K esimpulan ini dapat dilihat dalam C. van Dijk, “Religious Authority, Politics and Fatwas in
Contemporary Southeast Asia,” dalam Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and
Institutions, 46-47. Bandingkan dengan kesimpulan yang ditawarkan oleh M. Atho Mudzhar
dalam Disertasinya yang berjudul Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic
Legal Thought in Indonesia 1975-1988.

MS[nstitut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam IndonesiaJakarta:
Djambatan, 1992), 428. Hal ini juga diakui oleh M. Atho Mudzhar dalam disertasinya yang
menjelaskan bahwa sejak permulaan tahun 1970, pemerintah telah menggagas pembentukan
MUI. Namun, pernyataan tegas pemerintah mendukung dibentuknya majelis ulama tersebut baru
disampaikan pada 24 Mei 1975, yakni ketika Presiden menerima delegasi dari Dewan Masjid
Indonesia, ia menekankan perlunya dibentuk Majelis Ulama Indonesia. Menurut Atho Mudzhar,
setidaknya ada dua alasan yang dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada saat itu; pertama,
keinginan pemerintah agar kaum Muslimin bersatu. Kedua, kesadaran bahwa masalah yang
dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama. Baca Mohammad Atho
Mudzhar, Fatwas of The Council of Indonesia Ulama, 46.

2"Moch. Nur Ichwan,“Ulama’, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto,”
Islamic Law and Society 12 (2005): 45-47. Apa yang diyakini oleh pemerintah Orde Baru
(Suharto) juga diyakini oleh John L. Esposito dalam salah satu bukunya yang berjudul Is/am and
Development: Religion and Socio-Political Change. John L. Espositomenjelaskan bahwa ada dua
aspek yang perlu diperhatikan ketika melihat Islam dan kekuatan politik agama; pertama, Islam
haruslah dipandang sebagai pelaku dan/atau organisasi yang pengaruhnya sebagian besar diambil
dari misi keislaman yang tujuan formalnya adalah untuk menjalankan ajaran Islam tidak hanya di
bidang agama saja, melainkan juga di bidang hukum dan politik. Kedua, Islam dipandang sebagai
ideologi politik yang juga memakai simbol-simbol dan nilai-nilai Islam yang ada hubungannya
dengan urusan umum. Apa yang dijelaskan oleh Esposito ini paling tidak menyiratkan bahwa
Islam (Muslim) memiliki potensi yang kuat untuk melakukan sebuah revolusi, perubahan, atau
transformasi. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh pemerintah Soeharto sehingga membentuk
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dikhawatirkan oleh pemerintah Orde Baru sehingga membentuk sebuah
lembaga yang dapat menjadi wadah mayoritas umat Islam dan mendukung
agenda pemerintah ke depannya.

Kebijakan-kebijakan pemerintah Soeharto (Orde Baru) yang
membuat rezimnya dikenal dengan sebutan “Orde Konstitusional” karena
menjadikan Pancasila dan UUD 1945*'® sebagai pijakan dasar
perjalanannya dan dikenal dengan sebutan “Orde Pembangunan” karena
menjadikan pembangunan (development) sebagai solusi segala persoalan,
membutuhkan stabilitas nasional sebagai syarat mutlak. Sebab, tanpa
stabilitas nasional yang kuat terutama di bidang politik, labilitas-labilitas
dalam masyarakat dan kegoncangan-kegoncangan ekonomi dapat
menghambat laju pembangunan yang menjadi dasar setiap kebijakan
pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, kepastian dan ketertiban melalui
hukum sangat dibutuhkan.’’’Pemerintah melihat hukum Islam sangat
potensial sebagai penjaga stabilitas nasional karena mayoritas warga
Indonesia beragama Islam. Hal inilah yang juga menjadi faktor pemerintah
mengharapkan agar persatuan umat Islam melalui Majelis Ulama
Indonesia menjadi wadah yang mendukung segala kebijakan pemerintah

dalam misi pembangunannya.

Majelis Ulama Indonesia. Lebih jelasnya bacaJohn L. Esposito, Is/am and Development: Religion
and Socio-Political Change (New York: Syracuse University Press, 1980), 11.

2180leh Donald J. Porter, hal ini disebut dengan “underpinnings of corporatism “yakni dasar-dasar
persatuan dari beragam warga Indonesia. Lihat Donald J. Porter, Managing Politics and Islam in
Indonesia, 29-30.

2Marzuki Wahid dan Rumadi, Figh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di
Indonesia , 66-79.
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Pada masa pemerintahan Orde Baru, MUI hanya memiliki
kewenangan yang terbatas dan sempit. Mereka hanya dapat memberikan
nasihat dan fatwa kepada pemerintah dan kepada kaum muslimin
mengenai persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
Selain itu, seperti yang telah dijelaskan oleh M.B. Hooker di atas, bahwa
MUI juga diharapkan menjadi pemersatu di kalangan umat Islam dan
mediator antara Umat Islam dengan pemerintah.”*’Sesuai dengan yang
ditulis oleh Atho Mudzhar, bahwa kewenangan MUI yang terbatas
tersebut karena pemerintah melarang MUI melaksanakan program dan
politik praktis. Hal ini disampaikan sendiri oleh Soeharto pada pidato
pembukaan pada Konferensi Nasional Pertama para ulama pada tanggal 21
Juli 1975.%*' Dengan demikian peran Majelis Ulama Indonesia pada masa
Orde Baru hanya sebatas memberikan fatwa dan nasehat bagi masyarakat
dan mengontrol dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini
disimpulkan sendiri oleh M. Atho Mudzhar dalam disertasinya bahwa
sebagian fatwa Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan kecendrungan
untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah.”*’Bahkan pada masa
pemerintahan Orde Baru, permintaan fatwa (istifia’) terhadap Majelis
Ulama Indonesia banyak yang berasal dari Kementerian Agama.”*®> Meski

demikian, tidak semua fatwa Majelis Ulama Indonesia tertuju untuk

M. B. Hooker, Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law, 30.
22IMohammad Atho Mudzhar, Fatwas of The Council of Indonesia Ulama, 54.

*Mohammad Atho Mudzhar, Fatwas of The Council of Indonesia Ulama, 119-126.

23C. van Dijk, “Religious Authority, Politics and Fatwas in Contemporary Southeast Asia,”
dalam /s/lamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions, 46.
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kepentingan pemerintah. MUI juga tidak jarang mengeluarkan fatwa
terkait dengan isu-isu yang kontroversial, khususnya terkait dengan
persoalan keyakinan seperti fatwa atas aliran Malaysia yang dikenal
dengan Darul Arqam (fatwa tahun 1997) yang ditetapkan sebagai aliran
dan ajaran yang sesat dan menyesatkan. Menurut para peneliti, tujuan
MUI mengeluarkan fatwa tentang aliran sesat dan menyesatkan adalah
untuk menghindari kerusuhan sosial yang akan timbul.***Terlepas dari
adanya perdebatan di atas, paling tidak dapat disimpulkan bahwa pada era
Orde Baru, MUI telah memiliki otoritas keagamaan yang diakui oleh
pemerintah dengan peran yang dimiliki sebagai pemberi fatwa dan nasehat
bagi masyarakat dan pemerintahan.**

Pasca era Orde Baru atau yang dikenal dengan era reformasi, peran
Majelis Ulama Indonesia mulai berubah dan berkembang. Hal ini dapat
dilihat dari otoritasnya yang tidak lagi hanya sekedar mengeluarkan fatwa
dan nasehat. Penulis akan menjelaskan secara singkat perkembangan peran
MUI pada era Reformasi sampai saat ini. Hal ini perlu dipaparkan karena
fokus penelitian ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan
dengan kebebasan beragama pada rentang era Reformasi.

3. Fungsi Fatwa MUI pada Era Reformasi

#4C. van Dijk, “Religious Authority, Politics and Fatwas in Contemporary Southeast Asia,”
dalam Islamic Law in Contemporary Indonesia. Ideas and Institutions, 46-47.

*Menurut, Nico Kaptein, untuk mengetahui seberapa jauh otoritas keagamaan dimiliki oleh
seseorang atau lembaga, maka konsepsi tentang fatwa dapat menjadi salah satu tolak ukurnya.
Lihat Nico J.G. Kaptein, “The Voice of the ‘Ulama: Fatwas and Religious Authority in
Indonesia,” Archives de sciences sociales des religions 125 (2004): 115-116.
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Lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan
tertinggi di Republik Indonesia, yang berarti juga akhir dari rezim
pemerintahan Orde Baru, berpengaruh terhadap transformasi MUL**® Pada
akhir masa Orde Baru, reputasi MUI sangat rendah dan tidak lagi
dipercaya oleh masyarakat sebagai majelis yang independen karena
dikenal sebagai alat pemerintah. Pasca Orde Baru dan/atau memasuki era
reformasi, MUI mulai bangkit kembali dengan suasana keagamaan dan
politik yang baru, karena pada era ini kehidupan politik berubah sangat
drastis. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia memiliki peluang dan
hak yang sangat besar untuk mempengaruhi, mengkritisi dan
mengutarakan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Ini
sesuai dengan pendapat yang dipaparkan oleh C. van Dijk, bahwa pasca
jatuhnya rezim Orde Baru dan dimulai era Reformasi, MUI mengalami
transformasi yang awalnya dikenal sebagai koalisi pemerintah berubah
menjadi lembaga yang selalu menyuarakan oposisi. Hal ini dapat dilihat
dari perubahan peran MUI yang awalnya tidak memiliki peran politik pada
masa rezim Orde Baru, justru memasuki kancah politik dengan menjadi
pemain aktif dalam dunia politik Indonesia. Salah satu contohnya adalah
ketika MUI melarang umat Islam untuk memilih PDI-P (Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri karena

Hal ini dijelaskan oleh Moch. Nur Ichwan di kesimpulan artikelnya yang berjudul “Ulama’,
State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto,” Is/lamic Law and Society 12 (2005).
Baca juga Moch. Nur Ichwan, “Menuju Islam Moderat Puritan: Majelis Ulama Indonesia dan
Politik Ortodoksi Keagamaan,” dalam Conservative Tumn: Islam Indonesia dalam Ancaman
Fundamentalisme, ed. Martin van Bruinessen, Terj. Agus Budiman (Bandung: al-Mizan, 2014)
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distigmasi sebagai partai yang anti Islam.**’

Penjelasan di atas
menunjukkan transformasi mendasar yang dialami oleh Majelis Ulama
Indonesia pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan dimulainya era
reformasi.

Moch. Nur Ichwan dalam salah satu artikelnya menjelaskan hal
yang menarik. Menurutnya, pada era reformasi saat ini, fatwa-fatwa dan
tausiyah-tausiyah MUI justru membawa Indonesia lebih dekat kepada
pemahaman keagamaan yang ortodoks daripada ketika MUI berada di
bawah pemerintahan pada masa Orde Baru. Hal ini juga diakui oleh
Donald J. Porter dalam salah satu bukunya.”*® Perubahan nyata ini berawal
ketika masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (20 Oktober
1999 - Juli 2001), tepatnya ketika ia menyarankan agar paham komunisme
dilegalkan dan diresmikannya hubungan perdagangan antara Indonesia
dengan Israel. Terkait dengan ini, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan
dua tausiyah. Tausiyah pertama menjelaskan alasan-alasan mengapa
komunisme dalam segala bentuknya seharusnya memang tidak dilegalkan
di Indonesia. Tausiyah kedua dikeluarkan tepat pada ulang tahun ke-35
dari peristiwa kudeta 1965. Secara ringkas tausiyah kedua ini menjelaskan

potensi bahaya bila paham komunisme dilegalkan dan menyerukan agar

masyarakat tetap bersatu dan waspada atas paham tersebut.”*’

*Contoh transformasi lainnya dapat dilihat dalam artikel C. van Dijk, “Religious Authority,
Politics and Fatwas in Contemporary Southeast Asia,”, 51-52.

*Donald J. Porter, Managing Politics and Islam in Indonesia , 79-80.

*Tausiyah lengkapnya lihat di Moch. Nur Ichwan,“Ulama’, State and Politics: Majelis Ulama
Indonesia after Suharto,” Is/amic Law and Society 12 (2005): 46.
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Majelis Ulama Indonesia pada masa Abdurrahman Wahid juga
mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan pernyataan Presiden
(pemerintah). Fatwa tersebut terkait dengan kehalalan produk MSG
Ajinomoto. Produk yang pada awalnya telah menerima sertifikat halal dari
LPPOM ini dengan persyaratan tidak boleh menggunakan daging babi
pada setiap produk yang dihasilkan, ternyata di kemudian hari terbukti
menggunakan enzim babi. Oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia berfatwa bahwa produk Ajinomoto merupakan produk yang
dilarang dan haram, meskipun Abdurrahman Wahid menentangnya dan
menganggap MUI telah melakukan kesalahan dalam proses berfatwa
tersebut. Fatwa MUI yang sebagian menyuarakan oposisi dengan
pemerintahan tersebut mendapat dukungan dari mayoritas Muslim
Indonesia dalam melawan pernyataan-pernyataan kontroversial Presiden
Abdurrahman Wahid.”*°Apa yang dilakukan oleh MUI menunjukkan
bahwa lembaga ini telah mengalami transformasi dari yang awalnya dekat
dengan pemerintah berubah menjadi lembaga yang lebih terlihat sebagai
lembaga yang lebih bersikap oposisi kepada pemerintah.

Transformasi Majelis Ulama Indonesia pada era reformasi juga
dapat dilihat dari dibentuknya DSN (Dewan Syari’ah Nasional) pada
tahun 1999.' DSN dibentuk dengan untuk bertanggungjawab

memberikan fatwa terkait dengan permasalahan-permasalahan perbankan.

“"Moch. Nur Ichwan,“Ulama’, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Suharto,”
Islamic Law and Society 12 (2005): 46.

21 Alfitri, “Expanding a Formal Role for Islamic Law in the Indonesian Legal System: The Case
of Mw’amalat,” Journal of Law and Religion 23 (2007/2008): 264.
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Karena pada masa tersebut, institusi-institusi keuangan Islam sedang
tumbuh pesat dengan pemahaman syari’ahnya masing-masing untuk
diterapkan dalam institusi tersebut. Oleh karena itu pembentukan Dewan
Syari’ah Nasional adalah untuk mencegah kebingungan dan agar
masyarakat mendapat kepastian terkait institusi yang benar-benar sesuai

dengan nilai-nilai syari’ah.*?

Hal ini menunjukkan bahwa pasca era Orde
Baru dan dimulainya era reformasi, kewenangan fatwa Majelis Ulama
Indonesia tidak hanya pada aspek sosial-keagamaan, akan tetapi telah
meluas sampai bidang ekonomi mikro.

Apa yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa transformasi
Majelis Ulama Indonesia yang pada awalnya dekat dan dianggap sebagai
alat pemerintahan, pada era reformasi mulai menjaga jarak.>*Pada masa
Orde Baru, MUI memposisikan diri sebagai khadim al-hukumah (pelayan
pemerintah), sedangkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, MUI

memposisikan diri sebagai khadim al-ummah atau pelayan umat. Hal ini

ditegaskan sendiri oleh Ali Yafie, mantan Ketua Umum MUI, dalam salah

#2C. van Dijk, “Religious Authority, Politics and Fatwas in Contemporary Southeast Asia,”, 55-
56.

Secara umum, sulit menolak penilaian bahwa setelah reformasi identitas keislaman tampak
makin kuat ditegaskan di ruang publik—dalam berbagai sektor, ekonomi, politik, di media, di
sekolah, di pasar, maupun di jalan-jalan melalui pengajian zikir terbuka, demonstrasi, dan dengan
berbagai cara, secara beradab atau kekerasan, secara komersial. Menurut Zainal Abidin Bagir,
konteks politik yang berubah radikal setelah reformasi, yang tak terlalu menguntungkan wacana
Islam toleran-liberal-terbuka. Ini tak berarti, seperti yang banyak dikhawatirkan orang, bahwa
pemikiran seperti itu hanya bisa hidup dalam era otoritarianisme. Namun jelas bahwa rezim
otoritarian dan developmentalis Orba memberi ruang gerak lebih besar, dan sama sekali tak
mengherankan, lebih menyukai wacana yang moderat seperti dicirikan di atas. Baca Zainal
Abidin Bagir, “Membaca Beragam Wajah Islam Indonesia,’dalam Conservative Turn: Islam
Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme, ed. Martin van Bruinessen, Terj. Agus Budiman
(Bandung: al-Mizan, 2014), 12-14.
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satu bukunya.”**

Menurut Nur Ichwan, secara politis, perubahan atau
transformasi yang dilakukan oleh MUI dalam memainkan perannya sangat
dipengaruhi oleh peralihan dari era Orde Baru menuju era Reformasi.
Tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 akhirnya membuka
peluang dan transformasi politik yang tak terbayangkan sebelumnya dalam
masyarakat Indonesia. Menurut Ichwan, gerakan reformasi tersebut
menuntut demokratisasi, tata pemerintahan yang baik (good governance),
dan pemberdayaan masyarakat sipil. Oleh karena itu, banyak organisasi,
khususnya organisasi Islam, mendefinisikan kembali orientasi dan rencana
kerja politik mereka. Hal ini dapat dipahami dari banyaknya organisasi,
gerakan, dan partai politik Muslim baru bermunculan dengan
menggunakan paradigma nasionalis, liberal, dan Islamis. Mereka telah
berupaya untuk menghadirkan konsep mereka sendiri tentang reformasi,
dan menghindarkan diri dari stigma anti-reformasi. Bagi Ichwan, salah
satu organisasi yang bertransformasi menggunakan paradigma Islamis
adalah Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peran mereka

(MUI) dalam membela kepentingan dan aspirasi Muslim yang lebih

konservatif. Ini bisa dilihat dari pelbagai fatwa, tausiyah, dan pernyataan

“*Hal ini juga diakui oleh Ali Yafie (mantan Ketua Umum MUI). Ia menjelaskan bahwa pada era
Reformasi, hendaknya MUI menjadi lembaga yang mampu berorientasi menjadi khadim al-
ummah (pelayan umat), bukan khadim al-hukumah (pelayan pemerintah). Lebih lengkapnya baca
Ali Yafie, Potensi dan Peran Ulama (Jakarta: Sekretariat MUI-DKI, 2002), 18.
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lain yang dikeluarkan, juga dari bagaimana ia menghadapi isu-isu sosial,
politik, ekonomi dan budaya.”*’

Menurut sebagian peneliti, transformasi MUI juga dapat dipahami
dari dinamika internal MUI itu sendiri. Setelah keruntuhan era Orde Baru
misalnya, MUI mencoba mengubah dirinya dari semula semi-pemerintah
menuju organisasi masyarakat sipil dengan munas yang teratur, di mana
pemimpin dipilih dan kebijakan penting dirundingkan.MUI pasca-Orde
Baru ini juga merekrut wakil-wakil dari pelbagai aliran Islam politis, yang
tidak mendapat tempat selama periode Soeharto.Majelis ini melakukan
beberapa prakarsa yang dirancang untuk memberinya peran yang lebih
aktif dalam pengislaman masyarakat.”*® Bahkan menurut Nur Ichwan,
pada masa silam, perjuangan ideologis di dalam MUI adalah antara
tradisionalisme Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan modernisme Islam
Muhammadiyah, yang dimenangkan oleh yang disebut belakangan
(bahkan ketika ulama yang berafiliasi ke NU memegang kekuasaan di
dalam MUI). Kini, tradisionalis, modernis, puritan dan radikal
bersainguntuk mendapatkan pengaruh di MUI, dan yang menang adalah
suara-suara reformis dan puritan.Fakta bahwa sebagian jabatan tinggi di
MUI telah diduduki oleh ulama yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama

ternyata tidak membuat perubahan berarti, karena para ulama ini

“Moch. Nur Ichwan, “Menuju Islam Moderat Puritan: Majelis Ulama Indonesia dan Politik
Ortodoksi Keagamaan,” dalam Conservative Tum: Islam Indonesia dalam Ancaman
Fundamentalisme, ed. Martin van Bruinessen, Terj. Agus Budiman (Bandung: al-Mizan, 2014),
103-105.

“SMartin van Bruinessen, “Selayang Pandang Organisasi, Serikat, dan Gerakan Muslim di
Indonesia,” dalam Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme, ed.
Martin van Bruinessen, Terj. Agus Budiman (Bandung: al-Mizan, 2014), 65.
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kebetulan lebih dekat pada reformisme puritan ketimbang kepada
tradisionalisme arus-utama. Meski yang berpandangan radikal di dalam
MUI amat sedikit, namun suara mereka signifikan, terutama dalam
memengaruhi tausiyah atau fatwa yang dirumuskan bukan hanya oleh
Komisi Fatwa dan dewan pimpinan MUI, tetapi juga oleh forum yang
mengundang perwakilan organisasi atau gerakan Islam seperti Forum
Ukhuwah Islamiyah (FUI), Kongres Umat Islam Indonesia (KUII), dan
[jtima’ Ulama. Di dalam forum inilah kelompok radikal memiliki
kesempatan untuk menyatakan pandangan mereka yang ketat dan kaku,
dan dengan retoris menuduh semua yang berbeda pandangan sebagai
munafik, fasik, dan kufur.**’Apa yang dijelaskan ini dapat dibenarkan
dalam perspektif politik, namun dalam tinjaun normatifnya, penulis
melihat transformasi MUI ini tidak berdampak kepada metodologi
ijtihadnya. Sejak didirikan sampai saat ini, Majelis Ulama Indonesia masih
memegang teguh prosedur yang sama dalam menetapkan sebuah hukum
suatu masalah. Untuk itu, pada sub-bab selanjutnya, penulis akan
menjelaskan secara singkat tentang prosedur penetapan hukum MUI
secara umum.
4. Prosedur Umum Penetapan Fatwa MUI
Fatwa merupakan salah satu produk ijtihad, namun dapat

dikatakan lebih dinamis dan lebih luas dari pada produk ijtihad lainnya. ini

“"Moch. Nur Ichwan, “Menuju Islam Moderat Puritan: Majelis Ulama Indonesia dan Politik
Ortodoksi Keagamaan,” dalam Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman
Fundamentalisme, 106-107.
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dikarenakan fatwa dapat dikemukakan dalam dua ruang lingkup sekaligus,
baik wilayah ijtihadi maupun wilayah non-ijtihadi. Jika fatwa yang
dimintakan ternyata sudah ada dan dinyatakan secara tegas dalam al-
Qur’an, hadis, dan dinyatakan secara konsensus oleh ulama maka fatwa
harus diterbitkan apa adanya.”*® Hal ini kemungkinan besar diyakini oleh
MUI bila suatu masalah sudah jelas dalil gat 7-nya, karena MUI berasumsi
bahwa menyalahi hal-hal tersebut berarti seperti zahakkum atau membuat-
buat hukum, dan yang demikian tidak diperbolehkan dalam pemahaman
MUL*’ Dengan demikian, sejalan dengan pandangan ulama lainnya, MUI
juga berkeyakinan bahwa hukum Islam dibagi menjadi dua, yakni hukum-
hukum gat ‘/dan hukum-hukum zann/. Hal inilah yang menjadi salah alasan
mengapa MUI hanya berijtihad dalam kasus-kasus yang dikategorikan
sebagai permasalahan hukum zanni.

Majelis Ulama Indonesia memiliki berbagai komisi yang di
antaranya adalah Komisi Fatwa. Menurut Atho Mudzhar, komisi inilah
yang ditugaskan dan bertanggungjawab mengeluarkan fatwa mengenai
persoalan-persoalan hukum Islam yang dilakukan dengan secara kolektif
(ijtihad jama‘l). Sesuai dengan yang tertulis di Pedoman dan Prosedur
Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, penetapan-penetapan fatwa

yang dilakukan oleh Komisi Fatwa harus bersifat responsif, proaktif, dan

“penulis berpendapat demikian karena menurut berbagai literatur klasik, mufti pertama adalah
Nabi Muhammad SAW yang menfatwakan tentang keesaan Allah SWT melalui wahyu-Nya,
sedangkan keesaan Allah bukan merupakan wilayah ijtihadi. Dengan demikian, fatwa juga
menjangkau hal-hal yang non-ijtihadi. Lebih jelasnya baca Muhammad Taqi al-‘Uthmani, Usu/
al-Ifta’ wa Adabuhu (Karaci: Maktabah Ma‘arif al-Qur’an, 2011), 29-30.

Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, 15.Lihat jugzaMohammad Atho
Mudzhar, Fatwas of The Council of Indonesia Ulama, 63.
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antisipatif.**’

Maksud fatwa yang responsif adalah fatwa dikeluarkan
dengan sungguh-sungguh atas kesadaran akan fungsinya sebagai solusi
keberagamaan. Sedangkan fatwa harus proaktif adalah fatwa yang
dikeluarkan oleh MUI tidak harus menunggu permintaan fatwa dari
seseorang atau masyaraka‘[.241 Antisipatif adalah fatwa yang dikeluarkan
oleh MUI yang merupakan respon tanggap atas sesuatu yang sedang
dan/atauakan terjadi atau sesuatu yang sedang kontroversial.

Menurut Rumadi Ahmad, terdapat empat fase perkembangan
metodologi ijtihad MUI: pertama, fase 1975-1986; kedua, fase 1986-1997;
ketiga fase 1997-2002; dan keempat, fase 2002-sekarang.**’ Pada fase
pertama ini, MUI tidak memiliki pedoman baku dalam menetapkan
hukum. Hal ini dijelaskan oleh Atho Mudzhar dalam disertasinya bahwa
metodologi ijtihad MUI pada fase ini tidak mengikuti satu pola
tertentu.”” Sedangkan pada fase kedua, ketiga, dan keempat tida ada
perbedaan yang mendasar. Menurut Rumadi, perbedaan tersebut hanya

terdapat pada penempatan klausul-klausul, misalnya klausul mengenai

keharusan meninjau pendapat para ulama yang pada fase ketiga

*"Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, 5.Lihat juga Mohammad Atho
Mudzhar, Fatwas of The Council of Indonesia Ulama, 68.

*'Pada mulanya definisi fatwa adalah jawaban seseorang atas pertanyaan terkait dengan masalah
hukum-hukum Islam dan lainnya. Akan tetapi pada realitasnya fatwa berkembang tidak hanya
sekedar jawaban atas pertanyaan hukum, akan tetapi juga terkait dengan penetapan-penetapan
hukum pada suatu masalah yang tidak awali dengan pertanyaan dan ditulis dalam kitab-kitab.
Baca Muhammad Taqi al-‘Uthmani, Usul al-Ifta’ wa Adabuhu (Karaci: Maktabah Ma‘arif al-
Qur’an, 2011),8-11.

*“Rumadi Ahmad,Fatwa Hubungan antar Agama di Indonesia: Kajian Kritis tentang
Karakteristik, Praktik, dan Implikasinya(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2016), 159.
*Mohammad Atho Mudzhar, Fatwas of The Council of Indonesia Ulama,69-70.
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ditempatkan pada Dasar Umum sedangkan pada fase keempat
ditempatkan pada metode.***

Terlepas dari fase perkembangan metodologi ijtihad MUI tersebut,
penulis berpendapat bahwa metodologi ijtihad MUI secara umum, lebih
bercorak metodologi mazhab Syafi’iyyah. Hal ini dapat dilihat dari
pedoman dan prosedur penetapan fatwanya yang selalu berdasarkan
kepada al-Qur’an dan sunah (menurut pemahaman MUI, sunah di sini
dapat berarti hadis),ijma’, dan giyas sebagai metodologi utama dalam
penetapan hukum. Selanjutnya, MUI juga menggunakan dalil-dalil lain
yang mu‘tabar atau otentik.**> Penulis beranggapan bahwa dalil-dalil
mu’tabar di sini adalah dalil-dalil yang telah diakui keotentikannya oleh
mazhab yang empat (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan
Hanabilah), seperti istihsan (pemberlakuan maslahat juz’iyah / parsial
ketika berhadapan dengan kaidah ku/liyah /umum) dan istis/ah/maslahah
mursalah (kemaslahatan yang tidak dukung oleh nassteks syar‘i tertentu),
istishab (status hukum suatu masalah yang berdasarkan kepada ketentuan-
ketentuan hukum pada masa lampau karena tidak ada dalil yang

merubahnya), pendapat para sahabat,**®

urf (adat istiadat atau tradisi),
shar‘un man qablana (sesuatu hukum yang ditetapkan untuk umat

terdahulu juga ditetapkan untuk umat Islam saat ini), dan sadd al-dhara‘i’

**Rumadi Ahmad, Fatwa Hubungan antar Agama di Indonesia, 163-164.

**Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, 5.

**Menurut mayoritas para ulama, pendapat para sahabat Nabi Muhammad merupakan pendapat
yang gat 7, yakni yang harus diterima dan tidak ada ruang untuk berijtihad lagi di dalamnya. Hal
ini karena para sahabat merupakan orang yang menerima langsung informasi doktrinal dari Nabi
Muhammad SAW. Selengkapnya baca Wahbah al- Zuhaili, Usul al-Figh al-IslamiDamshiq: Dar
al-Fikr, 1986), 11: 417-419.
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(memotong jalan atau wasrlah yang dapat menunjukkan kepada kerusakan

atau kemafsadatan). Selain itu, MUI juga tidak jarang menggunakan

kaidah-kaidah fikih ketika akan menetapkan sebuah hukum dari suatu
permasalah di masyarakat.247 Dalil-dalil yang telah dipaparkan secara
singkat di atas menjadi dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama

Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia, dalam proses penetapan hukumnya, tidak
semua menggunakan dalil-dalil yang telah penulis paparkan di atas dengan
sekaligus, akan tetapi ada prosedur dalam menggunakan dalil-dalil
tersebut karena setiap dalil memiliki tingkat hierarkinya masing. Prosedur-
prosedur dijelaskan secara singkat oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai
berikut:

a. Sebelum fatwa ditetapkan, ditinjau terlebih dahulu pendapat para
imam mazhab dan ulama yang mu‘tabar atau otoritatif tentang
masalah yang akan difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-
dalilnya.

b. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaknya disampaikan
sebagaimana adanya dan mestinya.

c. Dalam masalah yang terjadi khilafah di kalangan mazhab, maka:

*"Meski terjadi perdebatan terkait dalil-dalil mu‘tabar di kalangan mazhab yang empat, akan
tetapi dalil-dalil tersebut disepakati sebagai bagian dari dalil ‘ag/i dalam Ahlussunnah wal
Jama’ah yang menjadi paham keagamaan Majelis Ulama Indonesia. Kitab-kitab usul fikih dari
klasik sampai modern sekalipun masih memasukkan dalil-dalil tersebut dalam pembahasannya.
Hal ini dapat dilihat dalam Wahbah al- Zuhaili, Usu/ al-Figh al-IslamiDamshiq: Dar al-Fikr,
1986), 11: 417-419.
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1) Penetapan fatwa didasarkan kepada hasil usaha penemuan titik
temu di antara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode
al-jam ‘u wa al-taufig, dan

2) Jika wusaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan,
penetapan fatwa didasarkan pada hasil ‘faril(pengunggulan)
melalui metode muqgaranah (perbandingan) dengan menggunakan
kaidah-kaidah usul fikih perbandingan.

d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan
mazhab, penetapan fatwa didasarkan kepada hasil ijtihad
Jjama’i(kolektif) melalui metode bayani, ta‘lili (qiyasi, istihsani,
ilhaqi), istislahi, dan sadd al-dhari’ah.

e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum
(masalih ‘ammah) dan maqasid al-shari ‘ah. 248

Prosedur yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa dalam
metodologi ijtihadnya, MUI lebih mengedepankan pendapat-pendapat para
ulama otoritatif (klasik) yang tertulis dalam teks-teks kitab klasik, baik
melalui  al-jam‘u  wa al-taufig (kompromi proporsional) atau
tarjibl(pengunggulan) dengan melihat tingkat keunggulan para ulama
klasik. Ijtihad hanya dimungkinkan bila masalah yang akan sedang
dihadapi tidak ditemukan pendapat hukumnya dalam kitab-kitab klasik.

Dalam kondisi demikian, barulah MUI melakukan ijtihad atau penetapan

hukum tentunya dengan menggunakan seperangkat dalil-dalil mu ‘tabar

**Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, 5-6.
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dalam kalangan AA/ al-Sunnah wa al-Jama‘ah yang telah penulis jelaskan

di atas. Dalam menetapkan fatwa suatu masalah, terdapat mekanisme

yang harus ikuti oleh anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hal

ini dimaksud fatwa yang dikeluarkan tidak hanya kuat secara

argumentatif, akan tetapi juga didukung dengan mekanisme yang kuat

juga. Majelis Ulama Indonesia menjelaskan tentang mekanisme tersebut

sebagai berikut:

a. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya
dianggap cukup memadai oleh pemimpin rapat.

b. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

c. Rapat diadakan jika ada:

1) Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan
Pemimpin dianggap perlu dibahas dan dikeluarkan fatwa
tentangnya.

2) Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi
sosial, atau MUI sendiri.

3) Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang
muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni.

d. Rapat dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi atas persetujaun

Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Skretaris

Komisi.
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e. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, maka rapat
dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui.

f. Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi
mencatat usulan, saran dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan
Risalah Rapat dan bahan fatwa Komisi.

g. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif
serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat
menetapkan fatwa.

h. Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan
Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak
yang bersangkutan.**’

Prosedur dan metodologi ijtihad fatwa Majelis Ulama Indonesia
yang telah dijelaskan di atas ditetapkan dengan dasar agar fatwa-fatwa
yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya yang
dikeluarkan oleh Komisi Fatwa, mengandung hukum yang benar-benar
sesuai dengan nilai-nilai syari’at dan bermaslahat bagi kepentingan umat.
Lebih jelasnya, Ma’ruf Amin dalam kata pengantarnya terhadap buku
Himpunan Fatwa MUI menjelaskan bahwa adanya pedoman dan prosedur
penetapan fatwa ini karena tidak dibenarkan memberikan fatwa hanya
didasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan semata-

mata tanpa didasarkan pada dalil.>

*Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, 6-7.
2K H. Ma’ruf Amin, Pengantar dalam buku Himpunan Fatwa MUI (Jakarta: Departemen Agama,
2003), vii.



BABIV
FATWA MUI TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA
Bab ini menguji dua fatwa MUI tentang perkawinan beda agama dalam 1
pendekatan, yakni pendekatan hak asasi manusia.Sebelum menguji fatwa-fatwa
tersebut, penelitian ini akan terlebih dahulu menjelaskan konteks sosialsaat
fatwa-fatwa tersebut ditetapkan. Hal ini penting karena fatwa-fatwa (dan produk
hukum Islam lainnya) merupakan respon dari permasalahan-permasalahan yang
terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan didapati sebuah
kajian yang komprehensif.
A. Fatwatentang Perkawinan beda Agama Tahun 1980 dan 2005 M
1. Deskripsi Fatwa
Dua Fatwa ini memiliki beberapa item sebagai isi dari fatwa
tersebut. Pertamafatwa ini didahului dengan mekanisme memperhatikan
fenomena di berbagai daerah adanya perkawinan beda agama di berbagai
daerah yang menimbulkan keresahan masyarakat.Kedua, setelah
memperhatikan fenomena perkawinan tersebut, MUI dalam fatwa
kemudian menimbang berbagai argumen yang terkait dengan permasalahan
yang sedang diteliti, yakni terkait perkawinan beda agama. Dalam
argumennya tersebut, MUI merujuk kepada berbagai ayat al-Qur’an yang di
antaranya adalah ayat 3 Surat Annisa’, ayat 21 surat Ar-ruum, ayat 10
surat Mumtahanah, dan ayat 6 surat At-Tahrim, ayat 221 surat Al-
Baqarah, ayat 5 surat Al-Maidah, . Dalam fatwa ini MUI juga menguatkan

argumennya menggunakan Hadis Nabi yang menurut penjelasan MUI,
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semuan ayat dan Hadis tersebut menjelaskan tentang tinjauan mengawini
seorang perumpuan ditinjau dari segi agama dan nasabnya,
sertamenyempurnakan iman dengan jalan melakasanakan perkawinan.
Selain al-Qur’an dan Hadis, MUI juga menguatkan argumennya
dengan menggunakan perbedaan pendapat Ulama tentang perkawinan
antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahlu Kitab. Menurut MUI,
perkawinan perkawinan beda agama lebih besar mafsadahnya daripada

maslahahnya.”"

Bagi MUI, adanya perkawinan beda agama di tengah-
tengah masyarakat akan menodai murninya agama Islam dan menimbulkan
kerancauan dalam hal nasab.

Item ketiga dari isi keseluruhan fatwa MUI tentang perkawinan
beda agama adalah penetapan yang memutuskan tentang status perkawinan
beda agama dalam perspektif hukum Islam. Dalam fatwa ini, setelah
memperhatikan fenomena yang ada terkait dengan perkawinan beda agama
dan menimbang berbagai argumen-argumen al-Qur’an, Hadis, dan /jma“
para sahabat Nabi, akhirnya Komisi Fatwa MUI memutuskan:

a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut gau/
mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.>>

Deskripsi di atas ini menunjukkan bahwa fatwa MUI tentang

perkawinan perkawinan beda agama setidaknya mencakup beberapa

“Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, 52.
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Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI, 52.
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mekanisme penerbitan fatwa. Diawali dengan memperhatikan fenomena
objek yang sedang diteliti. Setelah memperhatikan objek tersebut,MUI
kemudian menimbang berbagai argumen sebagaimana yang telah
dideskripsikan di atas, setelah itu baru MUI menetapkan keputusannya
tentang status perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam.
. Konteks Sosial Fatwa

Pada dasarnya isu-isu mengenai pernikahan yang termasuk
didalamnya adalah pernikahanbeda agama memang bukan merupakan hal
yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Pernikahan
tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (diberbagai dimensi
sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga
berartri bahwa persoalan pernikahan beda agama tidak dipermasalahkan,
bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ada
anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974
yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena
perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan
antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,
karena perbedaan kewarganegaran, bukan karena perbedaan agama.
Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah
sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya

perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya,
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keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP dalam proses penggugatan dan diajukan
Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.*”

Bagi Masyarakat muslim Indonesia, kontroversi dan polemik
seputar perkawinan beda agama selalu menghangat karena beberapa hal: 1)
sejak dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam, dimana dalam Buku I KHI Pasal 40 hurup (c) menegaskan bahwa
seoarang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan
perkawinan dengan pria muslim. Padahal dalam literatur klasik (kitab-kitab
tafsir dan fikih) cenderung membolehkan perkawinan seorang pria muslim
dengan perempuan ahli kitab; 2) adanya fatwa MUI Pusat tahun 2005 yang
kembali menegaskan tentang keharaman perkawinan beda agama, baik
perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan non muslim, maupun
perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab.

3. Argumen Fatwa dalam Pandangan HAM

Hal pertama yang harus dijawab untuk menguji fatwa MUI tersebut
dalam perspektif HAM, yakni apakah fatwaperkawinan beda agama sesuai
dengan nilai-nilai HAM tentang kebebasan beragama ? Menurut hemat
penulis, hal ini perlu dijelaskan karena MUI sendiri dalam fatwanya
memutuskan perkawinan beda agama di hukumi haram dan tidak sah.”**

Satu hal yang perlu diingat bahwa hak kebebasan beragama

memiliki dua wilayah yang berbeda seperti yang sering dijelaskan di atas.
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Muhammad Khairuddin Hamsin, Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Syariah dan Hukum
Positif Menyoal Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974)h. 2
“*Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI, 52.
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Dua wilayah tersebut adalah wilayah infernum dan externum. Dalam
wilayah 7internum, hak beragama seseorang tidak dapat dibatasi oleh negara
atau perseorangan. Bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat
umum sekalipun, negara wajib untuk tidak mengintervensi forum internum
ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I(ayat 1), Pasal 4 (ayat 2)
International Covenant on Civil and Political Rights.
“(2) Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8, 11, 15, 16, dan
18 (hak beragama dan berkeyakinan) sama sekali tidak dapat
dibenarkan berdasarkan ketentuan ini. "™
Dan pasal 74 dan 74 UU No. 39/1999 tentang HAM:
“Tidak satu ketentuan pun dalam Undang-undang ini boleh
diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun

dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi

manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang
. 9256

ini

Sedangkan dalam wilayah externum, hak kebebasan beragama
seseorang dapat dibatasi oleh negara dengan pertimbangan-pertimbangan
yang sejalan dengan prinsip HAM. Secara normatif, pembatasan-
pembatasan ini telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28] dan Pasal 18 (ayat
3)Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dalam Pasal 28] UUD 1945 ditegaskan
bahwa pembatasanterhadap manifestasi beragama hanya dapat dilakukan

melalui Undang-Undang dalamrangka melindungi keamanan dan ketertiban

umum, moral, nilai-nilai agama dan untuk menghormati hak dan kebebasan

*Raoul Wallenberg Institute, Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusiaed. Goran Melander,
Gudmundur Alfredsson, dan Leif Holmstrom, penerjemah: Madayuti Pertiwi dan lainnya (t.tmp:
The Raoul Wallenberg Institute, 2004), 32.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 18.
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orang lain.””’ Sementara dalam Pasal 18 ayat 3 KovenanInternasional Hak
Sipil dan Politik ditegaskan bahwa pembatasan dapat dilakukan
berdasarkan hukum, danyang diperlukan untuk melindungi keamanan,
ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan
mendasar orang lain.”® Menurut sebagian kalangan, pembatasan ini justru
dibuat khusus untuk mengatur tentang hak asasi manusia dalam beragama
sebagai mana ditetapkan dalam pasal 18 ayat (3) yang berisi hak
mengekspresikan agama dan keyakinannya sebagai komponen kebebasan
beragama dalam wilayah externum.**’

Fatwa MUI tentang perkawinan beda agama yang sekilas
membatasi hak beragama individu,khususnya dalam wilayah externum
karena fatwa tersebut membatasi hak individu tersebut dalam menjalankan
segala aktifitas dalam mengekspresikan keyakinannya yang di antaranya
adalah melaksanakan ibadah dengan sesuai keyakinannya. Dari delapan
komponen yang termasuk dalam wilayah externum, ada setidaknya tiga
komponen yang dibatasi. Pertama adalah hak seseorangdalam

mempertahankan keyakinannya. Hak ini dijamin oleh instrumen hak asasi

»"Undang-UndangDasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

»¥pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau diterapkan
dengan cara yang diskriminatif. Bahwa konsep moral yang dimaksud harus berasal dari banyak
tradisi sosial, filosofi, dan agama; oleh karenanya, pembatasan terhadap kebebasan untuk
menjalankan agama atau kepercayaan untuk tujuan melindungi moral harus didasarkan pada
prinsip-prinsip yang diambil tidak hanya dari satu tradisi saja. Orang-orang yang sudah menjadi
subyek pembatasan hukum tertentu, misalnya narapidana, harus dapat menikmati hak mereka
untuk menjalankan agama atau kepercayaannya sebagaimana dimungkinkan dan sesuai dengan
kekhususan pembatasan terhadap mereka. Silahkan baca Raoul Wallenberg Institute, Kompilasi
Instrumen Hak Asasi Manusia, 32.

*Richard B. Lillich, “Civil Rights,” dalam Human Rights in The World Community: Issues and
Action, ed. Richard Pierre Claude dan Burns H. Weston (Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 1992), 92.
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manusia sebagaimana tertulis dalam pasal 2ayat (1) atas [International
Covenant on Civil and Political Rights 1ICCPR) sebagai berikut:

“Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati
dan menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua
individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di wilayah
yuridiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau
pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik,
status kelahiran atau status lainnya.”**

Hak kedua yang dibatasi oleh fatwa ini adalah hak seseorang dalam
menjalankan keyakinannya. Hak dijamin dalam Pasal 22 Undang-Undang
No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai
berikut:

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu”®’!

Hak ketiga yang dibatasi oleh fatwa ini adalah hak seseorang dalam
menyampaikan pendapat atau materi keagamaan. Hak ini dijamin dalam
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagaimana
dijelaskan dalam Komentar Umum 22 sebagai berikut:

Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dapat

dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang

lain, dan baik di tempat umum atau tertutup. Kebebasan untuk

menjalankan agama dan kepercayaan dalam ibadah, ketaatan,
pengamalan, dan pengajaran mencakup berbagai kegiatan.””

260K omnas HAM, Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya(Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009), 51.
*'Undang-UndangNo. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

202K omnas HAM, Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya, 50.
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Pembatasan hak dalam wilayah exfernum ini perlu diuji lebih
mendalam untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif.
Secara teoritis apa yang diputuskan oleh MUI dalam fatwanya tersebut
dapat dikatakan telah sesuai dengan penjelasan komponen-komponen HAM
di atas. Meski MUI bukan merupakan lembaga pemerintahan yang
kebijakan bersifat mengikat seperti undang-undang,”®> namun rekomendasi
MUI kepada pemerintah dalam fatwanya untuk membatasi segala aktifitas
seseorang dilakukan dengan pertimbangan yang diperbolehkan secara
yuridis yakni pertimbangan untuk berkeyakinan. Namun pertanyaan
selanjutnya adalah apakah pertimbangan yang dilakukan oleh MUI tersebut
mencerminkan realitas di lapangan atau tidak. Dengan arti lain apakah
adanya perkawinan campuran dan perkawinan beda agamamemang lebih
besar mafsadahnya daripada manfaatnya.

Untuk menjawab hal ini, MUI menyertakan argumen dalam
fatwanya tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama ini.
Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya bahwa argumen
normatif MUI beragama dari berbagai ayat-al-Qur’an dan Hadis, serta
kesepakatan ulama (7jma’). Seakan bagi MUI setiap perkawinan campuran
dan perkawinan beda agama dari paham atau doktrin baku Islam di
nyatakan haram, maka secara tidak langsung perkawinan campuran dan

perkawinan beda agama tersebut telah meresahkan masyarakat. Seperti

*%pembatasan hak beragama atau hak asasi secara umum hanya dapat diterapkan melalui undang-
undang dengan mempertimbangkan ketertiban umum, moral, kesehatan, dan hak asasi orang lain.
Dengan demikian, fatwa MUI hanya sebatas rekomendasi kepada pemerintah, karena fatwa-fatwa
tersebut tidak mengikat seperti undang-undang.
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yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya bahwa perkawinan
campuran dan perkawinan beda agamahukumnya haram yang bersumber
dari hukum Islam yang disepakati oleh para ulama (/ma‘) adalah al-Qur’an,
sunnah Nabi, jjma“dan qiyas. Hal ini telah dijelaskan dalam berbagai kitab
fikih.”**

Penjelasan pada sub-bab di atas menjelaskan bahwa perkawinan
campuran dan perkawinan beda agama merupakan salah satu fenomena
yang terjadi dan akan terus ada. Oleh karena itu, kelompok ataupun
perorangan yang menolak perkawinan campuran dan perkawinan beda
agama sebagai salah satu fenomena baru yang dianggap sebagai salah satu
penyimpangan dalam agama Islam. Berdasarkan hal ini, MUI menerbitkan
fatwa yang salah satu keputusannya adalah hukum haram tentang
perkawinan beda agama, dan MUI merekomendasikan kepada pemerintah
agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap perkawinan
campuran dan perkawinan beda agama.*®’

Apa yang difatwakan MUI untuk mengharamkanperkawinan
campuran dan perkawinan beda agamatersebut dapat dibenarkan dalam
perspektif HAM, karena mafsadah yang ditimbulkan oleh fenomena ini
dapat meresahkan masyarakat. Suatu pertimbangan yang dalam instrumen

HAM di Indonesia maupun internasional sangat dimungkinkan.266

2*Wahbah al-Zuhaili, Usal al-Figh al-Islami, 1: 417-418.
*Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI, 53.
*%Gagasan tentang hak asasi manusia tidak akan terlepas dari tujuan untuk menciptakan
perdamaian di muka bumi ini. Pada tahun 1919, pernah diadakan Konferensi Perdamaian di Paris,
Prancis. Konferensi ini dihadiri oleh berbagai profesi yang sama-sama memiliki impian untuk
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Ancaman untuk meresahkan masyarakat tersebut dikarenakan
terdapat perbedaan pakem yang sangat doktrinal antara perkawinan
campuran dan perkawinan beda agamadengan pakem keagamaan yang telah
berlaku di masyarakat Indonesia. Perbedaan tersebut terbaca dari respon
masyarakat tentang fenomena ini. Ancaman tersebut dapat dipahami secara
sosiologis saat perkawinan campuran dan perkawinan beda agama ini
pertama kali muncul. fenomena ini menghebohkan masyarakat di Indonesia
dan memenuhi halaman berbagai harian koran dan majalah. Hal ini
membuat isu tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda
agamamenjadi isu nasional dan cukup meresahkan masyarakat.”®’ Secara
rasional, realitas yang ditimbulkan gerakan ini telah diidentifikasi dapat
meresahkan dan oleh karena itu sangat dimungkinkan untuk dilarang.
Mengutip penjelasan seorang teoritikus keadilan kontemporer, John Rawls,
kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dibatasi ketika ada dugaan
kuat yang masuk akal bahwa kalau tidak melakukannya maka hal itu akan
memunculkan perdebatan publik. Menurutnya, dugaan tersebut harus
didasarkan pada bukti dan cara berpikir yang diterima oleh

semuanya.”**Atas dasar inilah MUI berpendapat bahwa perkawinan

mewujudukan perdamaian di masa depan. Ini menunjukkan bahwa yang inti dari hak asasi
manusia (khususnya hak beragama) adalah terciptanya perdamaian yang dalam istilah lainnya
disebut dengan “ketertiban umum”. baca Paul Gordon Lauren, 7he Evolution of International
Human Rights: Visions Seen (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2003), 90-91.

2677 arkasih “Inkar Sunah: Asal-Usul dan Perkembangan Pemikiran Inkar Sunnah di Dunia Islam,”
Toleransi: Media llmiah Komunikasi Umat Beragama4 (2012): 90-91.

*%Menurut John Rawls, standar pembatasan ini tidaklah melanggar kebebasan yang setara milik
siapapun, karena pertimbangan dapat mengacaukan ketertiban umum merupakan sebuah bahaya
bagi kebebasan semau manusia. Lebih lengkapnya baca John Rawls, Teori Keadilan: Dasar-Dasar
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campuran dan perkawinan beda agama dapat mengancam tradisi beragama
di indonesia. Dengan demikian, pembatasan atas hak beragama khususnya
dalam wilayah externum dimungkinkan apabila yang dimaksud
perkawinan campuran dan perkawinan beda agama adalah apa yang telah
dijelaskan di atas. Hal ini penting karena MUI sendiri dalam fatwanya
tidak menjelaskan secara definitif apa yang dimaksud dengan perkawinan
campuran dan perkawinan beda agama tersebut.
4. Kesimpulan Pasal

Penjelasan dan pengujian baik dalam perspektif hak asasi manusia
menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, argumen fatwa MUI terlampau
fokus pada argumen-argumen normatif seperti beragam ayat al-Qur’an dan
Hadis Nabi dengan melandasi penafsirannya terhadap pendapat ulama-
ulama klasik. MUI juga berargumen dengan 7jma para sahabat atau para
ulama yang menjadi pendukung atas argumen normatif di atas, meski hal
tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Menurut MUI, ayat-ayat, Hadis, dan
ijma’ ini mengandung penegasan tentang perkawinan campuran dan
perkawinan beda agama dan kewajiban umat Islam untuk selalu mentaati
hukum islam. Dengan demikian, keyakinan seseorang termasuk keyakinan
yang harus di jamin oleh negara. Dengan demikian juga, argumen MUI
dalam fatwanya tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama

ini selain langsung merujuk kepada sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an

Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, penerjemah: Uzair
Fauzan dan Heru Prasetyo(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 266-273.
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dan Hadis, juga diawali dengan peninjauan terhadap pendapat para ulama
(agwal al-‘ulama’) yang menurut MUI semua pendapat bersepakat tentang
haramnya perkawinan campuran dan beda agama. Hal ini sesuai dengan
prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan
bahwa proses penetapan fatwa diawali dengan peninjauan terhadap
pendapat Imam mazhab dan para ulama otoritatif terlebih dahulu.
Kesimpulanlainnya yang dapat diambil dari pengujian ini adalah
fatwa MUI tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama
secara implisit menggunakan argumen hak asasi manusia. Pada awal sub
bab di atas telah dijelaskan bahwa salah satu pertimbangan MUI
menerbitkan fatwa adalah pertimbanganbanyaknya mafsadah atau
kesenjangan sosial. Pertimbangan ini merupakan salah satu dari berbagai
pertimbangan yang mungkinkan bagi pemerintah untuk membatasi hak
beragama warga negaranya. Secara sosiologis, realitas yang ditimbulkan
perkawinan campuran dan perkawinan beda agama ini telah diidentifikasi
dapat memunculkan kesenjangan sosial dan oleh karena itu sangat
dimungkinkan untuk dilarang prakteknya. Meski MUI bukan merupakan
lembaga pemerintahan yang kebijakannya (fatwanya) bersifat mengikat
secara menyeluruh, tetapi pertimbangan-pertimbangan yang dijelaskan oleh
MUI dalam fatwannya tersebut menunjukkan bahwa MUI juga

menggunakan argumen hak asasi manusia meski MUI meski MUI tidak
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menyebutnya dengan argumen hak asasi manusia.’® Dalam istilah Atho
Mudzhar, argumen ini disebut dengan argumen politis. Dua kesimpulan ini
menemukan bahwasanya argumen normatif yang notabene sebagai ciri khas
metodologi klasik tidak selamanya melahirkan hukum yang tidak sesuai
dengan hak asasi manusia. Salah satu buktinya adalah kesesuaian substantif
antara fatwa MUI tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda
agama dengan hak asasi manusia yang terjelaskan dalam berbagai
instrumen HAM nasional maupun internasional.

Argumentasi fatwa MUI yang telah dijelaskan di atas masih belum
cukup untuk menyimpulkan argumen fatwa MUI tentang perkawinan
campuran dan perkawinan beda agama secara umum. Penelitian ini masih
perlu menguji argumen fatwa-fatwa lainnya yang terkait dengan kebebasan
beragama dan berkeyakinan. Apakah argumen MUI terkait fatwa lainnya
tersebut komprehensif atau justru minim argumen? Bila demikian adanya,
lalu apakah fatwa-fatwa tersebut juga menyertakan argumen hak asasi
manusia sebagaimana yang tersimpulkan dalam pengujian atas fatwa MUI
tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama. Untuk
menjawab itu semua, guna mendapatkan kesimpulan yang lebih luas lagi,
pada sub-bab selanjutnya di bawah ini akan diuji tentang argumen fatwa

MUI terkait dengan perkawinan beda agama.

*“Hasanuddin AF, Ketua Komisi Fatwa MUI, menyatakan meski fatwa dan rekomendasi yang
dikeluarkan MUI ditujukan bagi umat Islam dan pemerintah, namun fatwa dan rekomendasi
tersebut tidak mengikat, karena keduanya hanya bersifat panduan moral. Karena itu, MUI tidak
dapat memaksa agar fatwa dan rekomendasi tersebut diikuti. Wawancara Rumadi Ahmad
bersama Hasanuddin AF bisa dilihat di Rumadi Ahmad,Farwa Hubungan antar Agama di
Indonesia: Kajian Kritis tentang Karakteristik, Praktik, dan ImplikasinyaJakarta: Gramedia
Pustaka Utama,2016), 156-157.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Studi ini telah berusaha mempelajari argumen fatwa-fatwa MUI
tentang perkawinan beda agama dan sekaligus menguji hubungan kesesuaian
substansi fatwa tersebut hak asasi manusia. Pengujian atas fatwa-fatwa
tersebut menemukan dua kesimpulan. Sebagai berikut:

1. Penelitian ini menemukan bahwa metodologi dalam fatwa MUI tentang
perkawinan beda agama cenderung normatif berupa ayat-ayat al-Qur’an,
hadis, 7jma’ (konsensus cendikia). Hal ini sesuai dengan Pedoman dan
Prosedur Penetapan Fatwa MUI yang menegaskan bahwa sebelum fatwa
ditetapkan, hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab
dan ulama yang mu’tabar atau otoritatif tentang masalah yang akan
difatwakan tersebut.

2. Penelitian ini juga menemukan bahwa dua fatwa yang telah diuji tersebut
berargumen dengan argumen hak asasi manusia, meski tidak secara
eksplisit ditegaskan dalam setiap fatwanya tersebut. Dari dua fatwa yang
diuji pasca diterbitkan keputusannya, masih menyisakan perdebatan.
Tentunya hal ini menjadi pertanyaan serius tidak hanya bagi MUI, tetapi
juga bagi pemerintah dalam menangani kasus hukum yang terjadi antar

agama di Indonesia.
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B. Saran-Saran

Sesuai dengan kesimpulan dan beberapa masalah yang ditemukan

dalam proses penelitian, maka akan diajukan beberapa saran, baik akademik

maupun kelembagaan, paling tidak sebagai berikut:

1.

Bagi para peneliti, perlu kiranya diadakan penelitian terkait pengaruh
fatwa MUI tentang perkawinan beda agama, khususnya dalam aspek
sosial. Hal ini penting, karena sejauh penelitian ini ditulis, hanya terdapat
beragam pendapat yang bukan merupakan hasil/kesimpulan dari sebuah
penelitian. Ada yang berpendapat bahwa fatwa MUI cenderung
melahirkan keresahan masyarakat, dan sebagian yang lainnya berpendapat
bahwa fatwa MUI tersebut berpengaruh positif terhadap kehidupan
sosial-keagamaan di Indonesia. Sebagai sebuah pendapat, tentunya hal
tersebut tidak dapat pertanggung-jawabkan secara akademik. Oleh karena
itu, dibutuhkan sebuah kajian serius terkait pengaruh fatwa MUI tentang
perkawinan beda agama.

Bagi MUI sendiri, dalam berfatwa tentang perkawinan beda agama,
sangat disarankan untuk menyertai penegasan (bila perlu dengan fatwa)
larangan membuat keresahan di masyarakat. Hal ini sangat dianjurkan
karena pengujian terhadap dua fatwa di atas hanya menemukan satu fatwa
saja yang disertai penegasan bagi masyarakat luas tentang haram dan

tidak sahnya perkawinan beda agama.
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Lampiran |
KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 4/MUNAS VI1/MUI/8/2005
Tentang
PERKAWINAN BEDA AGAMA

Magjelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasiona VII MUI, pada 19-
22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005M ., setelah

MENIMBANG :
Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;

Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di
antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan

di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang
membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia
dan kemaslahatan;

Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan
berumah tangga, MUl memandang perlu menetapkan fatwa tentang

perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.
MENGINGAT :
Firman Allah SWT :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang
sgja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah Iebih
dekat kepadatidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisa[4] : 3);

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa



tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. a-Rum [3] : 21);

Hal orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah
terhadap apa yang diperlihatkan-Nya kepada mereka dan selau
mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrim [66]:6 );

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan)
orang-orang yang diberi Al Kitab itu hala bagimu, dan makanan kamu
halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang
menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-
wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al
Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka
dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak
(puld) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah
beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya
dan iadi hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (QS. a-Maidah [5] :
5);

Dan janganlah kamu nikahi wanitawanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
yang musyrik, waaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mukmin)
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik
dari orang musyrik waaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke
neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya .
Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada
manusia supaya mereka mengambil pelgjaran. (QS. a-Bagarah [2] : 221)

Ha orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu
perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji
(keimanan) mereka. Alllah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;
maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman
maka jangalah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka)
orang-orang kafir. Merekatiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-
orang kafir itu tiada hala pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada
(suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa
atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.
Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan
perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah
kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka
bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu.
Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana (QS. a-Mumtahianah
[60] : 10).



Dan barang sigpa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup
perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, la boleh
mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki.
Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian
yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan
berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-
wanita yang memelihara diri bukan pezina dan bukan (pula) wanita-wanita
yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka
telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan
perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari
hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini
budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut pada kesulitan menjagadiri
(dari perbuatan zina) diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu.
Dan Allah Maha Pengamun dan Maha Penyayang (QS. al-Nisa[4] : 25).

Hadis-hadis Rasulullah s.aw :

Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal : (i) karena hartanya; (ii)
karena (asal-usul) keturunannya; (iii) karena kecantikannya; (iv) karena
agama. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang

menurut agama |slam; (jika tidak) akan binasalah kedua tangan-mu (Hadis
riwayat muttafag alaih dari Abi Hurairah r.a);

Qawidah Figh :

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada

menarik kemasl ahatan.
Dan kaidah sadd al-dzari’ ah
MEMPERHATIKAN :

Keputusan Fatwa MUI dalam Munas |l tahun 1400/1980 tentang

Perkawinan Campuran.

Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VIl MUI 2005 :

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.



Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut gaul
mu’ tamad, adalah haram dan tidak sah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H.

29 Juli 2005 M.
MUSYAWARAH NASIOANAL VII
MAJELISULAMA INDONESIA,

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua, Sekretaris,

K.H.MA'" RUF AMIN HASANUDIN
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PERKAWINAN CAMPURAN

A

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal
11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 M.,

setelah :

Mengingat :

44

Firman Allah :
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(221: 5, 4))
“Dan janganlah kamu nikahi wanita-
wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya wanita budak yang mu’min
lebih baik dari wanita musyrik, walaupun
dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu
menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mu’'min) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budakyang mu'min
lebih baik dari orang musyrik walaupun
dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke
neraka, sedang Allah mengajak ke surga
dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah
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menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya
mereka mengambil pelajaran.” (QS. al-
Bagarah [2]: 221).

RO A P RO S S S R
u;/;f 54 3 f/ o/; ol a/ P 32
LAl AN 15| v&u o qu/ﬁ\ 1
K oY) o\:\;\ s e Uy WL.M e I ~

u"j*‘“l’J‘ ofU\gﬁ)M.bMJUUL

P

(5 55U

“..(Dan dihalalkan mengawini) wanita-
wanitayang menjaga kehormatan di antara
wanita yangberiman dan wanita-wanita
yang menjaga kehormatan di antara wanita
yang diberi Al-Kitab (Ahlu Kitab) sebelum
kamu, bila kamu telah membayar maskawin
mereka dengan maksud menikahinya, tidak
dengan maksud berzina dan tidak (pula)
menjadikannya gundik-gundik. Barang
siapa yang kafir sesudah beriman (tidak
menerima hukum-hukum Islam) maka
hapuslah amal-amalnya dan ia di akhirat
termasuk orang-orang merugi.” (QS. Al-
Maidah[5]:5)
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“..Maka jika kamu telah mengetahui
bahwa mereka (benar-benar) beriman
maka janganlah kamu kembalikan mereka
kepada (suami-suami mereka) orang-orang
kafir. Mereka (wanita mukmin) tiada halal
bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang
kafir itu tiada halal bagi mereka...” (QS. al-
Mumtahanah [60]:10).
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BIDANG AQIDAH DAN ALIRAN KEAGAMAAN

Menfatwakan :

46
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“Hai orang yang beriman, peliharalah
dirimu dan keluargamu dari api neraka...”
(QS. at- Tahrim[66]:6).

Sabda Nabi Muhammad SAW
ER N N S
(3l ol ) SUI il

“Barangsiapa telah kawin, ia telah
memelihara setengah bagian dari imannya,
karenaitu, hendaklahia taqwa kepada Allah
dalam bahagian yang lain” (HR. Tabrani)

Sabda Nabi Muhammad SAW yang
diriwayatkan oleh Aswad bin Sura’i :
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“Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan
suct sehingga ia menyatakan oleh lidahnya
sendiri. Maka, ibu bapaknyalah yang

menjadikannya  (beragama)  Yahudi,
Nasrani, atau Majusi.”

MEMUTUSKAN

Perkawinan wanita muslimah dengan laki-
laki non muslim adalah haram hukumnya

Seorang laki-laki muslim diharamkan
mengawini wanita bukan muslim. Tentang
perkawinan antara laki-laki muslim dengan
wanita Ahlu Kitab terdapat perbedaan
pendapat. Setelah mempertimbangkan
bahwa mafsadahnya lebih besar daripada
maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia
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memfatwakan perkawinan tersebut
hukumnya haram.

Jakarta, 17 Rajab 1400 H
1Juni 1980 M

DEWAN PIMPINAN/MUSYAWARAH NASIONAL II
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum Sekretaris
ttd ttd
Prof. Dr. HAMKA Drs. H. Kafrawi
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IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HAM TENTANG KEBEBASAN
BERAGAMA DALAM PENETAPAN FATWA PERKAWINAN BEDA
AGAMA (STUDI TERHADAP FATWA MUI TAHUN 1980 dan 2005)

NURKAFIDZ NIZAM FAHMI
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ABSTARCT

This study found that the fatwas of the Indonesian Ulema Council on
interfaith marriages were based on two arguments that cannot be separated from
one another. The first argument is an Islamic legal argument in the form of the
Qur'an, hadith, and ijma 'based on the interpretation and opinion of the classical
authoritative scholars. The second argument is the argument for human rights in
the form of religious freedom. Every individual who carries out a marriage that is
not in accordance with the Qur'an, Hadith, and ijma ', is automatically considered
to be limiting in terms of religious freedom.

This finding shows the position of the MUI in human rights discourse
about interfaith marriage. MUI continues to make classical literature the main
reference for each of its fatwas, but at the same time tries to understand and
adapt to the reality of the diversity of modern society and the principle of
religious freedom echoed by international human rights. This position shows that
the MUI actually has a dual role, namely as agents of modernization and legal
conservatism.

They explained that the fatwa was the mechanism of the MUI to bring to
orthodox (Sunni) religious understanding. The determination of MUI towards
Sunni theology has the consequence of disqualifying other theological concepts.
Therefore, the fatwa of the MUI in this field of theology tends to be exclusive.
This study also agrees with M.B. Hooker (2003) explained that the MUI fatwas
concerning religious freedom were the object of the government's interest in
maintaining the integrity of the country. The standard of religious freedom in
this context is a standard constructed by the government itself. This study rejects
the opinion of Piers Gillespie (2007) who states that the main basis of the
publication of the MUI fatwa on interfaith marriage is social factors, not
religious or political factors. This factor is the dissatisfaction of the MUI
towards the Reformation era (1998-present) which provides broad freedom,
especially in freedom of expression.

This research is a library research. The approach used is the normative
approach of human rights. The primary data of this research is the result of the
MUI fatwa collection on religious marriage in 1980 dan 2005. While the
secondary sources are the books of Jurisprudence and ushul jurisprudence, which
are mainly the MUI reference in fasting, as well as national and international
laws on human rights.

Keywords: Human Rights Values, Different Religion Marriage, MUI Fatwa.
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ABSTRAK

Penelitian ini menemukan bahwa fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia
tentang perkawinan beda agama didasarkan pada dua argumen yang tidak dapat
dipisahkan satu dengan yang lainnya. Argumen pertama adalah argumen hukum
Islam berupa al-Qur’an, hadis, dan ijma’ dengan berdasarkan pada penafsiran dan
pendapat para ulama klasik yang otoritatif. Argumen kedua adalah argumen hak
asasi manusia berupa kebebasan beragama. Setiap individu yang melaksanakan
perkawinan yang tidak sesuai dengan al-Qur’an, Hadis, dan ijma’, maka otomatis
dianggap membatasi dalam hal kebebasan beragama.

Temuan ini menunjukkan posisi MUI dalam diskursus hak asasi manusia
tentang perkawinan beda agama. MUI tetap menjadikan literatur klasik sebagai
referensi utama atas setiap fatwa-fatwanya, tetapi di waktu yang sama mencoba
memahami dan menyesuaikan dengan realitas kemajemukan masyarakat modern
dan prinsip kebebasan beragama yang didengungkan oleh hak asasi manusia
internasional. Posisi ini memperlihatkan bahwa sebenarnya MUI memiliki peran
ganda, yakni sebagai agen modernisasi dan konservatisasi hukum.

Mereka menjelaskan bahwa fatwa merupakan mekanisme MUI untuk
membawa kepada pemahaman keagamaan ortodok (Sunni). Keteguhan MUI
terhadap teologi Sunni memiliki konsekuensimendiskualifikasi konsep teologi
lainnya. Oleh karena itu, fatwa MUI dalam bidang teologi ini cenderung
berwatak eksklusif. Penelitian ini juga sependapat dengan M.B. Hooker (2003)
yang menjelaskan bahwa fatwa-fatwa MUI tentang kebebasan beragama menjadi
objek kepentingan pemerintah untuk menjaga keutuhan negara. Standar
kebebasan beragama dalam konteks ini adalah standar yang dikonstruk oleh
pemerintah sendiri. Penelitian ini menolak pendapat Piers Gillespie (2007) yang
menyatakan bahwa dasar utama terbitnya fatwa MUI tentang perkawinan beda
agama adalah faktor sosial, bukan faktor agama maupun politik. Faktor tersebut
adalah ketidakpuasan MUI terhadap era Reformasi (1998-sekarang) yang
memberikan kebebasan luas, khususnya dalam kebebasan berpendapat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan normatif berupa hak asasi manusia. Data primer
penelitian iniadalah hasil kumpulan fatwa MUI tentang perkawinan beda agama
pada tahun 1980 dan 2005. Sedangkan sumber sekunder adalah kitab-kitab fikih
dan ushul fikih terutama yang menjadi acuan MUI dalam berfatwa, serta undang-
undang nasional maupun internasional tentang hak asasi manusia.

Kata Kunci: Nilai-Nilai HAM, Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUL



A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu konsep etika modern dengan
gagasan pokok penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini
membawa kita kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya
manusia memperlakukan sesama manusia. Menurut Jack Donnelly, hak asasi
merupakan hak fitrah yang dimiliki seseorang karena aspek kemanusiaanya.'
Dengan demikian, hak asasi manusia tersebut tidak dapat dicabut dan berdiri
secara independen.” Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan unsur
normatif yang melekat pada setiap diri manusia sebagai sebuah martabat
(dignity) yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan
dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antar individu atau instansi
sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap
manusia dan pengekangan apapun terhadap kebebasan dasar manusia.” Dengan
demikian konsep hak asasi manusia merupakan prinsip dasar manusia yang paling
universal karena didasarkan kepada konsepsi substantif karakteristik martabat
manusia.* Menurut Michael Ignatif, hal ini disebut dengan “moral progress”
yakni perkembangan hak asasi manusia merupakan dasar perkembangan moral
manusia.’

Perkawinan beda agama sebagai fakta sosial bukanlah isu-isu baru.
Namun secara historis perkawinan beda agama ini telah terjadi di kalangan
tokoh-tokoh Islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw.’ kemudian zaman
sahabat,’ tabi’in hingga masa-masa berikutnya dan berlanjut sampai sekarang.

! Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice (London: Cornell University,
2003), 7.

? Katerina Dalacoura, Islam, Liberalism, and Human Rights (London: 1.B. Tauris Publishers,
1998), 6.

3 Jack Donnelly, “Human Rights and Human Dignity: An Analytic Critique of Non-Western
Conceptions of Human Rights,” The American Political Science Review 76 (1982): 303. Lihat
juga Dohrman W. Byers, “The Morality of Human Rights: A Secular Ground,” Journal of Law
and Religion 26 (2010-2011): 3-5.

* Rhoda E. Howard and Jack Donnelly, “Human Dignity, Human Rigths, and Political Regimes,”
The American Political Science Review 80 (1986): 801-802.Bandingkan dengan Jack Donnelly,
Universal Human Rights in Theory and Practice, 13-14.

> Michael Ignatieff, Human Rights as Politics and Idolatry (New Jersey: Princeton University
Press, 2001): 4.

6 Rasulullah Saw, menikahi Maria al-Qibtiyyah binti Sham‘un, berasal dari daerah Ansena,
Ashut, Mesir. Seorang hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Gubernur Mesir, Muqawis, setelah
perang Khaibar. Melalui Maria al-Qibtiyyah, Rasulullah Saw, dikaruniai putra yang diberi nama
Ibrahim. Rasulullah Saw. Juga mengawini Safiyah binti Huyai bin Akhtab bin Shu‘aib bin
Tha‘labah. Nasabnya sampai ke Nabi Harun, saudara Nabi Musa as. Beliau berdarah Yahudi dari
bani Nadhir. Landasan historis di atas sebenarnya kurang relevan, sebab sebelum pernikahan
Rasulullah dengan Maria al-Qibtiyyah dan Safiyah binti Huyai bin Akhtab bin Shu‘aib bin
Tha‘labah, keduanya sudah terlebih dahulu memeluk Islam. Lihat Ahmad Lutfi Fathullah, Potret
Kehidupan Pribadi dan Kehidupan Rasulullah Saw. (Jakarta: Pusat Kajian Hadits)

7 Uthman bin ‘Affan menikah dengan wanita Kristen bernama Naylah binti al- Farafisah al-
Kalabiyyah yang selanjutnya memeluk Islam,lalu Hudhaifah bin al- Yamani menikahi wanita
Yahudi dari Mada’in, kemudian Talhah Ubaidillah menikah dengan wanita Kristen dan masih
banyak lagi sahabat lain yang melakukan praktek pernikahan beda agama ini, terutama pada
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Lebih-lebih dalam konteks masyarakat yang plural dan heterogen, seperti di
negara Indonesia, yang merupakan bangsa multikultural dan multiagama.
Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui secara
sah di Indonesia, selain Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan
lain-lain.8 Sensus penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa Islam dipeluk oleh
sebagian besar bangsa Indonesia (88,2 % dari 145 juta penduduk), disusul
Protestan (5,8 %), Katolik (3%), Hindu (2,1 %), dan Budha (0,9 %). Oleh karena
itu, perkawinan beda agama menjadi sebuah fakta yang wajar dan sangat
mungkin terjadi.”

Dalam konteks Keindonesiaan, meskipun perkawinan beda agama tidak
diperbolehkan oleh Undang-undang No 1 tahun 1974, namun fenomena semacam
ini terus ada dan berkembang. Lewat media masa maupun media elektronik, kita
bisa melihat beberapa artis yang melaksanakan perkawinan tersebut sebagai
contoh, Jamal Mirdad seorang Muslim menikah dengan Lidia Kandaw yang
beragama Kristen; Nurul Arifin (Muslimah) dengan Mayong (Katholik); Ina
Indayati (Muslimah) menikah dengan Jeremi Thomas yang beragama Kristen;
Frans Lingua (Kristen) menikah dengan Amara (Islam); Yuni Shara (Muslimah),
menikah dengan Hendry Siahaan (Kristen); Ari Sigit (Muslim) menikah dengan
Rica Callebaut(Kristen); Ari Sihasale (Kristen) menikahi Nia Zulkarnain yang
beragama Islam; Dedy Corbuzer yang beragama Katholik dengan Kalina yang
beragama Islam. Selain itu, tentunya masih sangat banyak peristiwa semacam ini
yang tidak terdeteksi dan terekspose oleh media.

Hal menarik yang lainnya adalah keputusan Mahkamah Agung No.
1400K/Pdt/1986, MA yang mengabulkan permohonan kasasi Andi Vonny Gani
P. (Islam) yang menikah dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (Kristen
Protestan), serta membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tanggal 11 April 1986 No. 382/PDT/P/1986/PNJKT.PST tentang penolakan
melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi
DKI Jakarta. Menurut MA, UU tentang perkawinan tidak memuat ketentuan apa
pun yang menjelaskan larangan perkawinan bagi kedua mempelai yang berbeda
agama, hal mana sejalan dengan UUD 1945 Pasal 27 yang menentukan bahwa
segala warga negara sama kedudukannya dalam hukum, termasuk di dalamnya
kesamaan hak asasi untuk menikah dengan sesama warga negara sekalipun
berbeda agama.

waktu mereka melakukan ekspansi Islam (7ath) keberbagai wilayah di luar Madinah. Lihat
Wahbah al-Zuhaili, A/-Figh al- Islami wa Adillatuhu ( Beirut: Dar al-Fikr, Jilid:VII,1984), 153-
155. Lihat juga Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah (Beirut:Dar al-Fikr, Jilid:I1,1983), Cet.IV, 90-91.

¥ Abdurrahman Wahid (mantan Presiden RI ke-4) menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah
bangsa yang majemuk, selain Islam ada Hindu, Budha, Kristen, Katolik, Protestan, dan lain-lain.
Bahkan yang Islam ada yang santri dan ada yang kejawen. Lihat Koran Kedaulatan Rakyat
Yogyakarta, Sabtu, 27 Maret 2004, 11.

? Lihat M.Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran
Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 (Jakarta:INIS,1993),11.
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Faktanya, selama ini oleh sebagian kalangan, MUI dianggap sering melahirkan
fatwa-fatwa yang tidak menghargai kebebasan beragama, termasuk terkait
dengan isu Perkawinan Beda Agama. Semisal, penelitian yang dilakukan oleh
Rumadi Ahmad, dengan metode komparatif antara fatwa Muhammadiyah, NU,
dan MUI, ia berkesimpulan bahwa fatwa MUI terkait dengan hubungan
antaragama cenderung eksklusif. Menurutnya, watak eksklusif tersebut tercermin
dalam keputusan-keputusannya. Dalam memandang hubungan antaragama, fatwa
MUI cenderung melihat ke dalam (in world looking) daripada melihat ke luar.
Rumadi memberikan contoh semisal dalam pengharaman natal bersama,
pengangkatan anak dan fatwa yang berhubungan dengan kebebasan beragama
lainnya. Bahkan M.B. Hooker menambahkan beberapa kasus lain, yakni fatwa
MUI tentang kesesatan beberapa aliran dan pernikahan beda agama.

Fatwa MUI yang oleh sebagian kalangan dianggap cenderung eksklusif
dan intoleran tersebut tentunya tidak berangkat dari argumentasi yang kosong.
Dalam berfatwa, MUI memiliki prosedur, prinsip dan dasar metodologi yang
telah disepakati bersama, akan tetapi seperti yang dijelaskan oleh M. Atho
Mudzhar bahwa dalam berfatwa, MUI terkadang tidak konsisten dengan dasar
dan prinsip yang telah ditentukannya sendiri. Dari latar belakang ini, kiranya
perlu untuk dikaji dan diteliti tentang “implementasi nilai-nilai ham tentang
kebebasan beragama dalam penetapan fatwa perkawinan beda agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka

rumusan masalah didalam jurnal ini adalah

1. Bagaimana impelmentasi nilai-nilai HAM tentang kebebasan beragama
dalam penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 dan 2005
tentang Perwawinan Beda Agama dibangun ?

2. Bagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 dan 2005 tentang
Perwawinan Beda Agama dipandang dalam Nilai-Nilai Hak Asasi
Manusia tentang kebebasan beragama ?

C. Kajian Teori
1. Pengertian Kebebasan Beragama

Perkawinan beda agama adalah bagian dari Kebebasan beragama, dan
sudah di ketahui bersama bahwa isu kebebasan beragama telah menjadi pusat
perhatian dalam pembahasan hak asasi manusia kontemporer.'® Oleh karena itu,
membahas kebebasan beragama tidak akan lepas dari pembahasan tentang hak
asasi manusia, termasuk ketika membahas tentang diskursus pengertiannya.
Kebebasan beragama baik dalam istilah bahasa Inggris religious fieedom atau

T, N. Madan, “Freedom of Religion,” Economic and Political Weekly 38 (2003): 1034.



religious liberty memiliki pengertian yang sangat luas dan terkadang tidak jelas.
M. Searle Bates berpendapat bahwa salah satu penyebabnya adalah karena istilah
ini sering digunakan berkaitan dengan hubungan yang sangat komplek tentang
permasalahan-permasalahan kebebasan beragama yang melibatkan individu,
agama, komunitas dan negara.''Pendapat ini juga diakui oleh Tore Lindholm
(2004) yang menyebutkan bahwa terdapat dilema dalam menentukan pengertian
kebebasan beragama dan berkeyakinan.'’Dilema ini berawal dari diskursus
tentang pengertian hak asasi manusia secara umum. Diskursus berpusat apakah
hak asasi manusia —termasuk kebebasan beragama- merupakan hak-hak yang
diyakini sebagai pemberian atau tuntutan ilahi, moralitas, atau sekedar produk
hukum dan budaya? Sebagian tokoh mendefinisikannya sebagai hak alami setiap
manusia, sedangkan yang lainnya mendefinisikannya sebagai hak yang
diproduksi oleh tradisi-traidisi tertentu.'’Selain pengertian kebebasan beragama
itu sendiri yang memang sangat luas dan tidak pasti, diskursus tentang hak asasi
manusia secara umum ini juga berpengaruh terhadap keragaman para tokoh
dalam mendefinisikan kebebasan beragama tersebut.
2. Komponen-Komponen Kebebasan Beragama
Penulis telah memaparkan di atas bahwa pengertian kebebasan beragama
sangat luas, tidak hanya terbatas kepada kemerdekaan individual, tetapi juga
kemerdekaan individu keagamaan dalam menjalankan fungsinya di masyarakat.
Pengertian ini juga melahirkan komponen-komponen dalam permasalahan
kebebasan beragama.Terdapat beberapa macam pembagian aspek atau kompenen
kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pertama komponen kebebasan beragama
yang dijelaskan oleh Tore Lindholm dalam buku yang dieditnya bersama W. Cole
Durham dan Bahia G. Tahzib-Lie. Menurut mereka, ada setidaknya delapan
komponen yang di antaranya adalah:
1) Kebebasan internal
Setiap orang memiliki kebebasan berpikir, berkata sesuai hati nurani,
dan beragama. Hak ini juga mencakup kebebasan untuk memiliki, memilih,
memelihara, dan mengganti agama atau kepercayaan. Sesuai dengan
penjelasan Komnas HAM Indonesia, yang dimaksud dengan kebebasan
internal atau internal freedom adalah kebebasan yang tidak dapat diintervensi
oleh Negara, sehingga negara tidak dapat menyatakan suatu aliran agama
sesat atau tidak, meskipun kelompok yang ada dalam masyarakat
menyatakan demikian.
2) Kebebasan eksternal

""M. Searle Bates, Religious Liberty: An Inquiry (New York: Harper and Brothers, 1946), 295.
"Tore Lindholm, “Philosophical and Religious Justifications of Freedom of Religion or Belief”,
dalamTore Lindholm, W. Cole Durham, Jr, dan Bahia G. Tahzib-Lie (ed),Facilitating Freedom of
Religion or Belief: A Deskbook (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2004), 22-24.

"Burns H. Weston, “Human Rights,” Human Rights Quarterly 6 (1984): 262.



Setiap orang memiliki kebebasan untuk menunjukkan agama dan
keyakinannya baik pada saat mengajar, beribadah, maupun merayakan hari
keagamaannya, baik sendiri maupun dalam hubungannya dengan idividu
lainnya, baik pada ranah publik atau privat. Menurut Komnas HAM Republik
Indonesia, dalam kebebasan eksternal inilah negara diperbolehkanmelakukan
intervensi dalam bentuk undang-undang pada agama-agama terkaitdengan
penyebaran atau pelaksanaannya. Dengan catatan, intervensi tersebut harus
didasarkan padaalasan yang diperlukan (necessary) untuk menjaga ketertiban
umum (publicorder), kesehatan dan moral masyarakat (public health and
morals), dankebebasan dan hak-hak fundamental orang lain (fundamental
rights andfreedom of others). Robert A. Segal menjelaskan dua komponen di
atas dengan istilah lain, yakni kekerasan internal yang ditujukan terhadap
sesama penganut agama yang sama dan kekerasan eksternal yang ditujukan
terhadap penganut agama lainnya.

3) Kehendak Bebas dari paksaan

Menurut John Wilson, perbedaan atas tindakan yang bebas dan
tindakan yang dipaksa dapat dilihat dari apakah seseorang tersebut
melakukan tindakan dengan kemauannya sendiri atau tidak. Hal ini
menunjukkan bahwa salah satu aspek atau kriteria kebebasab beragama
adalah tidak adanya paksaanbagi seseorangyang dapat menghalanginya untuk
memilih dan memiliki agama atau keyakinan yang sesuai dengan pilihan
hatinya.

4) Bebas dari diskriminasi

Komponen kebebasan beragama yang nomer empat adalah bebas dari
diskriminasi, yakni setiap negara wajib menghormati dan memastikan setiap
hak seseorang untuk bebas dalam memilih agama dan sikap keagamaan tanpa
ada perbedaan, seperti perbedaan ras, warna kulit, gender, bahasa, agama,
pendapat politik, kepemilikikan, atau status lainnya.

5) Hak-hak orangtua dan wali

Shazia Choudhry dalam sebuah artikelnyamenjelaskan bahwa
resistensi hak asasi manusia memang menyebar di seluruh bidang hukum,
akan tetapi yang rentan dilanggar adalah hak-hak dalam keluarga, khususnya
yang Dberkaitan dengan anak. Oleh karena itu, Tore Lindholm
mengkategorikannya sebagai salah satu komponen kebebasan beragama,
yakni setiap negara wajib menghormati kebebasan orangtuauntuk
memastikan pendidikan agama dan moral anaknya yang sesuai dengan
keyakinan mereka. Hal ini untuk menjaga hak-hak anak dalam mendapat
kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan perkembangannya.

6) Kebebasan berkoperasi

Aspek terpenting dalam diskursus kebebasan beragama dan

berkeyakinan, khususnya dalam peraturan-peraturan kontemporer, adalah



untuk menjaga dan melindungi hak-hak komunitas keagamaan untuk

mempresentasikan kepentingannya sebagai sebuah komunitas.

7) Pembatasan-pembatasan yang diizinkan dalam kebebasan eksternal

Kebebasan untuk memanifestasikan agama dan keyakinan mungkin
hanya tunduk pada batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum dengan
alasan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, dan moral atau
hak-hak dasar orang lain.

3. Metode Fatwa MUI

Dalam ilmu ushul figh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang
mujtahid atau faqih atas jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus
yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau faqih
tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa dan fatwa tersebut tidak
mempunyai daya ikat. Hal ini disebabkan, fatwa seorang mufti atau ulama si
suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa
biasanya cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap
perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa, isi fatwa
itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal responsif. yang merujuk pada
profesi pemberi nasehat. Pihak yang memberi fatwa disebut mufti, sedangkan
pihak yang meminta disebut al-Mustfti. Peminta Fatwa bisa berupa perorangan,
lembaga, ataupun siapa saja yang membutuhkannya.'*

Mayoritas ulama ushul mengatakan bahwa mufti boleh saja memfatwakan
pendapat mujtahid yang masih hidup, dengan syarat mufti tersebut mengetahui
landasan hukum serta jalan pikiran yang diperjuangkan mujtahid tersebut.

Sejak berdirinya tahun 1975 sampai saat ini, MUI telah banyak
mengeluarkan fatwa yang mencakup bidang kehidupan, yaitu ibadah, perkawinan
dan keluarga, makanan, kebudayaan, soal hubungan antar agama, ilmu
kedokteran, keluarga berencana, gerakan Islam dan lain sebagainya.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini hendak meneliti konstruk implementasi fatwa MUI seputar
isu perkawinan beda agama. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian
kualitatif yang menekankan pada kepustakaan murni (/ibrary research), dalam
arti bahwa data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari sumber
kepustakaan sebagai bahan primer maupun sekunder, seperti buku, dokumen
resmi, naskah, surat kabar, dan literatur-literatur lain. Sifat penelitian ini adalah
normatif, empiris, dan yuridis karena fokus penelitian adalah fatwa yang secara
langsung berkutat pada teks-teks syariat yang diterbitkan oleh Majelis Ulama
Indonesia di Indonesia. Setelah itu, fatwa-fatwa MUI tersebut akan diuji dalam
perspektif hak asasi manusia. Oleh karena itu penelitian ini juga bersifat yuridis

" Kafrawi Ridwan, dkk, ed, Ensiklopedia Islam, jilid 11 cet. IV, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2001), hal. 16



dengan memasukkan juga pembahasan tentang asas-asas, nilai-nilai dan
sistematika hukum fatwa MUI dan hubungannya dengan hukum undang-undang
negara Indonesia."”

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan multidisipliner.
Pertama, pendekatan usul fikih digunakan untuk mengkaji dan menguji argumen-
argumen yang dibangun MUI dalam fatwanya terkait isu-isu perkawinan beda
agama. Pada pengujian ini akan dilihat sejauh mana MUI membangun
metodologi dan argumennya dalam menerbitkan fatwa terkait perkawinan beda
agama. Kedua, pendekatan yuridis untuk menguji sejauh mana fatwa MUI
tersebut sesuai dengan instrumen hak-hak asasi manusia yang berlaku secara
nasional dan internasional. Pada pengujian akan dilihat apakah secara sosiologis,
fatwa tersebut melanggar hak-hak dasar seseorang dalam beragama dan
berkeyakinan atau tidak.

E. peran dan prosedur fatwa Majelis Ulama Indonesia
1. Prosedur Umum Penetapan Fatwa MUI

Fatwa merupakan salah satu produk ijtihad, namun dapat dikatakan
lebih dinamis dan lebih luas dari pada produk ijtihad lainnya. ini dikarenakan
fatwa dapat dikemukakan dalam dua ruang lingkup sekaligus, baik wilayah
ijtihadi maupun wilayah non-7jtihadi. Jika fatwa yang dimintakan ternyata
sudah ada dan dinyatakan secara tegas dalam al-Qur’an, hadis, dan
dinyatakan secara konsensus oleh ulama maka fatwa harus diterbitkan apa
adanya. Hal ini kemungkinan besar diyakini oleh MUI bila suatu masalah
sudah jelas dalil gat 7-nya, karena MUI berasumsi bahwa menyalahi hal-hal
tersebut berarti seperti fahakkum atau membuat-buat hukum, dan yang
demikian tidak diperbolehkan dalam pemahaman MUI. Dengan demikian,
sejalan dengan pandangan ulama lainnya, MUI juga berkeyakinan bahwa
hukum Islam dibagi menjadi dua, yakni hukum-hukum g¢af% dan hukum-
hukum zanni. Hal inilah yang menjadi salah alasan mengapa MUI hanya
berijtihad dalam kasus-kasus yang dikategorikan sebagai permasalahan
hukum zanni.

Majelis Ulama Indonesia memiliki berbagai komisi yang di antaranya
adalah Komisi Fatwa. Menurut Atho Mudzhar, komisi inilah yang
ditugaskan dan bertanggungjawab mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-
persoalan hukum Islam yang dilakukan dengan secara kolektif (7jtihad
Jjama ‘7). Sesuai dengan yang tertulis di Pedoman dan Prosedur Penetapan
Fatwa Majelis Ulama Indonesia, penetapan-penetapan fatwa yang dilakukan
oleh Komisi Fatwa harus bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.
Maksud fatwa yang responsif adalah fatwa dikeluarkan dengan sungguh-

Menurut Zainuddin Ali, penelitian yuridis-normatif dalam hukum adalah sebuah penelitian yang
membahas doktrin-doktrin dan asas-asas hukum. Hal ini dapat diuraikan menjadi tiga objek:
pembahasan asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum. lihat Zainuddin
Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 24-30.



sungguh atas kesadaran akan fungsinya sebagai solusi keberagamaan.
Sedangkan fatwa harus proaktif adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI
tidak harus menunggu permintaan fatwa dari seseorang atau masyarakat.
Antisipatif adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang merupakan respon
tanggap atas sesuatu yang sedang dan/atauakan terjadi atau sesuatu yang
sedang kontroversial.

Menurut Rumadi Ahmad, terdapat empat fase perkembangan
metodologi ijtihad MUI: pertama, fase 1975-1986; kedua, fase 1986-1997;
ketiga fase 1997-2002; dan keempat, fase 2002-sekarang. Pada fase pertama
ini, MUI tidak memiliki pedoman baku dalam menetapkan hukum. Hal ini
dijelaskan oleh Atho Mudzhar dalam disertasinya bahwa metodologi ijtihad
MUI pada fase ini tidak mengikuti satu pola tertentu. Sedangkan pada fase
kedua, ketiga, dan keempat tida ada perbedaan yang mendasar. Menurut
Rumadi, perbedaan tersebut hanya terdapat pada penempatan klausul-
klausul, misalnya klausul mengenai keharusan meninjau pendapat para
ulama yang pada fase ketiga ditempatkan pada Dasar Umum sedangkan pada
fase keempat ditempatkan pada metode.

Terlepas dari fase perkembangan metodologi ijtihad MUI tersebut,
penulis berpendapat bahwa metodologi ijtihad MUI secara umum, lebih
bercorak metodologi mazhab Syafi’iyyah. Hal ini dapat dilihat dari pedoman
dan prosedur penetapan fatwanya yang selalu berdasarkan kepada al-Qur’an
dan sunah (menurut pemahaman MUI, sunah di sini dapat berarti
hadis),;jma’, dan giyas sebagai metodologi utama dalam penetapan hukum.
Selanjutnya, MUI juga menggunakan dalil-dalil lain yang mu‘tabar atau
otentik. Penulis beranggapan bahwa dalil-dalil mu’tabar di sini adalah dalil-
dalil yang telah diakui keotentikannya oleh mazhab yang empat
(Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah), seperti istifisan
(pemberlakuan maslahat juz’iyah / parsial ketika berhadapan dengan kaidah
kulliyah / umum) dan istislah/masiahah mursalah (kemaslahatan yang tidak
dukung oleh nass/teks syar‘i tertentu), 7stishab (status hukum suatu masalah
yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum pada masa lampau
karena tidak ada dalil yang merubahnya), pendapat para sahabat, ‘urf(adat
istiadat atau tradisi), shar‘un man gablana (sesuatu hukum yang ditetapkan
untuk umat terdahulu juga ditetapkan untuk umat Islam saat ini), dan sadd
al-dhara‘T (memotong jalan atau wasilah yang dapat menunjukkan kepada
kerusakan atau kemafsadatan). Selain itu, MUI juga tidak jarang
menggunakan kaidah-kaidah fikih ketika akan menetapkan sebuah hukum
dari suatu permasalah di masyarakat. Dalil-dalil yang telah dipaparkan
secara singkat di atas menjadi dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama
Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia, dalam proses penetapan hukumnya, tidak
semua menggunakan dalil-dalil yang telah penulis paparkan di atas dengan
sekaligus, akan tetapi ada prosedur dalam menggunakan dalil-dalil tersebut
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karena setiap dalil memiliki tingkat hierarkinya masing. Prosedur-prosedur

dijelaskan secara singkat oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

1) Sebelum fatwa ditetapkan, ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam
mazhab dan ulama yang mu‘tabar atau otoritatif tentang masalah yang
akan difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalilnya.

2) Masalah yang telah jelas hukumnya hendaknya disampaikan sebagaimana
adanya dan mestinya.

3) Dalam masalah yang terjadi khilafah di kalangan mazhab, maka:

» Penetapan fatwa didasarkan kepada hasil usaha penemuan titik temu

di antara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode al-jam ‘u

wa al-taufiq, dan

» Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan
fatwa didasarkan pada hasil zarjih (pengunggulan) melalui metode
muqaranah (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah usul
fikih perbandingan.

4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan
mazhab, penetapan fatwa didasarkan kepada hasil ijtihad jamai(kolektif)
melalui metode bayani, ta‘lili (giyasi, istihsani, ilhaqi), istislahi, dan sadd
al-dhari’ah.

5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum
(masalih ‘ammah) dan maqasid al-shari ‘ah.

Prosedur yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa dalam
metodologi ijtihadnya, MUI lebih mengedepankan pendapat-pendapat para
ulama otoritatif (klasik) yang tertulis dalam teks-teks kitab klasik, baik
melalui al-jam‘u wa al-taufiq (kompromi proporsional) atau tarjih
(pengunggulan) dengan melihat tingkat keunggulan para ulama klasik. Ijtihad
hanya dimungkinkan bila masalah yang akan sedang dihadapi tidak
ditemukan pendapat hukumnya dalam kitab-kitab klasik. Dalam kondisi
demikian, barulah MUI melakukan ijtihad atau penetapan hukum tentunya
dengan menggunakan seperangkat dalil-dalil mu‘tabar dalam kalangan Ahl
al-Sunnah wa al-Jama‘ah yang telah penulis jelaskan di atas. Dalam
menetapkan fatwa suatu masalah, terdapat mekanisme yang harus ikuti oleh
anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dimaksud fatwa
yang dikeluarkan tidak hanya kuat secara argumentatif, akan tetapi juga
didukung dengan mekanisme yang kuat juga. Majelis Ulama Indonesia
menjelaskan tentang mekanisme tersebut sebagai berikut:

1) Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap
cukup memadai oleh pemimpin rapat.

2) Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Rapat diadakan jika ada:

1) Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pemimpin
dianggap perlu dibahas dan dikeluarkan fatwa tentangnya.
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2) Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial,
atau MUI sendiri.

3) Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul
akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni.

4) Rapat dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi atas persetujaun
Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Skretaris
Komisi.

5) Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, maka rapat
dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui.

6) Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi
mencatat usulan, saran dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan
Risalah Rapat dan bahan fatwa Komisi.

7) Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta
memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat
menetapkan fatwa.

8) Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan
untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang
bersangkutan.

Prosedur dan metodologi ijtihad fatwa Majelis Ulama Indonesia yang
telah dijelaskan di atas ditetapkan dengan dasar agar fatwa-fatwa yang
dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya yang dikeluarkan oleh
Komisi Fatwa, mengandung hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai
syari’at dan bermaslahat bagi kepentingan umat. Lebih jelasnya, Ma’ruf Amin
dalam kata pengantarnya terhadap buku Himpunan Fatwa MUI menjelaskan
bahwa adanya pedoman dan prosedur penetapan fatwa ini karena tidak
dibenarkan memberikan fatwa hanya didasarkan pada keinginan dan
kepentingan tertentu atau dugaan semata-mata tanpa didasarkan pada dalil.
Untuk itu, pada sub-bab selanjutnya, penulis akan menjelaskan secara singkat
tentang peran Majelis Ulama Indonesia dalam konteks kerukunan umat
beragama, baik kerukunan eksternal yakni lintas agama maupun internal yakni
lintas aliran dalam satu agama (Islam).

F. Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi Fatwa tentang Perkawinan beda Agama Tahun 1980 M dan

Tahun 2005 M

Pada dasarnya isu-isu mengenai pernikahan yang termasuk didalamnya
adalah pernikahan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi
masyarakat Indonesia yang multikultural. Pernikahan tersebut telah terjadi di
kalangan masyarakat (diberbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak
lama. Namun demikian, tidak juga berartri bahwa persoalan pernikahan beda
agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di
kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU
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No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama,
karena perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah
perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang
berlainan, karena perbedaan kewarganegaran, bukan karena perbedaan agama.
Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya
itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di
Indonesia, sehingga dalam perkembangannya, keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP
dalam proses penggugatan dan diajukan Judicial Review ke Mahkamah
Konstitusi.
2. Argumen Fatwa dalam Pandangan HAM

Hal pertama yang harus dijawab untuk menguji fatwa MUI tersebut
dalam perspektif HAM, yakni apakah fatwa perkawinan beda agama sesuai
dengan nilai-nilai HAM tentang kebebasan beragama ? Menurut hemat penulis,
hal ini perlu dijelaskan karena MUI sendiri dalam fatwanya memutuskan
perkawinan beda agama di hukumi haram dan tidak sah.

Fatwa MUI tentang perkawinan beda agama yang sekilas membatasi hak
beragama individu, khususnya dalam wilayah externum karena fatwa tersebut
membatasi hak individu tersebut dalam menjalankan segala aktifitas dalam
mengekspresikan keyakinannya yang di antaranya adalah melaksanakan ibadah
dengan sesuai keyakinannya. Dari delapan komponen yang termasuk dalam
wilayah externum, ada setidaknya tiga komponen yang dibatasi. Pertama adalah
hak seseorang dalam mempertahankan keyakinannya. Hak ini dijamin oleh
instrumen hak asasi manusia sebagaimana tertulis dalam pasal 2 ayat (1) atas
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagai berikut:

“Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan
menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua individu yang
berada di dalam wilayahnya dan berada di wilayah yuridiksinya, tanpa
pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau
sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.”

Hak kedua yang dibatasi oleh fatwa ini adalah hak seseorang dalam
menjalankan keyakinannya. Hak dijamin dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut:

(3) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(4) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hak ketiga yang dibatasi oleh fatwa ini adalah hak seseorang dalam
menyampaikan pendapat atau materi keagamaan. Hak ini dijamin dalam
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International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagaimana
dijelaskan dalam Komentar Umum 22 sebagai berikut:
Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dapat dilakukan baik
secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat
umum atau tertutup. Kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan
dalam ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran mencakup berbagai
kegiatan.

Pembatasan hak dalam wilayah externum ini perlu diuji lebih mendalam
untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif. Secara teoritis apa
yang diputuskan oleh MUI dalam fatwanya tersebut dapat dikatakan telah sesuai
dengan penjelasan komponen-komponen HAM di atas. Meski MUI bukan
merupakan lembaga pemerintahan yang kebijakan bersifat mengikat seperti
undang-undang, namun rekomendasi MUI kepada pemerintah dalam fatwanya
untuk membatasi segala aktifitas seseorang dilakukan dengan pertimbangan yang
diperbolehkan secara yuridis yakni pertimbangan untuk berkeyakinan. Namun
pertanyaan selanjutnya adalah apakah pertimbangan yang dilakukan oleh MUI
tersebut mencerminkan realitas di lapangan atau tidak. Dengan arti lain apakah
adanya perkawinan campuran dan perkawinan beda agama memang lebih besar
mafsadahnya daripada manfaatnya.

Untuk menjawab hal ini, MUI menyertakan argumen dalam fatwanya
tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama ini. Seperti yang
telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya bahwa argumen normatif MUI
beragama dari berbagai ayat-al-Qur’an dan Hadis, serta kesepakatan ulama
(ijma’). Seakan bagi MUI setiap perkawinan campuran dan perkawinan beda
agama dari paham atau doktrin baku Islam di nyatakan haram, maka secara tidak
langsung perkawinan campuran dan perkawinan beda agama tersebut telah
meresahkan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya
bahwa perkawinan campuran dan perkawinan beda agama hukumnya haram yang
bersumber dari hukum Islam yang disepakati oleh para ulama (ijma‘) adalah al-
Qur’an, sunnah Nabi, ijma‘ dan giyas. Hal ini telah dijelaskan dalam berbagai
kitab fikih.

Penjelasan pada sub-bab di atas menjelaskan bahwa perkawinan campuran
dan perkawinan beda agama merupakan salah satu fenomena yang terjadi dan
akan terus ada. Oleh karena itu, kelompok ataupun perorangan yang menolak
perkawinan campuran dan perkawinan beda agama sebagai salah satu fenomena
baru yang dianggap sebagai salah satu penyimpangan dalam agama Islam.
Berdasarkan hal ini, MUI menerbitkan fatwa yang salah satu keputusannya
adalah hukum haram tentang perkawinan beda agama, dan MUI
merekomendasikan kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas berupa
larangan terhadap perkawinan campuran dan perkawinan beda agama.
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Apa yang difatwakan MUI untuk mengharamkan perkawinan campuran
dan perkawinan beda agama tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif HAM,
karena mafsadah yang ditimbulkan oleh fenomena ini dapat meresahkan
masyarakat. Suatu pertimbangan yang dalam instrumen HAM di Indonesia
maupun internasional sangat dimungkinkan.

Ancaman untuk meresahkan masyarakat tersebut dikarenakan terdapat
perbedaan pakem yang sangat doktrinal antara perkawinan campuran dan
perkawinan beda agama dengan pakem keagamaan yang telah berlaku di
masyarakat Indonesia. Perbedaan tersebut terbaca dari respon masyarakat
tentang fenomena ini. Ancaman tersebut dapat dipahami secara sosiologis saat
perkawinan campuran dan perkawinan beda agama ini pertama kali muncul.
fenomena ini menghebohkan masyarakat di Indonesia dan memenuhi halaman
berbagai harian koran dan majalah. Hal ini membuat isu tentang perkawinan
campuran dan perkawinan beda agama menjadi isu nasional dan cukup
meresahkan masyarakat. Secara rasional, realitas yang ditimbulkan gerakan ini
telah diidentifikasi dapat meresahkan dan oleh karena itu sangat dimungkinkan
untuk dilarang. Mengutip penjelasan seorang teoritikus keadilan kontemporer,
John Rawls, kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dibatasi ketika ada
dugaan kuat yang masuk akal bahwa kalau tidak melakukannya maka hal itu
akan memunculkan perdebatan publik. Menurutnya, dugaan tersebut harus
didasarkan pada bukti dan cara berpikir yang diterima oleh semuanya. Atas dasar
inilah MUI berpendapat bahwa perkawinan campuran dan perkawinan beda
agama dapat mengancam tradisi beragama di indonesia. Dengan demikian,
pembatasan atas hak beragama khususnya dalam wilayah externum
dimungkinkan apabila yang dimaksud perkawinan campuran dan perkawinan
beda agama adalah apa yang telah dijelaskan di atas. Hal ini penting karena MUI
sendiri dalam fatwanya tidak menjelaskan secara definitif apa yang dimaksud
dengan perkawinan campuran dan perkawinan beda agama tersebut.

3. Kesimpulan Pasal

Penjelasan dan pengujian baik dalam perspektif hak asasi manusia
menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, argumen fatwa MUI terlampau fokus
pada argumen-argumen normatif seperti beragam ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi
dengan melandasi penafsirannya terhadap pendapat ulama-ulama klasik. MUI
juga berargumen dengan ijma’ para sahabat atau para ulama yang menjadi
pendukung atas argumen normatif di atas, meski hal tersebut tidak dijelaskan
secara rinci. Menurut MUI, ayat-ayat, Hadis, dan /jma’ ini mengandung
penegasan tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama dan
kewajiban umat Islam untuk selalu mentaati hukum islam. Dengan demikian,
keyakinan seseorang termasuk keyakinan yang harus di jamin oleh negara.
Dengan demikian juga, argumen MUI dalam fatwanya tentang perkawinan
campuran dan perkawinan beda agama ini selain langsung merujuk kepada
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sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an dan Hadis, juga diawali dengan peninjauan
terhadap pendapat para ulama (agwal al-‘ulama’) yang menurut MUI semua
pendapat bersepakat tentang haramnya perkawinan campuran dan beda agama.
Hal ini sesuai dengan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang
menjelaskan bahwa proses penetapan fatwa diawali dengan peninjauan terhadap
pendapat Imam mazhab dan para ulama otoritatif terlebih dahulu.

Kesimpulan lainnya yang dapat diambil dari pengujian ini adalah fatwa
MUI tentang perkawinan campuran dan perkawinan beda agama secara implisit
menggunakan argumen hak asasi manusia. Pada awal sub bab di atas telah
dijelaskan bahwa salah satu pertimbangan MUI menerbitkan fatwa adalah
pertimbangan banyaknya mafsadah atau kesenjangan sosial. Pertimbangan ini
merupakan salah satu dari berbagai pertimbangan yang mungkinkan bagi
pemerintah untuk membatasi hak beragama warga negaranya. Secara sosiologis,
realitas yang ditimbulkan perkawinan campuran dan perkawinan beda agama ini
telah diidentifikasi dapat memunculkan kesenjangan sosial dan oleh karena itu
sangat dimungkinkan untuk dilarang prakteknya. Meski MUI bukan merupakan
lembaga pemerintahan yang kebijakannya (fatwanya) bersifat mengikat secara
menyeluruh, tetapi pertimbangan-pertimbangan yang dijelaskan oleh MUI dalam
fatwannya tersebut menunjukkan bahwa MUI juga menggunakan argumen hak
asasi manusia meski MUI meski MUI tidak menyebutnya dengan argumen hak
asasi manusia. Dalam istilah Atho Mudzhar, argumen ini disebut dengan
argumen politis. Dua kesimpulan ini menemukan bahwasanya argumen normatif
yang notabene sebagai ciri khas metodologi klasik tidak selamanya melahirkan
hukum yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Salah satu buktinya adalah
kesesuaian substantif antara fatwa MUI tentang perkawinan campuran dan
perkawinan beda agama dengan hak asasi manusia yang terjelaskan dalam
berbagai instrumen HAM nasional maupun internasional.

Argumentasi fatwa MUI yang telah dijelaskan di atas masih belum cukup
untuk menyimpulkan argumen fatwa MUI tentang perkawinan campuran dan
perkawinan beda agama secara umum. Penelitian ini masih perlu menguji
argumen fatwa-fatwa lainnya yang terkait dengan kebebasan beragama dan
berkeyakinan. Apakah argumen MUI terkait fatwa lainnya tersebut komprehensif
atau justru minim argumen? Bila demikian adanya, lalu apakah fatwa-fatwa
tersebut juga menyertakan argumen hak asasi manusia sebagaimana yang
tersimpulkan dalam pengujian atas fatwa MUI tentang perkawinan campuran dan
perkawinan beda agama. Untuk menjawab itu semua, guna mendapatkan
kesimpulan yang lebih luas lagi, pada sub-bab selanjutnya di bawah ini akan diuji
tentang argumen fatwa MUI terkait dengan perkawinan beda agama.
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G. Kesimpulan dan Saran
a. Kesimpulan
Studi ini telah berusaha mempelajari argumen fatwa-fatwa MUI tentang
perkawinan beda agama dan sekaligus menguji hubungan kesesuaian substansi
fatwa tersebut hak asasi manusia. Pengujian atas fatwa-fatwa tersebut
menemukan dua kesimpulan. Sebagai berikut:

b. Penelitian ini menemukan bahwa argumen MUI tentang perkawinan beda
agama cenderung normatif berupa ayat-ayat al-Qur’an, hadis, ijma’
(konsensus cendikia). Kecendrungan argumen MUI dalam aspek ini
merupakan konsekuensi dari fatwa haram dan tidak sahnya perkawinan
beda agama yang telah dirumuskan oleh MUI itu sendiri. Di antara
kriteria tersebut adalah terjadinya keresahan masyarakat dan banyaknya
mafsadah dalam praktek perkawinan beda agama. Kriteria seperti ini
tidak membutuhkan metode ushul fikih lainnya seperti giyas, istihsan,
istislah, sadd al-dhari‘ah, dan metode-metode lainnya. Dengan demikian,
untuk menerbitkan sebuah fatwa tentang perkawinan beda agama yang
diduga menyimpang dari syariat Islam, MUI cukup melihat dan
menyesuaikan ajaran dan kandungan al-Qur’an dan sunnah, disertai
dengan konsensus para ulama (7jma’) sebagai dalil penguat dan
pendukung atas argumen MUI. Temuan ini telah sesuai dengan apa yang
ditegaskan dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI, bahwa
dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan
mazhab, maka penetapan fatwa harus didasarkan pada hasil ijtihad
kolektif (jama7) melalui metode bayani, ta‘lili (giyas, istihsan, ilhaq),
istislah, dan sadd al-dhari‘ah. Sedangkan masalah akidah, bagi MUI, telah
dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis, serta disepakati oleh para ulama,
sehingga untuk mengetahui sebuah kasus terindikasi menyimpang, cukup
dengan merujuk pada al-Qur’an dan hadis. Argumen MUI yang cenderung
normatif berupa al-Qur’an, hadis, 7jma’ tersebut menekankan pada
penafsiran-penafsiran ulama Sunni. Hal ini dapat dipahami dari
kesesuaian pemahaman MUI terhadap ayat tersebut dengan penafsiran-
penafsiran para ulama klasik dalam berbagai kitab seperti kitab Jami* al-
Bayan ‘an Ta’wil ay al-Qur’an karya Abi Ja‘far Muhammad bin Jarir al-
Tabari, 7Tafsir al-Qur’an al-Karim karya Ibn Kathir al- Dimshaqi, a/-Jami*

li-Ahkam al-Qur’an karya Abi ‘Abd Allah al- Qurtubi, dan kitab tafsir
lainnya. Bagi MUI (dan mayoritas muslim Indonesia), penafsiran-
penafsiran ulama-ulama klasik Sunni di atas dianggap sebagai pendapat
yang otoritatif (mu‘tabar) dalam diskursus hukum Islam, maka tidak
mengherankan apabila standar penafsiran teks keagamaan MUI dalam
setiap fatwanya selalu didasarkan kepada penafsiran-penafsiran ulama
klasik tersebut. Hal ini sesuai dengan Pedoman dan Prosedur Penetapan
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Fatwa MUI yang menegaskan bahwa sebelum fatwa ditetapkan,
hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama
yang mu’tabar atau otoritatif tentang masalah yang akan difatwakan
tersebut.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dua fatwa yang telah diuji tersebut
berargumen dengan argumen hak asasi manusia, meski tidak secara
eksplisit ditegaskan dalam setiap fatwanya tersebut. Argumen hak asasi
manusia ini dapat dipahami dari dasar pertimbangan MUI dalam setiap
fatwanya. MUI selalu mempertimbangkan ketertiban umum (dalam
istilah lain disebut ketertiban sosial) sebagai dasar pentingnya
menerbitkan dua fatwa yang telah diuji di atas. Pertimbangan ini
merupakan salah satu pertimbangan yang dimungkinkan untuk menjadi
dasar pembatasan hak beragama seseorang dalam diskursus hak asasi
manusia. Dalam pasal 18 ayat 3 Kovenan Internasional Hak Sipil dan
Politik ditegaskan bahwa terdapat lima pertimbangan yang menjadi dasar
pembatasan hak beragama seseorang, yakni ketertiban umum, keamanan,
moral masyarakat, kesehatan publik, dan tidak mengganggu hak asasi
individu lainnya. Sedangkan dalam pasal 28] Undang-Undang Dasar
tahun 1945 terdapat enam pertimbangan, yaitu ketertiban umum,
keamanan, moral, nilai-nilai agama, kesehatan publik, serta menghormati
hak dan kebebasan orang lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut, MUI
konsisten menggunakan pertimbangan ketertiban umum sebagai dasar
pentingnya menerbitkan dua fatwa yang telah diuji tersebut. Standar MUI
untuk sebuah kasus dapat dianggap telah menimbulkan keresahan
masyarakat adalah bila sebuah kasus tersebut telah menodai ajaran dan
syariat Islam serta mengkampanyekannya sehingga menimbulkan
keresahan di tengah masyarakat. Hal ini dapat dipahami dari dua fatwa
yang telah diuji yang keseluruhannya memiliki persamaan standar, yakni
kasus perkawinan beda agama sebagai objek fatwa dianggap meresahkan
masyarakat karena telah menyimpang dari kandungan al-Qur’an dan
Sunnah. Dengan demikian, argumen hak asasi manusia dan argumen
hukum Islam seperti pada kesimpulan pertama memiliki satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan dalam fatwa MUI tentang perkawinan beda
agama. Keputusan dan rekomendasi MUI kepada pemerintah untuk
melarang segala perkawinan beda agama yang terdapat dalam sebagian
besar fatwa MUI ini, tidak hanya didasarkan pada temuan bahwa
perkawinan beda agama menyimpang dari ajaran agama Islam, tetapi juga
karena perkawinan beda agama tersebut dianggap meresahkan
masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa dua fatwa tersebut yang
didasarkan pada kemaslahatan untuk melindungi ketertiban umum, tidak
selamanya memberikan dampak yang signifikan. Dari dua fatwa yang
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diuji pasca diterbitkan keputusannya, masih menyisakan perdebatan.
Tentunya hal ini menjadi pertanyaan serius tidak hanya bagi MUI, tetapi
juga bagi pemerintah dalam menangani kasus hukum yang terjadi antar
agama di Indonesia.

d. Saran

Penelitian ini hanya sebagian dari penelitian-penelitian yang telah ada

terkait MUI secara umum. Selama penulisan penelitian ini, ditemukan berbagai
masalah yang belum jelas dan membutuhkan penelitian lebih lanjut terkait fatwa

MUI tentang perkawinan beda agama. Sesuai dengan kesimpulan dan beberapa

masalah yang ditemukan dalam proses penelitian, maka akan diajukan beberapa

saran, baik akademik maupun kelembagaan, paling tidak sebagai berikut:

1.

Bagi para peneliti, perlu kiranya diadakan penelitian terkait pengaruh fatwa
MUI tentang perkawinan beda agama, khususnya dalam aspek sosial. Hal
ini penting, karena sejauh penelitian ini ditulis, hanya terdapat beragam
pendapat yang bukan merupakan hasil/kesimpulan dari sebuah penelitian.
Ada yang berpendapat bahwa fatwa MUI cenderung melahirkan keresahan
masyarakat, dan sebagian yang lainnya berpendapat bahwa fatwa MUI
tersebut berpengaruh positif terhadap kehidupan sosial-keagamaan di
Indonesia. Sebagai sebuah pendapat, tentunya hal tersebut tidak dapat
pertanggung-jawabkan secara akademik. Oleh karena itu, dibutuhkan
sebuah kajian serius terkait pengaruh fatwa MUI tentang perkawinan beda
agama.

Bagi MUI sendiri, dalam berfatwa tentang perkawinan beda agama, sangat
disarankan untuk menyertai penegasan (bila perlu dengan fatwa) larangan
membuat keresahan di masyarakat. Hal ini sangat dianjurkan karena
pengujian terhadap dua fatwa di atas hanya menemukan satu fatwa saja
yang disertai penegasan bagi masyarakat luas tentang haram dan tidak
sahnya perkawinan beda agama.

Setiap proses penetapan fatwa, khususnya terkait perkawinan beda agama,
MUI selalu mengadakan penelitian terlebih dahulu, baik dengan
mengundang ahli terkait maupun melalui kajian mendalam dan faktual
yang dilakukan oleh Komisi Pengkajian yang langsung turun ke lapangan.
Meski upaya tersebut telah dilakukan, namun hendaknya MUI
melakukannya dengan lebih komprehensif dan menyeluruh. Hal ini penting,
karena dari dua fatwa yang telah diuji dan dikaji di atas, setidaknya
terdapat fatwa yang mengindikasikan kurangnya penelitian yang lebih
mendalam sebelum fatwa-fatwa tersebut diterbitkan. Meski tidak
menimbulkan kesalahan fatal dalam fatwanya, namun kurangnya penelitian
yang mendalam tersebut, membuat penjelasan sebagian fatwa MUI
tersebut kurang lengkap dan tidak utuh dalam mendeskripsikan fenomena
yang sedang diteliti atau yang sedang difatwakan tersebut.
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